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 Pembicaraan tentang komunikasi politik sudah dimulai diajarkan oleh Allah Swt 
kepada manusia sejak awal manusia diciptakan. Penunjukan Nabi Adam As sebagai khalifah di 
muka bumi ini untuk memimpin makhluk yang ada di dalamnya merupakan pembicaraan 
komunikasi politik yang berfungsi untuk menetapkan siapa yang menjadi pemegang amanah 
mengelola bumi ini. Dari persfektif ini pula dapat ditangkap bahwa membicarakan politik 
sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan, amanah, konflik dan bagaimana menengahi 
konflik. Oleh kerana itulah, seseorang yang akan diangkat sebagai pemimpin haruslah orang 
yang berakal dan memiliki kemampuan berkomunikasi agar dapat berhasil dalam 
kepemimpinannya. Pemimpin dengan karakteristik seperti pada masa kini, perlu untuk 
diperjuangkan oleh para ulama sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan bagi 
kemajuan umat. 
 Sebagai pemimpin informal bagi masyarakat, ulama harus melaksanakan kiprah 
dakwahnya dalam segala bentuk, strategi dan metode, tidak terkecuali memasuki wilayah 
politik. Jika selama ini masuknya ulama ke ranah politik masih menjadi perdebatan di beberapa 
kalangan dan pengamat politik, perlu diperjelas bahwa wilayah politik merupakan sarana 
dakwah yang tidak kalah pentingnya. Sebab perjuangan melalui kegiatan politik, baik dalam 
politik praktis, maupun pendekatan dalam kaitannya untuk perubahan kebijakan pemerintah, 
akan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat.  Politik tidak selalu harus dimaknai 
sebagai sesuatu yang memperebutkan kekuasaan dan pembagian kewenangan. Tapi lebih jauh 
dari itu, melalui pendekatan politik, ulama akan terlibat langsung dalam pengaturan 
masyarakat, membuat ketentuan-ketentuan yang akan diberlakukan dalam negara, serta 
menentukan individu-individu yang akan menjadi pejabat pemerinatahan. 
 Penyertaan ulama dalam politik dan pembangunan juga merupakan aspek daripada 
partisipasi politik warga negara. Sebagai panutan dalam kehidupan sosial, komunikasi politik 
ulama dalam pembangunan akan mendapat dukungan dari masyarakat kerana mereka 
meyakini bahwa keikutsertaan  ini adalah panggilan dakwah untuk kepentingan umat. 
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Dukungan yang diberikan masyarakat dalam pembangunan, akan memudahkan dan 
mempercepat proses pembangunan dan upaya yang dilakukan untuk mendapat hasil-hasil 
yang diinginkan. 
 Pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah harus mencakup dalam bidang 
jasmaniah dan rohaniah. Terhadap kedua bidang ini adalah bila dilakukan secara menyeluruh, 
sungguh-sungguh, dan berkesinambungan, ianya akan memperoleh hasil yang maksimal, 
yakni mencipta  masyarakat yang seutuhnya. Peranan ulama tidak hanya sebatas dakwah 
dengan lisan, menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Memberikan nasihat kepada pemerintah agar 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah bagian daripada 
komunikasi politik. Demikian pula ketika ulama terlibat dalam pembuatan peraturan-peraturan 
negara yang menjadi rujukan dalam aktifitas hidup berbangsa dan bernegara. 
 Hubungan antara ulama dengan pemerintah yang selama ini terdapat jurang dalam 
penerapannya, perlu upaya mengatasinya, memperbaiki jurang tersebut. Pemerintah harus 
memberikan ruang dan kesempatan kepada ulama untuk mengejewantahkan partisipasi 
politiknya dalam pembangunan. Sebab ulama juga merupakan pemimpin informal bagi 
masyarakat, yang memiliki kesamaan tugas dengan pemerintah, walapun secara konstitusional 
dalam konteks kewenangan untuk mengatur masalah kebangsaan tetap menjadi kewenangan 
pemerintah. Akan tetapi kewenangan tersebut tidak boleh menjadi alat bagi pemerintah untuk 
menutup pintu demokrasi dalam hal keterlibatan masyarakat. Sebab partisipasi warga negara, 
termasuk dari kalangan ulama, merupakan bagian yang terpenting dalam sistem negara yang 
demokratis. Justru ulama sebagai komponen yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih sering 
berkomunikasi dengan khalayak, lebih memahami kondisi masyarakat, dan lebih dipatuhi serta 
dihargai oleh masyarakat, sepatutnya menjadi modal penting bagi keikutsertaan mereka dalam 
pembangunan nasional. 
 Sebagai aktor dalam kajian komunikasi politik, ulama memiliki posisi yang setara 
sebagai opinion leader atau pemimpin pendapat. Ulama berada pada kedudukan yang sangat 
penting untuk membentuk tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara:  
Pertama, ulama memiliki pengetahuan yang luas, tidak hanya dalam bidang ajaran-ajaran 
agama Islam, namun juga dalam wawasan pembangunan dan kenegaraan. Pengetahuan ini 
sangat relevan dalam upaya menghadirkan tatanan kehidupan maupun strategi pembangunan 
yang diperlukan negara. Mereka dapat menghadirkan peraturan-peraturan kenegaraan yang 
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sesuai dengan tatanan budaya, adat-istiadat serta nilai-nilai luhur bangsa, setidaknya jauh dari 
pertentangan dari  ajaran agama.  
Kedua, sebagai individu yang menguasai ajaran-ajaran agama, kehidupan kepribadiannya 
sentiasa terjaga, memiliki akhlakul karimah yang terjamin, dan kehidupan yang sederhana. 
Perilaku sebagian besar elit politik yang telah bertolak dengan cita-cita murni dari politik itu 
sendiri, telah menyebabkan terjadinya berbagai perkara, seperti kerusakan moral, korupsi, 
penyelewengan, dan perilaku-perilaku negatif lainnya yang kontraproduktif. Kehadiran ulama 
yang benar-benar sederhana dan memiliki niat yang tulus, dapat merubah keadaan itu kerana 
latar belakang akhlak ataupun moralitasnya yang baik.   
Ketiga, kedekatan ulama dengan masyarakat yang hampir tiada pembatas, menyebabkan telah 
terbangunnya komunikasi yang antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, ulama dapat 
memahami kondisi dan keinginan masyarakat. Sehingga ia paham betul bagaimana cara yang 
tepat untuk membawa masyarakat mencapai kebutuhan hidupnya, baik dari aspek rohaniah 
maupun jasmaniah.  
Justeru, penerbitan buku ini adalah bertepatan untuk membicarakan penglibatan ulama  dalam 
komunikasi politik. Pembicaraan topik-topik dalam buku ini dapat member huraian ilmiah 
berkaitan peranan, fungsi dan kedudukan ulama sebagai pemimpin pendapat yang penting 














Sekapur Sirih   
  
 Tugas utama para ulama dalam pandangan Islam adalah memberikan pencerahan 
kepada umat, utamanya dari segi pembinaan mental, rohaniah dan pendalaman akan ajaran-
ajaran agama, mengarahkan umat untuk hidup sejahtera, terpenuhi haknya untuk 
mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Sebagai pemimpin informal (opinion leader), ulama 
juga bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat, ekonomi, politik, 
keamanan, dan sebagainya. Pelaksanaan dakwah ini seyogiyanya dilaksanakan  dalam berbagai 
cara dan strategi. Dakwah yang selama ini dilaksanakan para ulama dengan mengedepankan 
dakwah lisan, memberikan nasihat, ceramah dan tauziah kepada umat, perlu dikembangkan 
dengan cara lain. 
  Jika selama ini ulama dalam melaksanakan melalui jalur kultural, maka perlu pula 
diupayakan memasuki lini struktural. Dalam hal ini, ulama juga mesti mengetahui persoalan 
politik kenegaraan. Ulama tidak boleh buta politik, memandang politik secara apatis. Karena 
melalui kegiatan politik, dakwah dapat dijalankan dengan menggunakan kekuatan yang dapat 
dilaksanakan secara konstitusional dan legal, melalui aturan-aturan kenegaraan yang dirancang 
sedemikian rupa berdasarkan landasan ajaran agama, budaya, dan norma-norma sosial.  
 Keterlibatan ulama dalam kegiatan politik dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni 
pertama, memasuki dunia politik secara langsung. Melalui strategi ini, ulama terlibat langsung 
dalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik yang dapat mendukung kegiatan 
dakwah, atau paling tidak, keputusan tersebut tidak bertentangan dengan misi dakwah. 
Melalui kegiatan politik langsung, ulama juga dapat terlibat langsung menetapkan individu-
individu yang akan ditempatkan pada posisi-posisi pengambil kebijakan dalam pemerintahan. 
Tentu ulama sudah mengenal karakter seseorang yang memiliki akhlak, moralitas dan 
profesionalisme seseorang yang dipandang mampu mengemban amanah tersebut dengan baik. 
Kedua, ulama dapat memberikan ide-ide atau saran kepada para aktivis politik maupun pejabat 
untuk membuat keputusan-keputusan yang didasarkan kepada pemahaman agama, budaya, 
dan norma-norma sosial. Ulama juga dapat ikut serta dalam proses perancangan, pengawasan 
dan pemanfaatan pembangunan agar tetap sesuai prosedur yang benar sehingga dapat 
mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, ulama dapat mendorong individu-individu untuk 
duduk pada lembaga-lembaga pemerintahan, seperti anggota legislatif atau pejabat 
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pemerintahan. Tentunya individu-individu ini adalah mereka yang sudah terseleksi sesuai 
dengan ketentuan yang selaras dengan syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam. 
 Komunikasi politik yang dilakukan oleh ulama dalam pembangunan akan dapat 
membantu mempercepat dan memudahkan proses yang dilakukan. Keterlibatan ulama ini juga 
akan menjadi contoh bagi umat, agar umat juga turut serta memberikan bantuan dan dukungan 
dalam mensukseskan pembangunan. Hal ini lebih karena pada diri ulama memiliki kredibilitas 
komunikasi yang tinggi, integritas, kapasitas dan dedikasi. Posisi ulama sebagai opinion leader 
dalam masyarakat, akan memudahkan ulama untuk berkomunikasi dengan masyarakat, 
karena ia mengenal dan mengetahui apa keinginan khalayak. Ulama juga sudah cukup dengan 
masyarakat, karena itu dia dikenal dengan baik oleh masyarakat. 
 Buku ini akan membahas posisi ulama sebagai aktivi komunikasi politik, paling 
tidak akan memberikan manfaat dalam beberapa hal: 
1. Secara akademis, buku ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian 
komunikasi politik, terutama mengenai peranan opinion leader atau pemimpin pendapat. 
2. Buku ini juga akan dapat menjadi bahan ajar bagi para mahasiswa dalam mata kuliah 
komunikasi politik, pengantar ilmu politik, dan pemikiran politik Islam. 
3. Keterlibatan ulama dalam bidang politik masih terbatas. Hadirnya buku ini diharapkan 
mampu memberikan pemikiran dan rangsangan kepada semua pihak untuk menerima 
dan mendukung kehadiran ulama sebagai aktor komunikasi politik. 
 Semoga harapan tersebut terwujud berkat terbitnya buku ini. Saya amat 
mengapresiasi sekaligus menaruh harapan agar penulisan buku pada masa hadapan tetap 
dikembangkan untuk menjadi ladang pengembangan ilmu pengetahuan. 
 
Bangi, 17 September 2012 
Dr. Normah Bt. Mustaffa 
Pengerusi Pusat Kajian Media dan Komunikasi 
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan 







 Dalam kajian komunikasi politik, posisi ulama dapat digolongkan sebagai bagian dari 
opinion leader, yang dapat pula berfungsi sebagai aktor komunikasi politik, yakni seorang 
individu yang mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan suatu perubahan, karena 
dia  memiliki kelebihan, keistimewaan, dan keutamaan dibandingkan dengan orang lain dalam 
berbagai hal. Ulama adalah pemimpin umat Islam, yang bertugas memberikan pencerahan 
pemikiran kepada umat dari aspek ajaran-ajaran agama. Ulama juga memiliki kedekatan 
dengan masyarakat, karena ia hidup bersama masyarakat dan merupakan bagian penting dari 
suatu komunitas.  
Ulama memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat, sehingga apa yang dia 
katakan menjadi rujukan umat dalam kehidupan. Tugas ulama tidak hanya sekedar berdakwah 
dalam arti mengajari umat Islam untuk beribadah semata. Dakwah juga tidak hanya terbatas 
dengan ceramah, khutbah, dan nasihat saja. Lebih dari itu, dakwah harus mencakupi semua lini 
kehidupan manusia, termasuk bagaimana meningkatkan tarah hidupnya dari segi penghasilan 
mater, menjaga lingkungan sekitar, dan bagaimana berinteraksi dengan sesama umat. Yang tak 
kalah pentingnya adalah dakwah juga mesti memasuki kehidupan politik, membicarakan 
masalah kenegaraan dan kebangsaan. Artinya dakwah tidak boleh melupakan aspek 
pembangunan bangsa yang dilaksanakan oleh pemerintah yang tujuannya merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari tugas ulama. 
Pembangunan yang dilaksanakan untuk tujuan kemajuan masyarakat haruslah 
mencerminkan keseimbangan antara aspek rohani dan jasmani. Ini harus dilaksanakan secara 
seimbang, bersamaan, dan berkesinambungan. Pembangunan yang hanya mementingkan satu 
aspek saja, cenderung akan mengabaikan sisi kemanusian, keadilan, dan kebersamaan. 
Akibatnya adalah terjadi ketimpangan dalam pembangunan, sehingga tolok ukur keberhasilan 
pembangunan yang sesungguhnya tidak dapat diukur dengan tepat. 
Komunikasi politik yang dilaksanakan ulama adalah sangat penting. Ulama mesti 
terlibat dalam pembangunan bangsa ini. Ulama harus memahami segala persoalan politik dan 
kenegaraan. Hal ini diperlukan karena ulama dapat memberikan pesan-pesan moral yang 
dilandasi oleh ajaran-ajaran agama dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan 
memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Sebab bila ulama tidak terlibat dalam pembangunan 
dan menyerahkannya hanya kepada elit politik dan pejabat pemerintah semata, maka 
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kecenderungan akan terjadinya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan, 
perilaku-perilaku yang kurang terpuji oleh penyelenggara negara. Di sinilah fungsinya ulama, 
yang dapat mengingatkan dan mengarahkan agar tetap berada pada jalur yang benar. 
Dalam berbagai literatur telah banyak membahas tentang komunikasi politik, fungsi, 
dan elemen-elemennya. Demikian juga literatur atau hasil kajian tentang peranan ulama dalam 
masyarakat, riwayat para ulama, peranan dalam perjuangan, dan seterusnya juga telah banyak 
dikaji. Sebaliknya, literatur yang mengetengahkan kedudukan ulama sebagai aktivis 
komunikasi politik, masih sangat terbatas. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah 
literatur komunikasi politik, khususnya yang berkaitan dengan peranan opinion leader sebagai 
aktivis komunikasi politik. 
Akhirnya penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini. Terutama 
kepada Ibuku, Nantulang, dan istriku tercinta, dr. Nurhira Abdul Kadir yang walaupun jauh 
dari Adelaide, Australia Selatan, masih senantiasa memberikan dorongan agar merampungkan 
penulisan buku ini. Juga kepada ketiga anakku; Luqman Siagian, Fauziah Siagian, dan Mara 
Athirah Siagian, atas pengertiannya karena banyak waktu yang sesungguhnya untuk kalian 
tapi ayah gunakan untuk menulis buku ini. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada 
Bapak Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Pof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing HT, 
M.S., yang atas jasanya, buku ini dapat diterbitkan. Demikian juga kepada rekan-rekan; Abdul 
Rahman, Das’ad Latif, Ahmad Afif, Syahrir Karim, Fikris Khalik, Ruslan Ramli, Saleh P. 
Daulay, Raja Juli Antoni, dan Najamuddin M. Rasul, atas saran-saran dan dukungan morilnya 
dalam penulisan buku ini. 
Tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa buku ini sederhana, terdapat 
kekurangan yang mesti diperbaiki. Oleh karena itu, masukan, kritikan, dan pendapat dari 
semua kalangan sangat diharapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Billahi Fii 
Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat. Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
Samata - Gowa, 19 September 2012 
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Bab I  
Memahami Komunikasi Politik : Suatu Pengantar 
 
 
A. Tentang Komunikasi Politik 
   Pelajaran pertama yang paling penting untuk diketahui oleh Nabi Adam As dari 
Allah Swt. adalah untuk mengetahui seluruh nama-nama yang diciptakan-Nya, 
sebagaimana tersirat sebut dalam dialog  dalam al-Qur’an pada surat Al Baqarah ayat 31-
33. Perlunya mengetahui nama-nama benda itu adalah sebagai pembeda antara manusia 
dengan makhluk lainnya, dan pengetahuan ini pula yang menjadikan manusia berada 
pada posisi yang lebih baik. Pengetahuan yang diajarkan Allah Swt tersebut menjadi awal 
bagi umat manusia untuk berkomunikasi, karena dengan mengenal benda-benda yang ada 
disekitar kita, akan memudahkan manusia dapat berkomunikasi dengan makluk lainnya. 
Artinya tanpa mengetahui atau mengenal sesuatu, proses komunikasi tidak akan dapat 
terlaksana  sesuai dengan tujuan yang diinginkan.  
   Selain untuk mengetahui nama-nama benda agar dapat berkomunikasi, dalam 
penjelasan ayat sebelumnya, terdapat pula pernyataan Allah Swt yang lebih spesifik yakni 
mengenai komunikasi politik. “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: 
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: 
“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 
padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kami 
ketahui”. (Q.S. Al Baqarah (2) : 30).  
   Dari ayat tersebut, dapat kita mengelompokkan pembicaraan yang berkaitan 
dengan komunikasi politik, yaitu ; khalifah, kerusakan dan pertumpahan daerah. Khalifah 
dapat diartikan kepada pemimpin atau penguasa yang akan mengelola bumi ini. Seorang 
khalifah berperan untuk membawa manusia mengarungi kehidupannya. Sebagai khalifah, 
manusialah yang akan bekerja dan berusaha di bumi serta memanfaatkan segala yang ada 
di dalamnya. Kerusakan dan pertumpahan darah juga sangat dekat dengan pembicaraan 
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komunikasi politik. Hampir setiap pembicaraan tentang politik, konflik yang sering 
berujung kepada pertumpahan darah selalu ikut di dalamnya. 
  Hal ini menjelaskan bahwa dalam setiap kehidupan manusia, selalu berkaitan 
dengan aktivitas komunikasi. Bahkan menurut Mulyana (2007), dari perspektif agama, 
secara gampang kita bisa menjawab bahwa Tuhan-lah yang mengajari kita berkomunikasi, 
dengan menggunakan akal dan kemampuan berbahasa yang dianugerahkan-Nya kepada 
kita. Penggunaan akal dan kemampuan berbahasa ini sangat penting. Sebab segala sesuatu 
yang terjadi dalam proses komunikasi mesti dipikirkan terlebih dahulu, dampak yang 
akan timbul, apabila pesan telah dibahasakan kepada pihak lain. 
   Melalui media massa kita sering mendengar istilah komunikasi politik, baik 
dalam pertemuan  formal maupun informal.  Komunikasi politik selama ini dipandang 
sebagai pembicaraan yang dilakukan oleh para elit politik yang berkaitan dengan masalah 
kepartaian. Pada umumnya komunikasi politik akan semakin sering diperbincangkan 
apabila ada masalah atau permasalahan yang sementara dihadapi atau akan dilaksanakan 
oleh para elit politik. Seperti menghadapi pemilihan umum atau dalam sidang paripurna 
lembaga legislatif. Demikian juga ketika akan terjadi pembahasan undang-undang atau 
peraturan pemerintah.  
Sesungguhnya pemakaian istilah ini tidak semata-mata  berkaitan dengan masalah 
politik saja, namun juga dalam aspek kehidupan masyarakat lainnya, walaupun 
kecenderungannya bahwa anggapan ini ada juga benarnya. Berkaitan dengan masalah 
politik, kita sering mendengar ungkapan misalnya: “kita perlu menjalin komunikasi politik 
yang lebih intensif dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan  pemimpin informal”, atau 
“pola komunikasi politik yang dibangun oleh partai Demokrat dengan partai lainnya kurang 
harmonis ”. Kemudian dalam bidang kemasyarakatan, sering pula kita mendengar 
ungkapan : “untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, maka pemerintah 
perlu meningkatkan intensitas komunikasi politik dengan tokoh-tokoh masyarakat”, atau 
“masyarakat akan mudah memahami komunikasi politik yang dibangun oleh aparat pemerintah 
apabila dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan“.  
Dari kedua contoh tersebut di atas, kesan komunikasi  yang  pertama adalah untuk 
memperoleh dukungan politik. Sementara untuk contoh yang kedua, komunikasi   di sini  
digalakkan adalah untuk memperoleh keterlibatan masyarakat. Pada dasarnya semua 
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pembicaraan dalam komunikasi politik senantiasa diarahkan untuk memperoleh 
kesamaan pandangan, ide, atau makna terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. 
Melalui pembicaraan tersebut, pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan sesuatu 
yang memiliki dampak positif bagi masing-masing pihak.  
Dalam hal ini kedua belah pihak, yakni komunikator politik dan komunikan 
haruslah berada pada posisi yang saling menguntungkan, tidak ada yang merasa 
dirugikan, dipojokkan ataupun yang merasa dianaktirikan. Komunikasi politik tidak 
hanya berada dalam bidang politik dan kenegaraan saja, akan tetapi mencakup seluruh 
elemen kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan seluruh 
warganegara. 
  Untuk mengetahui tujuan pembicaraan komunikasi politik, ada baiknya bila kita 
terlebih dahulu mengetahui apa itu komunikasi politik. Komunikasi politik terdiri dari dua 
kata, yakni “komunikasi” dan “politik”. Kata komunikasi atau communication dalam 
bahasa Inggris berasal dari kata Latin, communis, yang artinya “sama”. Dapat pula diambil 
dari kata communico, communication atau communicare yang dapat diartikan sebagai  
“membuat sama” (Mulyana, 2007).   
  Banyak pakar yang mendefinisikan komunikasi. Berbagai definisi para pakar 
komunikasi ini dapat dikaji dan didiskusikan, antara lain: “Who says what in which channel 
to whom and with what effects – Siapa mengatakan apa melalui saluran mana kepada siapa 
dan dengan pengaruh apa” (Harold Lasswell) dan “Saling berbagi informasi, gagasan, atau 
sikap” (Wilbur Schramm). Dibahas pula tentang fungsi, jenis, komponen, dan proses 
komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yaitu komunikator/sender (pengirim pesan), 
encoding (proses penyusunan ide menjadi  pesan), message (pesan), media/channel (saluran), 
decoding (proses pemecahan/penerjemahan simbol-simbol), komunikan/receiver 
(penerima pesan), dan feed back/effect (umpan balik, respon, atau pengaruh).  
 Meskipun antara satu pakar dengan pakar lainnya memiliki ketidaksamaan  dalam 
mendefisinikan komunikasi, namun pada dasarnya semua definisi komunikasi itu 
berujung pada satu makna, yakni adanya kesamaan pandangan terhadap suatu objek yang 
dikomunikasikan. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang 
kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik 
langsung maupun tidak langsung. Bentuk komunikasi yang digunakan terdiri dari 
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berbagai cara. Demikian pula dengan sistem yang digunakan. Komunikasi tidak hanya 
sebatas lisan, tulisan, simbol termasuk melalui gambar-gambar atau metode lainnya.  
  Komunikasi juga dapat tergambar dari sikap yang ditunjukkan seseorang 
terhadap sesuatu. Menghadiri suatu forum atau tidak menghadiri forum tersebut 
merupakan bentuk komunikasi. Menulis status pada facebook, memberikan komentar atas 
status facebook teman, atau mengabaikan permintaan orang lain untuk berteman dalam 
facebook, juga adalah bagian dari komunikasi. Bagaimana memaknai pesan yang tersirat 
dalam komunikasi itu, dipengaruhi oleh persepsi, paradigma, serta latar belakang masing-
masing pihak yang terlibat dalam berkomunikasi. Misalnya ada pertanyaan, mengapa dia 
belum membelas pesan saya dalam facebooknya? Ini bisa banyak jawabannya. Apakah 
orang itu sedang sibuk sehingga belum bisa buka facebooknya, atau mungkin orang 
tersebut merasa tidak perlu berteman dengan kita. 
 Sedangkan kata politik atau politics berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 
beberapa istilah seperti politics (menyangkut warga negara),  polities (seorang warga 
negara), polis (kota negara), dan politeia (kewargaan).  Politik adalah kajian tentang 
kekuasaan (power) atau seni memerintah. Berbagai pakar telah membahas banyak tentang 
defisini politik, antara lain “ho gets what, when, and how” (Harold Laswell), “authoritative 
allocation of values – alokasi nilai-nilai secara otoritatif/sah/sesuai dengan kewenangan” 
(David Easton), “kekuasaan dan pemegang kekuasaan” (G.E.G Catlin). 
 Pakar lainnya menyebutkan politik sebagai “proses pembentukan dan pembagian 
kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan , 
khususnya dalam negara; Seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional 
maupun nonkonstitusional; Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan 
dan negara; Kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan 
kekuasaan di masyarakat; Segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan publik. 
 Pembicaraan politik memiliki makna yang sangat luas. Dari berbagai pendapat 
pakar tersebut di atas mengenai definisi politik dapat kita tangkap ada dua perkara yang 
sangat mendasar; yakni kekuasaan dan pengaturan. Kekuasaan berkaitan dengan 
kewenangan dan pengaruh untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ini juga 
berhubungan dengan memerintah dan menyatakan sikap atas sesuatu. Pengaturan 
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berkaitan dengan sistem, manajemen, tata cara, serta bagaimana melakukan sesuatu. 
Dalam kekuasaan dan pengaturan terdapat orang yang melakukannya. Inilah yang disebut 
sebagai pemerintah. 
 Siapa yang berkuasa dalam suatu negara untuk mengatur negara itu adalah pokok 
yang cukup penting. Kekuasaan berkaitan dengan kewenangan, legitimasi dan 
kepemimpinan. Sementara pengaturan berkaitan dengan sistem perundangan-undangan 
yang berlaku dalam mengejewantahkan dan melaksanakan kekuasaan. Segala sesuatu 
yang dilakukan dalam tindakan untuk kepentingan negara yang berkaitan dengan 
kehidupan segenap warganegaranya adalah merupakan tindakan politik. Demikian pula 
perilaku warga negarayang dimaksudkan untuk tujuan mempengaruhi kebijakan negara 
dalam skala yang sangat kecil adalah juga merupakan tindakan politik.  
 Pendeknya, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan setiap pergerakan 
warganegaranya adalah merupakan perkara politik. Misalnya, negara membuat peraturan 
tentang pencabutan gigi. Siapa yang berwenangan mencabut gigi, ini dimaksudkan untuk 
memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat. Bahwa ada pihak-pihak yang 
merasa dirugikan atas peraturan tersebut, hal itu perlu didiskusikan kembali dan dicarikan 
jalan keluarnya. Artinya di sinilah peran politik, yakni mengutamakan kepentingan 
masyarakat banyak, bukan kepentingan orang per orang. Namun demikian pemerintah 
tidak boleh membiarkannya, justru pemerintah tetap berkewajiban  mencari solusi 
terhadap mereka yang menjadi korban atas kebijakan ini. 
 Proses yang dilakukan untuk menerapkan  kekuasaan yang mengatur pemerintahan 
pada sebuah negara memerlukan komunikasi antara pihak-pihak yang memerintah 
dengan seluruh rakyat yang menjadi warganegaranya. Komunikasi perlu untuk 
menyampaikan aturan-aturan yang mesti diikuti oleh segenap warga negaraPemerintah 
perlu mensosialisikan kebijakan yang akan ditempuh dalam menjalankan roda 
pemerintahan kepada warga negaraagar mereka dapat memahami dan menerima 
kebijakan tersebut. Sosialisasi adalah salah satu bentuk komunikasi yang dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, seperti seminar, pertemuan, rapat akbar dan lain sebagainya yang 
menggunakan berbagai bentuk media komunikasi, termasuk dengan menggunakan media 
cetak maupun media elektronik, juga melalui media komunikasi sosial. 
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 Komunikasi politik yang akan dibahas dalam buku ini adalah komunikasi politik 
dalam makna yang lebih mengarah kepada segala bentuk komunikasi yang berkaitan 
dengan kepentingan negara, warga negaraserta pihak-pihak lainnya. Nimmo (2000:8) 
melukiskan dengan singkat bahwa politik adalah pembicaraan, atau kegiatan politik 
adalah berbicara. Ketika kita berbicara kepentingan, itu adalah merupakan pembicaraan 
politik. Kepentingan yang paling utama bagi warga negaraadalah terpenuhinya kebutuhan 
hidupnya, baik dari aspek materi maupun spritualnya.  
 Komunikasi politik tidak terbatas kepada perkara elit politik dan pejabat pemerintah 
semata. Juga tidak hanya bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenangkan 
pemilihan umum, mengisi jabatan-jabatan formal, mendapat proyek-proyek pembangunan 
pisik, atau hanya untuk sekedar menggolkan suatu peraturan yang dirancang oleh pihak 
legislatif. Lebih luas daripada itu, komunikasi politik di sini juga termasuk peranan yang 
dilakukan oleh warga negarauntuk melibatkan diri dalam proses pembangunan yang 
dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan. 
 Setiap warga negaramemiliki hak dan kepentingan terhadap segala aspek yang 
dianggap memiliki hubungan dengan masalah perpolitikan dan kenegaraan. Rakyat yang 
ingin menyampaikan aspirasinya tentang pembangunan adalah bagian daripada 
komunikasi politik. Mereka ingin tahu siapa yang akan menjadi presiden, bagaimana latar 
belakang seorang presiden, kepribadiannya, program kerjanya pada saat memerintah, 
merupakan bagian dari persoalan politik yang semestinya diketahui oleh segenap 
masyarakat. Pemerintah yang ingin membuat peraturan dan ingin mensosialisasikannya 
kepada para warganegaranya pun adalah bagian daripada komunikasi politik.  
 Demikian pula dengan tindakan para pemimpin informal yang bermaksud 
melibatkan diri dalam proses pembangunan.  Ketika sejumlah tokoh masyarakat  
mengadakan diskusi dalam sebuah masjid, mereka membicarakan tentang banyaknya 
keresahan akibatnya maraknya perjudian di daerahnya, kemudian disampaikan kepada 
pihak kepolisian. Atas laporan tersebut pihak kepolisian mengambil tindakan-tindakan 
untuk mengantisipasi keresahan tersebut, dan dalam kesempatan lain melakukan 
pembicaraan kembali dengan tokoh masyarakat atas sejumlah masalah keamanan. 
Kegiatan yang dilakukan semacam ini merupakan wujud nyata komunikasi politik 
sejumlah tokoh masyarakat dalam pembangunan daerah. 
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B. Unsur-unsur Komunikasi Politik 
 Dalam setiap pembicaraan politik, terdapat unsur-unsur penting yang memiliki 
peranan untuk mengefektifkan pembicaraan tersebut. Sebagaimana komunikasi pada 
umumnya, komunikasi politik juga memiliki elemen dasar yang membantu dan 
berpengaruh terhadap proses komunikasi yang dilaksanakan.  Kegiatan berpolitik adalah 
kegiatan berbicara. Komunikasi politik merupakan  kegiatan berkomunikasi antara orang-
orang yang melibatkan politik. Dalam komunikasi politik, terdapat tiga unsur penting yang 
senantiasa  tampak dalam setiap komunikasi, yaitu: sumber informasi, saluran (media), dan 
penerima informasi (Gatara dan Said, 2007).  
 Sumber informasi atau komunikator dapat berasal dari seseorang atau institusi yang 
mempunyai data dan bahan informasi untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas. 
Saluran atau media merupakan wahana atau media  yang digunakan oleh penyampai 
sumber untuk kegiatan penyampaian pesan, berupa media interpersonal yang digunakan 
secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk khalayak umum. Adapun 
audience adalah orang atau kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau 
pihak yang diterpa informasi. Selain ketiga unsur di atas, unsur-unsur komunikasi lainnya 
juga perlu mendapat perhatian dalam komunikasi politik adalah pesan, efek dan umpan 
balik.  
1. Sumber informasi/pengirim 
Pembicaraan tentang politik tentunya melibatkan pihak-pihak yang 
menyampaikan informasi. Mereka adalah sumber atau pembuat informasi. Dalam 
komunikasi politik, sumber boleh terdiri dari satu orang, satu kelompok, organisasi, 
negara, ataupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Dalam sebuah negara, 
sumber informasi yang paling penting adalah pemimpin negara itu, apakah dia seorang 
presiden, perdana menteri maupun seorang raja. Di samping itu, para pembantunya juga 
merupakan sumber informasi yang menyampaikan atau mensosialisasikan kebijakan 
pemerintah kepada segenap warga negara. 
Bagi umat Islam, sumber informasi yang berkaitan dengan masalah agama 
adalah para ulama yang melakukan ceramah, khutbah atau membawakan materi tentang 
keislaman. Ulama juga memberikan informasi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi 
dan kebudayaan.  
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2. Pesan  
Pesan adalah sesuatu yang  akan disampaikan kepada khalayak. Pesan dapat 
disampaikan dengan cara tatap muka secara langsung, seperti pertemuan empat mata, 
ceramah, atau melalui media komunikasi lainnya, seperti media cetak maupun media 
elektronik. Pesan komunikasi politik merupakan informasi yang disampaikan oleh 
pemerintah sebagai komunikator politik kepada segenap warga negarasebagai 
komunikan. Pesan dalam komunikasi politik bisa juga sebaliknya, disampaikan oleh 
khalayak masyarakat kepada pemerintah. Pesan-pesan politik haruslah yang memiliki 
implikasi untuk kepentingan khalayak ramai, berhubungan dengan kenegaraan dan 
memiliki  makna yang jelas. Dalam penyampaian pesan-pesan politik, diharapkan 
memperhatikan empat faktor yang mempengaruhi pesan, yakni;   (1) keterampilan; (2) 
sikap ; (3) pengetahuan; dan (4) sistem sosial-budaya. 
3. Saluran/media 
Media komunikasi politik merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan 
pesan dari pihak komunikator politik kepada khalayak atau audience. Bila komunikasi 
yang dilakukan merupakan hubungan antarpribadi, media yang digunakan dapat 
berupa pancaindra yang dimiliki oleh manusia. Apabila komunikasi yang dilakukan 
merupakan hubungan antara komunikator politik dengan khalayak ramai, maka media 
yang digunakan adalah media yang dapat menjangkau sebagian besar khalayak tersebut.  
Misalnya, dalam komunikasi massa, alat yang digunakan haruslah yang boleh 
menghubungkan antara sumber pesan dengan penerima yang sifatnya terbuka, di mana 
siapa saja boleh membaca, melihat, maupun mendengarnya. Dalam komunikasi massa, 
media terdiri dari dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. Sedangkan dalam 
komunikasi sosial, media untuk menyampaikan pesan dapat berupa tempat-tempat 
ibadah, termasuk balai desa, pesta rakyat, maupun pertemuan kelompok petani. 
Misalnya di Dusun Lekkong Kabupaten Enrekang. Untuk menyampaikan pesan kepada 
warga masyarakat untuk menghadiri hajatan, seperti pesta pernikahan atau aqigah, 
cukup diumumkan di masjid pada saat shalat jum’at. Tak perlu ada undangan tertulis 
ataupun mendatangi rumah warga satu per satu, sehingga lebih murah, cepat dan 
mudah. 
4. Penerima Informasi 
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Penerima informasi (komunikan) merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan 
yang dikirim oleh sumber pesan. Penerima pesan juga biasa disebut sebagai khalayak, 
audience atau receiver. Penerima pesan bisa terdiri dari satu individu maupun bebeberapa 
orang, dapat pula berupa organisasi, kelompok, partai politik ataupun negara. Dalam 
setiap bentuk komunikasi, pentingnya penerima sama halnya dengan pentingnya 
pengirim. Tanpa adanya penerima pesan, kemana pesan akan dikirim? Pengirim pesan 
(komunikator) sepatutnya sudah  mengetahui kepada siapa dia mengirim pesan itu, 
terutama dari segi karakteristik dan latar belakang para penerima pesan.  
Jika negara sebagai pengirim pesan, sedangkan  penerima pesannya adalah 
warga negara ataupun pihak-pihak lain yang sengaja dijadikan tujuan pesan itu, 
lembaga, instansi, organisasi lain, baik di dalam  maupun di luar negeri.  Penerima 
pesan pada umumnya memiliki masing-masing persepsi terhadap pesan yang diterima. 
Antara satu pihak dengan pihak lain, terhadap pesan yang sama, kemungkinan terjadi 
perbedaan pemaknaan terhadap makna yang diperoleh karena latar belakang yang 
mendasarinya tidak sama.  
Posisi dan status sosial, serta latar belakang kehidupan penerima pesan, akan 
menentukan sejauh mana ia dapat menangkap makna pesan. Penerimaan pesan juga 
masih tergantung kepada sejauh mana kepentingan atas pesan itu bagi komunikan. Bila 
pesan itu dianggap penting, maka penerimaan pesan akan berjalan dengan baik hingga 
mencapai sasaran yang diinginkan. Bila pesan dianggap tidak penting, maka proses 
komunikasi itu menjadi kurang bermakna. 
Seorang individu yang memiliki posisi dan status sosial yang merasa lebih 
tinggi, akan lebih cenderung ingin diperlakukan berbeda dengan orang lain yang dia 
anggap lebih rendah daripadanya. Ada satu peristiwa yang dapat dijadikan contoh 
untuk memperjelas kenyataan ini. Undangan pernikahan dalam bentuk kertas yang 
sudah didesain sedemikian rupa, dapat dimaknai sebagai cara yang tepat untuk 
menyampaikan rencana pernikahan sekaligus mengundang rekan, keluarga, dan 
tetangga. Undangan yang diantar melalui kurir yang diutus untuk itu, sudah dianggap 
cukup mewakili dan terhormat. Akan tetapi, bagi seseorang yang merasa posisi dan 
status sosialnya lebih tinggi, untuk mengharapkan kehadirannya dalam acara 
pernikahan itu, tidak cukup mengundang hanya dengan selembar kertas yang diantar 
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oleh kurir. Dia mengharapkan agar pihak keluarga yang akan menikahkan itu yang 
langsung datang ke rumahnya mengundangnya. Jika tidak demikian, dia akan 
mengomel dan dipastikan tidak akan datang. 
Latar belakang organisasi seseorang juga akan mempengaruhi makna pesan. Bila 
Anda seorang yang berafiliasi kepada satu organisasi keagamaan tertentu, maka 
kemungkinan Anda akan lebih cenderung menerima pesan-pesan dakwah dan politik 
dari organisasi itu. Sementara dari organisasi lain yang berbeda dengan “aliran” yang 
Anda anut, kemungkinan Anda akan menolaknya, tidak menerimanya, atau bahkan 
melakukan semacam perlawanan atas pesan-pesan tersebut. Terjadinya perbedaan hari 
pelaksanaan ibadah puasa atau hari raya di Indonesia beberapa waktu lalu menjadi 
contoh untuk memperkuat pernyataan ini. Semua organisasi dakwah keagamaan 
melakukan penentuan jatuhnya awal bulan qamariah, dan semua anggotanya patuh 
kepada putusan masing-masing organisasinya. Yang terjadi adalah bila ada perbedaan 
penetapan dari organisasi tersebut, maka umat pun akan melaksanakan awal ibadah 
puasa atau hari raya pada waktu yang berbeda. 
5. Efek atau pengaruh 
Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan 
dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan (Cangara, 2003). 
Pengaruh ini bisa terjadi dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Pengaruh 
juga dapat berarti perubahan dan penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan 
tindakan yang dilakukan atau yang dialami oleh seseorang setelah menerima pesan.  
Dalam komunikasi, pengaruh dapat terjadi seketika, atau setelah beberapa saat 
kemudian. Ketika Anda menyuruh seseorang membuka pintu, lantas dia pergi membuka 
pintu, maka efek yang terjadi adalah ketika pintunya sudah dia buka.  
Iklan di televisi kadang memiliki pengaruh yang cepat, ada juga yang 
pengaruhnya lama. Iklan yang cepat misalnya, ketika Anda sedang lapar, tiba-tiba ada 
iklan menu spesial di sebuh restoran, lalu mendatangi restoran dan memesan menu yang 
diiklankan tadi. Sedangkan pengaruh iklan yang lama atau membutuhkan waktu untuk 
melaksanakannya, misalnya, ketika Anda  selama ini mengetahui ada tiga partai politik 
dalam pemilihan umum. Ternyata dari ketiga partai tersebut tidak ada satupun partai 
yang sesuai dengan harapan Anda, lantas anda mengingat pernah melihat iklan satu 
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iklan partai politik lain yang memiliki kesamaan dengan harapan Anda, maka lantas 
memilih partai tersebut, saat itulah pengaruh pesan iklan partai politik menerpa Anda. 
Pesan juga mengakibatkan penguatan keyakinan. Ketika selama ini Anda sudah 
melaksanakan ibadah shalat dengan baik dan sesuai contoh Rasulullah, manakala Anda 
mendengar ceramah dari ustadz melalui televisi atau membacanya pada majalah yang 
materinya berkisar tentang pelaksanaan shalat, jika apa yang disajikan itu sesuai dengan 
apa yang Anda lakukan selama ini, maka pengaruh pesan itu adalah untuk menguatkan 
keyakinan Anda. Demikian pula kampanye politik. Banyak pengamat yang mengatakan 
bahwa, kampanye politik yang dilakukan oleh elit partai politik melalui media massa, 
atau orasi di lapangan terbuka, tidak akan banyak merubah minat khalayak. Yang ada 
adalah menguatkan keyakinan bagi masing-masing pemilih untuk memilih partai yang 
selama ini dia dukung. 
6. Umpan balik 
Umpan balik merupakan salah satu bentuk pengaruh atau respon yang terjadi 
akibat dari proses komunikasi yang dilakukan. Respon ini bisa berupa sikap diam, 
pernyataan setuju, persetujuan atau mungkin saja berupa penolakan baik secara halus 
maupun secara terang-terangan. Ketika kita menonton televisi yang ditayangkan tidak 
sesuai dengan norma budaya kita misalnya, umpan baliknya adalah kita segera 
mematikan televisi itu atau pindah ke tayangan lain.  
Dalam sebuah seminar, dari paparan pemakalah, ada sesuatu yang Anda tidak 
setujui atau memerlukan penjelasan yang lebih, ketika Anda berusaha untuk bertanya 
kembali kepada pemakalah, maka itulah umpan balik. Menurut Cangara (2003), umpan 
balik tidak hanya berasal dari penerima saja.  Umpan balik juga bisa berupa unsur pesan 
atau media itu sendiri, meskipun pesan belum sempat diterima oleh penerima pesan. 
Dalam pembicaraan komunikasi politik, yang paling hangat untuk disimak adalah 
umpan balik dari penerima.  
Misalnya, ketika terjadi ketidaksamaan pendapat antara Ketua DPR dengan para 
anggotanya dalam sebuah sidang paripurna, ada anggota DPR yang maju ke depan meja 
pimpinan yang kelihatan seolah-olah ingin menyerang pimpinan DPR. Umpan balik 
dapat juga dalam bentuk diam. Ketika Anda dimintai tanggapan atas suatu perkara, 
dengan berbagai pertimbangan Anda merasa pembicaraan Anda tidak banyak berguna 
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atau justru bisa menjadi memperpanjang masalah, maka Anda memilih untuk diam. 
Tindakan berdiam diri ini, juga bagian dari umpan balik yang dilakukan dalam suatu 
proses komunikasi. 
Dewasa ini sudah berkembang penyebaran informasi secara online, melalui 
website atau portal lembaga pers yang dapat disimak dalam dunia maya atau internet. 
Biasanya situs berita online ini, setelah memuat berita, pada bagian bawah diikuti 
dengan kolom khusus untuk menerima komentar dari pembaca. Bila pembaca setuju 
atau tidak setuju dengan berita tersebut, atau ingin memberikan komentar terhadap 
pesan dalam berita ini, dia dapat menulis langsung dalam kolom khsusus dimaksud. 
Semua orang dapat mengetahui tanggapan pembaca atas berita ini. Adanya komentar 
atau pernyataan dari pembaca, merupakan umpan balik atas pesan yang diterima. 
7. Lingkungan 
Faktor lingkungan sekitar kita ketika terjadi proses komunikasi, memiliki 
pengaruh dalam mendapatkan kualitas komunikasi yang sementara berlangsung. Faktor 
lingkungan ini dapat diklasifikasikan ke dalam empat  macam, yakni lingkungan pisik, 
lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis dan dimensi waktu. 
a. Lingkungan pisik. Proses komunikasi akan berjalan dengan lancar apabila kondisi 
alam sekitarnya mendukung. Ketika kita berbicara dengan orang lain pada suasana 
sekitar kita sedang terjadi kegaduhan, tentu tidak semua pembicaran akan mudah 
didengar dan dipahami. Demikian pula bila tempat kita berkomunikasi menghadapi 
suatu masalah-masalah teknis, seperti lampunya padam, jaringan telepon terganggu, 
signal rendah, pulsanya habis, dan lain-lain dapat mengakibatkan terjadinya 
gangguan dalam berkomunikasi.  
Sebaliknya, bila lingkungan pisik itu benar-benar kondusif, maka suasana 
berkomunikasi memiliki kecenderungan untuk berjalan dengan lebih baik. Misalnya, 
seorang dosen yang mengajar di ruangan ber-AC, tentu penerimaan mahasiswa akan 
lebih baik dibandingkan apabila mereka belajar di ruangan yang panas, pengab dan 
berdebu. Akan tetapi bila ruangan juga terlalu dingin, maka pada sebagian orang 
akan bermasalah juga. 
Dalam kehidupan perpolitikan di negara kita, sering ditemukan adanya 
pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh elit politik di tempat-tempat tertentu. 
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Misalnya di restoran, dalam kamar hotel, atau pada saat bermain golf. Menurut 
pandangan masyarakat awam, pembicaraan yang dilakukan di tempat-tempat 
tersebut dapat menimbulkan multi tafsir, misalnya pemborosanlah atau mungkin saja 
itu dianggap sebagai bentuk persekongkolan untuk hal-hal tertentu. Akan tetapi bagi 
mereka, tempat-tempat tersebut dianggap lebih efektif melakukan pembicaraan 
politik daripada dalam ruang rapat paripurna gedung DPR.  
Ketika berlangsung perundingan perdamaian atas konflik di Ambon dan di 
Poso pada awal 2000-an,  pemerintah yang saat itu diwakili oleh Menteri Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat, H.M. Yusuf Kalla, memilih tempat di Kota Malino, 
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sebagai tempat mengadakan resolusi konflik. 
Dalam pandangannya, Malino adalah daerah yang hawanya dingin, dipilih karena 
cocok untuk membahas persoalan yang “panas”. Ternyata dari perundingan itu, 
dapat menghasilkan keputusan untuk menjaga perdamaian di kedua daerah yang 
berkonflik tersebut. Artinya, lingkungan pisik yang kondusif, dapat mempengaruhi 
keberhasilan proses komunikasi, tentu mesti didukung dengan faktor-faktor penentu 
yang tidak kalah penting lainnya. 
b. Lingkungan sosial-budaya. Dalam berkomunikasi perlu memperhatikan faktor sosial 
budaya, ekonomi, politik yang dapat membantu proses komunikasi ataukah justru 
akan menghalangi penyampaian pesan. Termasuk pula dalam hal ini adalah 
kesamaan bahasa, kepercayaan, adat istiadat, status sosial dan keyakinan. Dalam 
aspek politik misalnya, sistem politik yang dianut suatu bangsa akan mempengaruhi 
proses komunikasi. Ketika zaman orde baru di Indonesia, kebebasan berbicara cukup 
terbatas apabila tidak ingin mengatakan dibatasi sama sekali.  
Para ulama misalnya, tidak dibenarkan untuk mengatakan sesuatu yang 
oleh penguasa dianggap bertentangan dengan Pancasila, walaupun oleh ulama 
tersebut apa yang dia sampaikan adalah sesuai dengan keyakinannya dalam agama 
Islam. Seperti sikap Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. Buya Hamka 
awal tahun 1980-an. Beliau pernah mengeluarkan fatwa bahwa menghadiri perayaan 
Natal bagi umat Islam itu adalah haram, karena itu merupakan perayaan ibadah. 
Bagi pemerintah hal itu adalah tidak Pancasilais. Akan tetapi sikap Buya Hamka 
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tetap konsisten. Akhirnya ada upaya pengerdilan posisi Buya Hamka sebagai Ketua 
Umum MUI, hingga beliau memutuskan sendiri untuk mengundurkan diri.  
Pemahaman terhadap keberagaman kehidupan sosial-budaya, cukup 
penting dalam berkomunikasi. Tidak jarang komunikasi menjadi gagal hanya karena 
persoalan kesalahpahaman budaya. Misalnya, di Kabupaten Polewali Mandar pernah 
terjadi gagalnya proses pelamaran seorang gadis. Sebabnya hanya karena, sang calon 
besan tidak berpakaian adat dalam proses pelamaran itu. Sebagai tuan rumah, orang 
tua calon mempelai perempuan sudah memakai baju batik lengan panjang, yang 
menurutnya itu sudah rapi, walaupun bukan pakain adat. Karena calon besan tidak 
memakai pakaian adat, oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki dianggap tidak 
menghargai kedatangan mereka, sebab mereka datang dengan rombongan yang 
besar dan semuanya berpakaian adat, akhirnya mereka pulang sebelum acara 
pelamaran dimulai. Akibat menjadi fatal, pernikahan tidak jadi dilaksanakan. 
c. Dimensi psikologis. Dimensi ini berkaitan dengan kejiwaan yang digunakan dalam 
menyampaikan pesan sebagai bagian dari proses komunikasi. Misalnya, menghindari 
kritik yang menyinggung perasaan orang lain, menyajikan materi yang sesuai 
dengan usia khalayak, memperhatikan latar belakang kehidupan pribadi khalayak.  
Ketika kita akan mengadakan pesta pernikahan misalnya, tentunya akan mencari 
waktu yang tepat, tidak bersamaan dengan acara ta’ziyah kematian tetangga  
misalnya. Kalaupun sudah terlanjur diagendakan, tentu perlu mencari upaya yang 
lebih bersahabat, sesuai norma-norma yang berlaku, agar tidak ada kesan yang boleh 
jadi akan menyinggung perasaan tetangga yang sedang mengalami musibah.  
Demikian pula dalam menyatakan pendapat. Sebenar-benarnya pendapat 
kita, namun sama sekali kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain, apalagi 
kalau sampai ada kesan merendahkan ataupun menghinakan pendapat orang lain. 
Sebab dalam kajian komunikasi, pendapat, saran atau ide, tidak ada yang salah, yang 
ada adalah perbedaan penafsiran terhadap tujuan dan makna pendapat itu, serta 
kemungkinan terjadi ketidaktepatan dalam menyampaikan pesan itu, baik dari aspek 
bahasa, intonasi kalimat, dan seterusnya. 
d. Dimensi waktu. Dimensi waktu ini juga memiliki arti yang cukup penting dalam 
berkomunikasi. Banyak proses komunikasi yang tidak mengenai sasaran karena 
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waktunya tidak tepat. Mengajak orang untuk pergi menonton film di bioskop pada 
akhir bulan biasanya tidak tepat, karena pada saat itu kondisi keuangan masyarakat 
terutama para pegawai adalah dalam keadaan minim.  
Demikian pula kita harus memperhatikan waktu untuk melakukan 
panggilan lewat telepon atau bertamu. Misalnya perlu memperhatikan waktu-waktu 
shalat wajib, seperti saat waktu shalat magrib, sebaiknya menghindari menelepon 
karena mungkin orang lain itu sementara melaksanakan shalat. Demikian juga dalam 
mengagendakan membuat acara hajatan, ada baiknya menghindari pada hari Senin 
dan Kamis, sebab pada umumnya kaum muslim yang taat beribadah sedang 
melaksanakan puasa sunnat pada hari itu.  
Dalam kehidupan politik, seorang warga negara yang ingin menyampaikan 
aspirasinya kepada pemerintah atau legislatif, juga harus mempertimbangkan 
dimensi waktu. Misalnya, Anda hendak menyampaikan aspirasi, perhatikanlah 
jadwal reses anggota legislatif. Pada waktu ini, mereka tidak berada di gedung 
dewan, melainkan melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah pemilihan dalam 
rangka berkomunikasi atau mengunjungi konstituennya. 
C. Fungsi Komunikasi Politik 
 Fungsi adalah potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan 
tertentu (Cangara, 2003). Komunikasi politik sebagai suatu kajian yang salah satu objeknya 
menekankan pada aspek pesan-pesan politik, memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh 
setiap individu dalam kehidupan politiknya. Ketika kita berbicara tentang politik, 
setidaknya tergambar dalam benak kepada tiga hal, yakni kekuasaan, kepentingan, dan 
pengaturan.  
 Pada dasarnya, setiap aktivis politik ketika terjun ke dalam dunia politik, 
menginginkan keterlibatan dirinya kepada ketiga hal tersebut. Dia ingin berkuasa, seperti 
menjadi pejabat negara atau sebagai pembuat keputusan dalam satu negara. Boleh jadi juga 
yang bersangkutan tidak memiliki keinginan untuk berkuasa, akan tetapi dia memiliki 
kepentingan untuk terlibat dalam politik karena memberikan manfaat baginya dan bagi 
kelompok serta orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Dia pun memiliki 
kesempatan untuk turut serta dalam proses pembuatan peraturan dan ikut menjadi pengatur 
dalam sebuah proses politik. 
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 Dalam proses untuk mencapai tujuan tersebut, setiap individu senantiasa berada 
pada posisi yang mengharuskan dirinya terlibat dalam pembicaraan politik. Setiap 
pembicaraan politik muaranya adalah aktivitas komunikasi politik yang dilakukan oleh 
setiap pihak yang menjadi bagian dari politik itu. Diantaranya adalah negara, organisasi, 
pribadi, kelompok maupun institusi tertentu, serta para pemimpin pendapat dan tokoh 
masyarakat lainnya. Komunikasi politik yang dibangun oleh lembaga dan pihak-pihak ini, 
pada prinsipnya merupakan wahana yang seharusnya dilaksanakan untuk memudahkan 
dan mempercepat tercapainya tujuan yang hendak dicapai. Jalinan komunikasi politik 
manakala dilaksanakan secara jujur, adil, terbuka, dengan menjunjung tinggi etika politik 
dapat dipastikan akan menghasilkan suatu tatanan kehidupan politik yang dapat membawa 
manfaat besar bagi segenap warga negara 
 Pada hakekatnya segala aktivitas politik adalah berfungsi untuk menjadikan negara 
dan warga negaraterpenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula ketika sesorang 
melibatkan dirinya masuk dalam gelanggang politik merupakan upaya atau cara yang akan 
dia tempuh untuk memenuhi kebutuhan serta untuk mendapatkan kepuasan dalam 
hidupnya. Dalam satu aspek dia berusaha untuk membantu negara dan memperoleh sesuatu 
dari negara atas aktivitasnya tersebut, seperti materi, fasilitas, dan yang terutama adalah 
kewenangan yang melekat pada dirinya terhadap posisi yang diembannya.  
 Pada sisi lain, seseorang yang terlibat dalam politik juga tidak semata-mata untuk 
memperolehi imbalan dari negara seperti tersebut di atas. Ada kalanya seseorang terlibat 
dalam aktivitas politik adalah untuk mengaktuliasasikan diri ke tengah-tengah kehidupan 
bermasyarakat. Dengan terjun ke arena politik, ada kepuasan batin yang dia peroleh karena 
merasa dirinya dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dia juga merasa terpanggil 
untuk ikut serta mengatur dan memperbaiki kondisi masyarakat sesuai dengan afiliasi 
politik yang dianutnya. Seorang dosen yang dari kehidupan materi sudah berkecukupan, 
akan tetapi masih ingin terjun ke dunia politik, lebih disebabkan untuk mengaktualisasikan 
potensi dirinya. Misalnya,  dosen dalam mata kuliah politik, dia ingin mempraktikkan antara 
teori yang dia pelajari selama ini dengan kehidupan politik yang nyata. 
 Jika kita pandang   secara umum, maka fungsi komunikasi politik pada hakekatnya 
sebagai jembatan penghubung antara pemerintah termasuk para elit politik dengan khalayak 
masyarakat dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam 
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pengertian lain saling merespon sehingga mencapai pengertian dan diorientasikan sebesar-
besarnya untuk kepentingan khalayak ramai. Bangunan komunikasi politik yang diperankan 
oleh segenap para aktor politik, dapat kita pandang dengan fungsi sebagai berikut : 
1. Membangun Citra. 
Untuk memperoleh dukungan dari khalayak, maka perlu memberikan informasi 
positif kepada mereka. Diantara upaya yang perlu dilakukan adalah dengan 
membangun citra positif. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah menciptakan, 
membangun, dan memperkuat citra   politik di tengah khalayak. Citra politik amat 
penting, ini dapat menjadi  kekuatan untuk memotivasi aktor atau individu untuk 
melakukan suatu hal dalam berbagai aspek. Citra politik tersebut terbentuk berdasarkan 
informasi yang diterima masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa. Citra 
politik berkaitan dengan pembentukan pendapat umum karena pada dasarnya pendapat 
umum politik terbangun melalui citra politik.   
Masyarakat dalam satu negara, terutama berkaitan dengan pemilih dalam 
pemilihan umum memiliki sikap politik yang heterogen. Tingkat pengetahuan mereka 
terhadap politik berbeda-beda. Terutama bagi kalangan masyarakat awam, perlu 
menciptakan  citra politik yang positif. Memberikan bantuan finansial atau materi 
kepada rakyat miskin menjelang pemilihan umum adalah bagian dari upaya komunikasi 
politik untuk menciptakan citra positif kepada mereka, walaupun hal ini dari segi etika 
politik masih perlu untuk didiskusikan.  
Demikian pula mengajak khalayak untuk menghadiri kampanye dialogis dengan 
para kandidat anggota legislatif boleh jadi merupakan strategi yang dirancang untuk 
membangun citra politik sang kandidat. Citra positif juga perlu untuk diperkuat dengan 
lebih mengintensifkan komunikasi politik yang selama ini sudah terbangun secara baik 
dan berkesinambungan. 
2. Mempertahankan pendapat umum 
Komunikasi politik juga berfungsi  untuk membentuk, membina serta 
mempertahankan pendapat umum atau public opini. Bahkan komunikasi politik pun 
dapat mengalihkan opini publik. Dalam negara demokrasi, pendapat umum merupakan 
fenomena komunikasi yang dapat disebut sebagai sebuah kekuatan politik. Pendapat 
umum yang berkembang di tengah-tengah kehidupan politik dalam satu negara akan 
29 
 
memberikan kesempatan kepada warga negarauntuk mengetahui dan menilai keadaan 
yang sesungguhnya terjadi. Pendapat umum yang sifatnya positif akan memberikan 
kepercayaan kepada khalayak untuk mempercayai penguasa. Demikian pula sebaliknya, 
bila pendapat umum yang selama ini hingar-bingar di tengah-tengah masyarakat 
memiliki kecenderungan yang negatif, akan membuat khalayak antipati dan bahkan 
tidak mempercayai lagi para elit politik.  
Dalam keadaan seperti ini, komunikasi politik yang dibangun harus mampu 
memberikan jawaban atas pertanyaan khalayak. Apabila pendapat umum ini positif, 
komunikasi politik yang dijalankan adalah berfungsi untuk mempertahankan keadaan 
seperti ini. Bahkan bila perlu, komunikasi politik tetap perlu ditingkatkan intensitas dan 
efektifitasnya agar pendapat umum tersebut tetap berlaku. Sebaliknya, manakala 
pendapat umum yang berkembang  adalah negatif, maka komunikasi politik yang 
dijalankan berfungsi untuk menjernihkan dan menetralisir keadaan. Misalnya, saat ini 
pemerintahan kita  sedang diterpa isu berbagai kasus korupsi. Ini perlu diadakan 
klarifikasi. Bila benar, harus dikatakan benar dan dibawa ke pengadilan sesuai hukum 
yang berlaku. Bila memang tidak benar, maka perlu ada perubahan, harus dibuktikan 
kepada masyarakat bahwa hal itu adalah tidak benar. 
3. Meningkatkan partisipasi politik 
  Partisipasi politik merupakan  kegiatan sukarela warga negaradalam proses 
politik, seperti dalam pemilihan umum dan aktivitas pembangunan nasional. Partisipasi 
politik dapat menjadi tolok ukur kehidupan demokrasi dalam suatu bangsa. Menurut  
Herbet McClosky, partisipasi politik, merupakan kegiatan sukarela dari warga negara 
melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara 
langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (The term 
political participation will refer to those voluntary activities by which members of society share in 
the selection of rulers and, directly, in the formation of public policy).  
  Sedangkan Miriam Budiardjo mengungkapkan definisi secara umum partisipasi 
politik, adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif 
dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara 
langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut 
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tersebut mencakup tindakan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, 
menghadiri kampanye politik, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat 
pemerintah atau anggota legislatif, menjadi anggota partai politik, demonstasi, dan 
sebagainya.  
Partisipasi politik warga negara sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat 
terhadap sistem politik yang ada. Komunikasi politik dalam hal ini harus mampu 
memainkan perannya dalam proses sosialisasi politik dengan mendorong dan 
menyakinkan masyarakat secara luas, akan pentingnya peran serta mereka dalam proses 
politik. Segala aktivitas komunikasi politik berfungsi pula sebagai suatu proses sosialisasi 
politik bagi anggota masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 
dalam aktivitas komunikasi politik. 
D.   Efektivitas Komunikasi Politik  
  Fungsi komunikasi politik adalah untuk memberikan pemahaman yang sama 
terhadap wacana politik yang dikembangkan oleh para aktor politik kepada khalayak dan 
komunikan lainnya. Masing-masing aktor komunikasi politik dalam menyampaikan pesan 
kepada khalayak dengan cara dan metode yang sesuai dengan kemampuan dan 
pengetahuannya. Pada intinya memang adalah untuk mencapai kesamaan pemahaman. 
Untuk mencapai tujuan komunikasi politik, perlu ada strategi yang tepat dalam 
melaksanakan proses komunikasi politik. Strategi yang tepat akan memudahkan untuk 
mencapai tujuan, sebaliknya bila penggunaan metode yang tidak relevan dengan situasi 
yang dihadapi, kemungkinan besar proses komunikasi politik yang dijalankan akan 
mengalami kekaburan makna.  
  Pada satu sisi seseorang hendak menyampaikan pesan-pesan politik untuk 
mendapatkan dukungan dan simpati dari khalayak atau kawan maupun lawan politik, 
akan tetapi yang diperoleh justru kebalikannya, yakni penolakan dan rasa kecewa. Hal ini 
terjadi karena adanya ketidaktepatan dalam menjalankan proses komunikasi politik 
tersebut. Sebagai contoh, menjelang Sidang Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu tentang 
kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Jafar Hafsah, 
mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakri, pernah mengusulkan agar 
menaikkan harga BBM dalam kisaran dua ribu rupiah per liter. Mungkin maksud dari 
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pesan tersebut adalah agar masyarakat mengetahui bahwa bukan  hanya Partai Demokrat 
yang setuju dengan kenaikan BBM, termasuk juga Partai Golkar. Akan tetapi, akibat 
pernyataan tersebut, pimpinan Partai Golkar merasa kecewa. Kekecewaan pimpinan Partai 
Golkar ini membuat pengurus Partai Demokrat mengganti Jafar Hafsah dari Ketua Fraksi 
Demokrat di DPR RI. Walaupun pada akhirnya pernyataan tersebut dibantah, namun 
terlanjur berita ini berkembang di tengah-tengah khalayak.  
  Dari contoh kasus ini, dapat dipahami bahwa dalam menyampaikan komunikasi 
politik, terutama dalam situasi yang sangat menegangkan, perlu ada sikap hati-hati, 
waspada, bijaksana, dan cermat dalam memilih kalimat yang dapat berakibat sesuatu yang 
tidak diharapkan. Demikian pula untuk memperoleh hasil maksimal dalam proses 
komunikasi politik, sepatutnya memahami berbagai aspek yang terkait dengan masalah 
tersebut. Terutama hal ini merupakan politik praktis. Dimana wilayah politik praktis sangat 
peka terhadap pembicaraan dan pesan-pesan politik yang boleh jadi dijadikan sebagai 
alasan untuk memojokkan lawan politik atau menyerang kembali kepada kita. Mungkin 
saja maksud yang akan dibicarakan bersifat positif, akan tetapi dalam kenyataannya pihak 
lain justru menafsirkannya secara berbeda.  
  Agar proses komunikasi politik yang sementara dilaksanakan itu berjalan dengan 
baik dan sesuai dengan target yang diinginkan, perlu memperhatikan beberapa konsep 
yang berkaitan dengan efektifitas komunikasi, yaitu bahwa komunikasi yang efektif harus 
memperhatikan beberapa syarat sebagaimana dikemukan oleh   Hybels dan  Weaver 
(dalam http://tirtanizertrs.blogspot.com ) yaitu: 
1. Jenis keterampilan komunikasi macam manakah yang paling banyak dibutuhkan 
2. Jenis keterampilan komunikasi manakah yang dirasakan paling sulit 
3. Jika ada kesulitan maka dimanakah seseorang dapat memperoleh bantuan 
4. Dan kapan jadwal yang tepat untuk memperbarui keterampilan berkomunikasi? 
 Proses komunikasi politik perlu memandang berbagai aspek tersebut di atas.  
Dalam hal ini sikap bijaksana untuk menentukan arah mana yang akan ditempuh, akan 
mendukung suksesnya usaha yang dilakukan. Misalnya tentang pilihan kata, seorang 
komunikator politik mestilah mempertimbangkan mana-mana kata yang tepat untuk 
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diucapkan dalam menyampaikan argumentasi dalam rangka membujuk atau mengajak 
pihak lain agar bersedia mengikuti ajakan kita.  
 Dalam Sidang Isbat penentuan hari raya idul fitri tahun 1432 Hijrah yang diadakan 
Kementerian Agama RI tahun lalu, misalnya, salah seorang peserta sidang mengatakan 
bahwa metode yang dilakukan satu organisasi masyarakat (ormas) untuk menentukan hilal 
adalah metode yang sudah usang. Kata “usang” oleh pihak ormas ini dianggap sebagai 
bentuk pelecehan dan penghinaan. Walaupun mungkin saja tidak ada maksud tersebut, 
akan tetapi wacana itu sudah terlanjur diketahui oleh publik. Dampaknya antara lain 
adalah, pihak ormas tersebut tidak bersedia lagi menghadiri sidang isbat dengan alasan 
untuk menghindari ketegangan. Ini adalah salah satu bentuk pemakaian kata yang tidak 
tepat dan telah berakibat fatal.  
 Demikian pula halnya dengan penentuan jadwal yang tepat untuk berkomunikasi, 
perlu mempertimbangkan waktu-waktu yang baik dan sejuk. Mengajak pihak lain 
membicarakan sesuatu tidak pada tempatnya, bisa jadi tidak menghasilkan proses 
komunikasi yang baik dan efektif. Justru bisa sebaliknya. Sementara itu, perlu pula 
memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan efektifitas komunikasi (William 
Gudykunts, 1999) yaitu:  
pertama, kemampuan untuk memisahkan secara jelas cara-cara, mendeskripsi, interpretasi 
dan cara mengevaluasi pesan,  
kedua, kemampuan untuk menggunakan umpan balik,  
ketiga, kemampuan untuk mendengarkan secara efektif, dan keempat adalah kemampuan 
bermetakomunikasi iklim komunikasi, yakni suasana kebatinan saat komunikasi itu 
berlangsung.  
 Paling tidak, iklim komunikasi ditentukan oleh tiga dimensi yaitu; 
1) Perasaan positif, dimana dimensi ini berisi perasaan adil, menyenangkan, aman, 
menerima dan tingkat kecemasan yang rendah.  
Seseorang yang dari awal sudah merasa dirugikan atas suatu perkara, akan menaruh 
curiga terhadap seorang komunikator dia anggap sebagai bagian dari permasalahan 
itu. Oleh karena itu, untuk adanya perasaan positif dari khalayak, maka seorang 
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komunikator adalah orang yang dapat dipercaya dan diyakini akan mampu berbuat 
adil, jujur serta bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. 
2) Kognitif, dimensi ini meliputi derajat kepercayaan yang kita bawa dalam suasana 
komunikasi seperti adanya harapan, kepastian, pemahaman, dan memenuhi hasrat 
ingin tahu. 
Pikiran positif juga akan mempengaruhi tingkat penerimaan pesan atas komunikasi 
yang sedang dijalankan. Bila dari awal kita yakin bahwa kita akan mendapatkan 
keuntungan dari proses komunikasi itu, kita juga merasa senang dengan seorang 
komunikator, hal ini akan memudahkan kita menangkap makna pesan tersebut. 
3) Dimensi perilaku terlihat dalam tindakan dan keterampilan saat berkomunikasi 
melalui kata dan perbuatan. 
Baik seorang komunikator maupun komunikan mesti memperhatikan perilaku masing-
masing pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Perilaku yang diperlihatkan 
boleh jadi menunjukkan tingkat keberhasilan khalayak menangkap makna pesan. 
Misalnya ketika ada orang yang meninggalkan tempat acara, biasanya dapat diartikan 
bahwa bisa saja dia tidak setuju dengan pesan yang disampaikan. Para anggota 
legislatif  sering meninggalkan tempat sidang (walk out), karena berbeda pendapat 
dengan pimpinan sidang. 
  Indikasi terciptanya efektifitas komunikasi yaitu: 
1. Hadirnya iklim yang tidak mengancam. Setiap proses komunikasi yang dilakukan 
memerlukan ketenangan dan sikap yang saling menghormati satu sama lainnya, 
terutama dalam kaitannya dengan aktivitas politik. Sebab tidak ada orang atau pihak 
yang ingin dirugikan dalam berkomunikasi. Sebagai manusia, komunikan ingin 
memperoleh kemenangan, kebahagiaan, dan kesenangan sebagai dampak dari proses 
komunikasi. Oleh karena itu, baik seorang komunikator politik maupun khalayak yang 
menjadi sasaran komunikasi itu harus dalam keadaan yang aman dan jauh dari 
perasaan berburuk sangka. Harus ada saling kepercayaan dan memberikan toleransi 
atas segala bentuk perbedaan yang mungkin saja terjadi dalam proses itu. 
2. Terbukanya pintu komunikasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi politik 
harus berada dalam kondisi saling membutuhkan. Oleh karena itu, pintu komunikasi 
antara kedua belah pihak mestilah dibuka dengan lebar, agar suasana komunikasi lebih 
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leluasa. Ini penting untuk mendapatkan informasi yang benar-benar diperlukan. Tidak 
ada kesempatan ataupun niatan untuk menutup pintu informasi ataupun berlaku tidak 
adil dalam kondisi seperti ini. 
3. Adanya pengelolaan percakapan yang lebih baik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam 
uraian terdahulu, percakapan dalam komunikasi politik memiliki dampak besar. Setiap 
percakapan memiliki makna tersendiri bagi masing-masing pihak. Untuk itulah 
perlunya mengelola percakapan agar menjadi lebih baik. Faktor-faktor yag 
mempengaruhi terjadinya perbedaan persepsi mestilah dihindari. 
4. Terwujudnya relasi yang memuaskan kedua belah pihak. Pada intinya komunikasi 
politik adalah untuk menyamakan persepsi terhadap wacana yang dikembangkan oleh 
pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini. Keefektifan komunikasi politik juga harus 
memikirkan formulasi yang dapat memuaskan kedua-duanya. Sebab apabila ada pihak 
yang kurang puas hati, apalagi hal ini diterima sebagai hasil yang mereka anggap tidak 
adil dan tidak jujur, tentunya pada kesempatan berikutnya sudah terbangun citra 
negatif. Oleh itu kepuasan dalam berkomunikasi pada kedua belah pihak akan 
menentukan suasana pada pertemuan berikutnya. 
E.  Aktor Komunikasi Politik 
 Komunikasi politik (political communication) dapat  didefenisikan secara sederhana 
sebagai sebuah proses komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor 
politik, atau berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan, serta kebijakan pemerintah 
dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya yang memiliki dampak kepada masyarakat 
luas. Komunikasi politik juga mencakup tentang keterlibatan masyarakat dalam proses 
pembangunan, penyerapan aspirasi, membangun hubungan antar warga negaradengan 
negara, juga sebaliknya antara negara dengan warga negaraserta antar sesama warga 
negara. Dari uraian ini, dapat dikemukakan bahwa setiap elit politik, pemerintah sebagai  
pemimpin formal maupun pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat, dan warga 
negara lainnya  merupakan aktor komunikasi politik manakala ianya turut serta berbicara 
dalam berbagai cara mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan negara.  
 Ketika seseorang itu mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang nyata, 
sesungguhnya dia telah menjadi seorang komunikator politik. Apakah dia itu seorang 
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anggota masyarakat awam, mahasiswa, dosen, staf akademik, alim ulama, tokoh 
masyarakat, tukang ojek, buruh, petani, nelayan, penjaga warung, dan seterusnya.  Sebagai 
contoh, menjelang bulan Ramadhan 1433 H yang baru lalu, Jakarta dikagetkan dengan 
peredaran video ceramah di salah satu masjid yang dianggap berbau SARA (suku, ras, 
agama, dan antargolongan) yang diperankan penyanyi dangdut H. Roma Irama. Dalam 
ceramahnya, Roma memberikan informasi tentang latar belakang individu kandidat 
Gubernur DKI Jakarta.  
 Hal ini dianggap sebagai pelanggaran kampanye dan berbau SARA. Walaupun 
dalam pandangan pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ceramah tersebut tidak 
termasuk dalam kategori pelanggaran kampanye, namun banyak pihak yang 
mengecamnya, terutama dari kalangan aktivis demokrasi, penggiat HAM (Hak Asasi 
Manusia), dan tentu saja pihak yang merasa dirugikan atas ceramah tersebut. Terlepas dari 
salah atau benarnya isi ceramah tersebut, dalam aspek komunikasi politik dapat dikatakan 
bahwa saat itu Roma Irama telah termasuk sebagai aktor komunikasi politik, walaupun 
posisinya saat itu adalah sedang berceramah di hadapan kaum muslimin di dalam masjid.  
 Pokok pembicaraan dalam komunikasi politik pada umumnya adalah yang 
berkaitan dengan politik dan kenegaraan, hubungan antar partai politik, serta upaya yang 
dilakukan untuk memenangkan pemilihan umum, termasuk di dalamnya adalah prosedur 
yang mesti ditempuh untuk itu. Akan tetapi, pembicaraan politik tidak hanya terbatas pada 
beberapa contoh di atas. Ketika kita membicarakan bagaimana membangun bangsa ini, apa 
peran yang mesti dilakukan oleh kaum muda, untuk mengisi kemerdekaan juga merupakan 
bagian dari pembicaraan politik.  
 Pertemuan para tokoh masyarakat dalam satu daerah, misalnya untuk meminta 
tenaga medis supaya ditempatkan di daerahnya, kemudian hal itu disampaikan kepada 
pemerintah atau anggota legislatif yang berkunjung ke daerahnya, juga merupakan 
termasuk dalam konteks pembicaraan komunikasi politik. Demikian pula ketika seorang 
ulama mendatangi kepada daerah yang meminta agar dihentikan peredaran minuman 
keras di daerahnya pun termasuk dalam kategori pembicaraan komunikasi politik. 
Sebabnya adalah karena apa yang mereka bicarakan itu berhubungan dengan kebijakan 
pemerintah yang memiliki dampak dan melibatkan banyak warga negara.  
36 
 
 Peran tokoh masyarakat dalam menciptakan keamanan daerah adalah bagian dari 
pembicaraan politik. Beberapa waktu lalu, menjelang pendaftaran calon gubernur Sulawesi 
Selatan, ada dua pasangan calon yang akan mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Sulawesi Selatan pada hari yang sama, yakni Jum’at, 15 September 2012 ba’da shalat 
Jum’at. Keadaan ini sangat dikhawatirkan terjadinya bentrokan antar pendukung kedua 
pasangan calon, yang diduga kuat akan mengerahkan kekuatan yang besar. Untuk 
menghindari gesekan yang dapat memicu konflik horizontal, tokoh agama dan tokoh 
masyarakat  Sulawesi  Selatan  mendatangi tim kampanye salah satu calon gubernur. 
Mereka meminta secara bijaksana agar ada pasangan calon yang memajukan atau menunda 
pendaftaran. Ternyata saran tersebut diterima oleh tim kampanye dengan memajukan 
jadwal pendaftaran dari yang seharusnya setelah shalat Jum’at menjadi sebelum shalat 
Jum’at. 
 Pembicaraan politik antara tokoh agama ini dengan tim kampanye politik itu 
adalah merupakan komunikasi politik yang sangat bermanfaat bagi rakyat Sulawesi 
Selatan. Ketika banyak pihak, terutama pengamat melalui media massa, yang menduga 
akan terjadi ketegangan kalau ada dua massa dalam jumlah yang sangat besar bertemu, 
dimana kedua kelompok massa ini memiliki kepentingan yang sama, terutama hal ini 
terkait dengan politik praktis. Pada awalnya, tidak ada tim yang mau mengalah. Nanti 
setelah tokoh agama yang ikut memberikan pertimbangan, barulah salah satu tim merubah 
jadwal pendaftaran, sehingga kemungkinan gesekan antar pendukung dapat dielakkan. 
 Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua individu yang memiliki 
kepedulian terhadap masalah-masalah politik dan kenegaraan, dan membicarakannya 
dengan pihak penguasa, maka pada saat itu dia adalah seorang aktor komunikasi politik. 
Laswell (dalam Harsono. 1995:16) membagi komunikator politik menjadi :  
(a) propagandis,  
(b) pendukung utama, dan; 
(c) rakyat biasa.  
 Propagandis merupakan orang yang melakukan propaganda. Menyebut kata 
propaganda, terkesan ada kesan negatif. Akan tetapi dalam bidang politik, propaganda 
merupakan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pengaruh, dukungan, dan simpati 
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dari khalayak.  Propagandis biasanya sudah memiliki peta dan strategi untuk meraih 
dukungan khalayak.  Misalnya, menjelang pemilihan legislatif, sering terdengar adanya 
serangan Fajar. Artinya adalah pembagian uang (money politic) kepada khalayak untuk 
memilih atau mendukungnya. Kandidat biasanya memasang foto yang lebih besar berupa 
baliho di pinggir jalan raya, agar mudah dikenal oleh khalayak di bandingkan dengan 
lawan politiknya yang memasang foto lebih kecil. 
 Pendukung utama dalam hal ini adalah para individu yang terlibat langsung 
kegiatan politik praktis, termasuk dalam hal ini adalah para aktivis partai politik, pejabat 
pemerintahan beserta para pembantunya. Tujuan utama para aktivis politik terlibat dalam 
kegiatan politik adalah untuk memperoleh kekuasaan. Tidak hanya sebagai calon anggota 
legislatif, termasuk pula untuk memperoleh peluang untuk mendapatkan fasilitas dan 
keuntungan dari partai atau individu yang dia perjuangkan.  
 Sedangkan rakyat biasa sebagai komunikator politik akan berlaku manakala dia 
menyampaikan aspirasi terkait dengan persoalan yang mereka hadapi yang berdampak 
luas kepada masyarakat lainnya.  Ketika ada masyarakat yang melakukan demonstrasi ke 
kantor Bupati, misalnya untuk meminta agar ke desa mereka dibangun fasilitas kesehatan, 
atau memperbaiki jalan yang sudah rusak. Demikian pula ketika mereka ingin tahu, siapa 
yang akan menjadi kepala desa atau calon anggota legislatif mewakili daerah pemilihannya 
yang akan duduk sebagai wakil rakyat mewakili aspirasinya. 
 Jika dilihat dari pembagian yang lebih umum maka tipe komunikator politik itu 
akan meliputi tiga kategori :  
(1) politikus/politician (pols),  
(2) komunikator profesional (pros), dan; 
(3) aktivis (vols).  
 Yang termasuk politikus adalah individu yang terlibat dengan partai politik dan 
elit politik nasional lainnya. Misalnya anggota legislatif, senator, anggota kabinet, dan 
pejabat negara lainnya. Sedangkan komunikator profesional merupakan orang-orang yang 
bekerja secara profesional untuk membantu para politikus mencapai tujuannya. Mereka ini 
bekerja sesuai dengan pesanan dan keinginan dari pihak-pihak yang mempekerjakannya, 
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seperti para pekerja iklan, humas atau juru bicara, serta event organizer (EO). Sedangkan 
aktivis adalah mereka yang secara sukarela tanpa paksaaan ikut serta terlibat dalam 
kegiatan pembicaraan politik. Aktivis tidak terikat kepada satu partai politik, mereka ikut 
terlibat karena kesadaran sendiri untuk memberikan sumbangsihnya kepada pembangunan 
negara. 
Menurut  Elihu Katz (dalam Harsono, 1997:17)  tipe politikus dapat dikategorikan ke 
dalam dua kelompok, yaitu : 
1. Wakil rakyat, atau partisan. Ciri-cirinya mencari prestise, kemudahan-kemudahan atau 
kekuasaan yang diperjuangkan oleh kelompok. 
  Pada dasarnya sebagian besar individu atau pihak-pihak  yang ingin terlibat 
dalam aktivitas politik adalah untuk mencapai kekuasaan. Dengan kekuasaan yang 
diperoleh, dia dapat memperoleh fasilitas dari negara, baik sebagai imbalan atas 
pekerjaannya maupun kemudahan mengakses informasi yang dianggap 
menguntungkan. Seseorang ingin menjadi anggota legislatif misalnya didorong oleh 
berbagai motif, ada yang ingin mendapat penghasilan yang lebih banyak, ada juga yang 
ingin mendapat penghargaan dari masyarakat sebagai anggota lembaga terhormat. Bila 
seorang penguasa ingin menjadi anggota legislatif, bisa jadi juga karena faktor untuk 
melindungi perusahaannya atau guna mengembangkan usahanya dengan jalan 
memudahkan mendapatkan proyek dari negara. 
2. Ideolog, atau policy formulator. Ciri-cirinya memperjuangkan nilai-nilai seseorang di 
dalam memperjuangkan suatu perubahan pembaharuan secara revolusioner. 
  Individu yang termasuk dalam kelompok ini biasanya adalah mereka yang 
tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non-government organization 
(NGO).  Selain itu dapat pula disebut mereka yang memasuki organisasi sosial 
kemasyarakatan yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.  Kelompok ini 
berjuang untuk mengadakan perubahan dalam suatu negara tanpa melalui saluran 
politik praktis. Akan tetapi mereka tetap menyuarakan aspirasi, baik secara damai atau 
mungkin dengan cara demonstratif, seperti unjuk rasa, pengerahan massa dan lain-lain.  
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 Kekuatan kelompok LSM dan organisasi sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan, di 
Indonesia sesungguhnya telah memberikan peran dalam kehidupan era reformasi 
sekarang ini.  
  Tumbangnya pemerintahan Orde Baru, lebih disebabkan karena upaya-upaya 
yang dilakukan oleh para aktivis LSM dan tokoh organisasi sosial keagamaan yang 
didukung sepenuhnya oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan di seluruh tanah air. 
Demikian juga dalam pemberantasan korupsi. Mereka lebih kerap berhasil menemukan 
adanya indikasi korupsi di lembaga pemerintahan daripada yang ditemukan oleh 
lembaga negara yang ditugaskan untuk mengawasi keuangan negara, seperti pihak 
Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan, maupun  pihak internal lembaga itu.  
  Meskipun kiprah organisasi keagamaan di Indonesia sangat penting dan sudah 
terbukti peran sertanya dalam pembangunan, dalam pandangan Munadi (2008), 
lembaga keagaman di Indonesia tetap saja memiliki kelemahan, yakni : 
1. Masalah keagamaan  seringkali ditempatkan sebagai sesuatu yang terpisah dari 
persoalan ekonomi, sosial dan politik. Lembaga keagamaan seakan-akan hanya 
mengurusi masalah ibadah yang normatif dengan menutup ruang gerak dalam 
urusan sosial kemasyarakatan. 
2. Praktek keberagamaan masyarakat (secara individu maupun kolektif) masih sangat 
kental dengan nuansa tektual dan simbolik (ritual), belum mampu memberikan 
inspirasi dan pencerahan terhadap kontek problem kehidupan sosial masyarakat.  
3. Praktek keberagamaan masyarakat belum mampu menciptakan komitmen moral 
yang kuat sebagai landasan penyelesaian atas problem kehidupan sosial umat. 
4. Dalam pembangunan agama lebih dianggap sebagai peredam situasi rohani bagi 
kekuatan-kekuatan kolektif lain, sehingga agama tidak berfungsi universal 
sebagaimana terakomulasi dalam ajaran al Qur’an. Akibatnya lembaga keagamaan 
tersisihkan dari arus industrialisasi dan pembangunan ekonomi, dan bahkan tidak 
jarang dianggap sebagai ‘penghambat’ modernisasi, mungkinkan ini menjadi 
penyebab mengapa di daerah-daerah agamis tertentu terjadi kerusuhan massal, 
yang banyak menelan korban; kesenjangan dan kecemburuan sosial akibat 
intervensi industrialisasi dan ekonomi yang merambah cepat dengan titik 
marginnya berada pada kelompok teguh beragama.  
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5. Lembaga keagamaan, kadangkala secara sadar atau tidak sadar meninggalkan 
ummatnya atau lebih – lebih ditinggalkan ummatnya. Karena Lembaga keagamaan 
sering tidak bebas dari kooptasi pembangunan, dan sering dijadikan alat justifikasi 
atas policy pembangunan. Padahal lembaga ini hendaknya memainkan peran 
signifikan dalam rangka membantu memberikan pemahaman keagamaan bagi 
ummatnya. 
 Namun demikian, upaya untuk menjadikan lembaga keagamaan sebagai wahana 
untuk mendakwahkan ajaran-ajaran Islam harus tetap digalakkan. Kelemahan-kelemahan 
yang ada tersebut, tidak boleh menjadi penghalang bagi kalangan untuk tetap berkiprah 
melalui lembaga keagamaan, memberikan kontribusi bagi bangsa ini. 
Disamping itu, dalam kajian komunikasi politik juga dikenal adanya komunikator 
profesional.  Komunikator profesional menurut Carey (dalam Harsono.1995:19) terdiri dari : 
1. Sebagai jurnalis, tugasnya memberi saran-saran tentang kondisi politik tertentu. 
Seorang jurnalis yang profesional memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan 
kenegaraan. Melalui informasi yang disajikan dalam media massa, jurnalis dapat 
mengarahkan kebijakan nasional. Meskipun seorang jurnalis bersifat independen, bukan 
berarti dia tidak boleh terlibat dalam masalah kenegaraan. Justru itu, dengan sifat yang 
independen ini, seorang jurnalis dapat memandang suatu masalah secara lebih objektif, 
netral, dan jujur.  
Posisi wartawan dalam negara demokrasi sering disebut sebagai kekuatan keempat, 
setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jurnalis secara formal berada di luar 
struktur pemerintahan. Akan tetapi perannya sangatlah penting; 
Pertama, melalui berita yang disajikan, wartawan dapat menjelaskan kepada masyarakat 
atas keberhasilan pembangunan, mengajak warga negarauntuk berpartisipasi dalam 
pembangunan. Jurnalis juga dapat menyajikan informasi yang dapat menjadi contoh 
sebagai rujukan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.  
Kedua, melalui fungsinya sebagai kontrol sosial, jurnalis dapat mengawasi jalannya 
pembangunan agar tetap berada pada koridor, tidak bertentangan dengan aturan, dan 
memberikan manfaat  yang sesungguhnya kepada masyarakat.  Fungsi kontrol sosial 
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yang diemban oleh jurnalis saat ini, sangat membantu pembangunan di Indonesia 
dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, berita pembangunan gedung sekolah yang 
tiba-tiba ambruk hanya beberapa hari setelah dipergunakan. Demikian juga 
pemberitaan tentang kasus-kasus korupsi.  
Selama ini, banyak kasus korupsi akan macet atau mandek di tengah jalan bila 
wartawan lupa meliputnya. Namun ketika wartawan gencar memberitakan kasus 
korupsi tersebut, maka aparat penegak hukum pun semakin antusias mengusutnya. Di 
daerah-daerah yang keadaan lembaga persnya lemah, pengawasan terhadap keadilan, 
hukum, dan kesejahteraan pun akan lemah. Demikian pula sebaliknya, bila dalam satu 
wilayah, terdapat wartawan yang gesit, idealis, dan berdedikasi tinggi, kecenderungan 
pengusutan kasus hukum semakin gencar. Banyaknya kasus besar yang ditangani oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dewasa ini, adalah tidak lepas dari 
peran wartawan yang selalu memberitakannya. Akan tetapi, ketika ada kasus lain yang 
lebih besar, perhatian pemberitaan wartawan terhadap kasus korupsi tadi menjadi 
terbelah, maka kasus itu dapat hilang atau tidak diketahui lagi ujungnya. 
2. Sebagai promotor, bertindak sebagai ; sekretaris pers kepresidenan, konsultan politik 
pada masa pemilu presiden atau manajer kampanye politik. 
Sebagai pihak yang profesional, para promotor politik dalam kapasitas sebagai 
komunikator politik tentunya memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap pihak-
pihak yang bekerjasama dengannya.  Dia mesti berusaha menampilkan sisi yang paling 
positif kepada pihak yang dibelanya. Membuat suasana yang positif menjadi lebih 
positif lagi, dan mengupayakan agar situasi yang negatif menjadi positif. Promotor 
politik akan mengarahkan pimpinannya agar mencapai tujuan politiknya. Apabila ada 
ketimpangan yang dirasakan masyarakat atas atasannya itu, tugasnyalah untuk 
menjernihkan dan memberikan penjelasan atas masalah tersebut kepada masyarakat, 
termasuk pula, katakanlah lawan-lawan politiknya.  
Ketika banyak kasus yang terjadi di negara ini, pada umumnya  media massa 
akan menjadikan Presiden sebagai sumber berita untuk menjelaskan masalah tersebut. 
Tentu tidak semua masalah harus presiden yang menjelaskannya. Dalam hal ini, juru 
bicara presiden berfungsi mewakili presiden menjelaskan hal itu kepada publik. 
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Demikian juga ketika ada sesuatu yang terjadi dengan presiden, misalnya presiden 
dikabarkan sedang sakit keras. Hal ini bisa berdampak luas bagi kehidupan berbangsa 
dan bernegara, karena bisa terjadi spekulasi, misalnya naik turunnya indeks 
perdagangan di bursa saham, termasuk daya saing mata uang Rupiah terhadap mata 
uang Dolar Amerika. Fungsi juru bicara kepresidenan dalam hal ini adalah menjelaskan 
kepada publik keadaan presiden yang sesungguhnya, agar masyarakat paham dan tidak 
menimbulkan isu-isu yang tidak baik. 
Manakala juru bicara utama yang selalu menjelaskan kondisi presiden tersebut, 
belum mampu menenangkan situasi, biasanya akan ada lagi pihak yang juga berusaha 
menjelaskan keadaan presiden, misalnya tim dokter kepresidenan, menteri terkait, atau 
pihak keluarganya. Penjelasan dari jurubicara dimaksudkan untuk menyampaikan 
permasalahan sebenarnya, untuk mencegah terjadinya berbagai anggapan yang 
bermacam-macam dan tidak produktif. 
3. Sebagai aktivis, bertindak sebagai juru bicara dari salah satu interest group serta 
pemimpin pendapat.  
Kedudukan aktivis pemimpin pendapat sebagai komunikator politik adalah 
berada pada posisi di tengah-tengah atau netral. Dia tidak punya afiliasi kepada partai 
politik manapun atau pihak manapun, selain karena untuk tujuan kepentingan nasional. 
Akan tetapi mereka memiliki kepekaan terhadap persoalan kewarganegaraan dan 
kebangsaan. Mereka boleh memberikan ide-ide kepada pemerintah dan partai politik 
dalam rangka mengemban amanah melaksanakan pembangunan. Mereka juga dapat 
mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah terhadap jalannya 
pembangunan. Oleh karena sifatnya yang netral, maka tingkat keobjektifannya dalam 
menilai suatu persoalan kenegaraan  lebih tinggi dibandingkan dengan para aktivis 
politik lainnya. Hal inilah yang perlu didorong, karena ketika saluran politik utama 
mengalami hambatan, para pemimpin pendapat ini dapat maju ke depan menyuarakan 
pembaharuan untuk membawa negara kepada cita-citanya. 
Peranan pemimpin pendapat mesti dipandang sebagai sesuatu yang penting 
bagi sebuah negara demokrasi, sebab pemimpin pendapat sangat berpengaruh dalam 
masyarakat. Dia tahu kondisi dan keinginan warga negara. Karena itu, pemimpin 
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pendapat juga berfungsi sebagai pemimpin informal. Negara mesti menjadikan 
pemimpin pendapat ini sebagai bagian dari pelaksana pembangunan. Partisipasi 
pemimpin pendapat mencerminkan partisipasi warga negara. Keikutsertaan mereka 
dalam pembangunan, akan memudahkan dan mempercepat tercapainya tujuan 
pembangunan, serta akan dapat mengarahkan fungsi pembangunan itu sehingga 
terlaksana dengan benar serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada 
masyarakat banyak. 
Terkait dengan peran pemimpin pendapat ini, mereka tidak hanya memberikan 
masukan atau ide-ide kepada pemerintah. Dalam banyak kasus, pemimpin pendapat 
pun dapat melaksanakan sendiri kegiatan yang dipandang untuk kepentingan negara. 
Misalnya, ketika terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Indonesia pada 
pertengahan tahun 2000-an, saat Kerajaan Malaysia bermaksud menempati Kepulauan 
Ambalat di Kalimantan Timur. Oleh para tokoh agama di Indonesia, memandang 
demonstrasi tersebut, apalagi sudah menjurus kasar karena merusak simbol-simbol 
negara tetangga, dapat merusak hubungan baik kedua negara.  Lalu beberapa tokoh 
agama Islam, dipimpin oleh Din Syamsuddin, saat itu menjabat sebagai Sekretaris 
Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, melakukan silaturrahim dengan Perdana 
Menteri Malaysia, Abdullah Badawi. Setelah pertemuan tersebut, demonstrasi yang 
terjadi di Indonesia, menjadi pulih dan permusuhan antar kedua negara yang serumpun 
dapat dihindari. 
Demikian juga, dalam menangani konflik horizontal dan membantu korban 
bencana alam, para pemuka pendapat memberikan partisipasi yang besar artinya. 
Seperti ketika terjadi musibah tsunami di Aceh tahun 2004, tokoh-tokoh agama 
mengerahkan semua kekuatan masyarakat untuk membantu korban bencana ini, 
dengan mengirimkan berbagai macam bantuan, terutama bahan makanan dan 
kebutuhan pokok lainnya. Bukan hanya itu, pemuka pendapat  melalui sejumlah 
organisasi Islam, memberikan beasiswa kepada masyarakat Aceh untuk melanjutkan 
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Ulama Sebagai Opinion Leader 
 
 
A. Pembicaraan Mengenai Opinion Leader 
Opinion leader adalah sebuah konsep yang muncul dari teori aliran dua-langkah 
komunikasi yang dikemukakan oleh Paul Lazarsfeld dan Elihu Katz (Siagian dan Yusof, 
2011). Teori ini adalah salah satu dari beberapa model yang mencoba menjelaskan difusi 
inovasi, ide, atau produk komersial. Pemimpin pendapat adalah agen yang merupakan 
pengguna aktif dan media yang menafsirkan makna pesan media atau konten media yang 
lebih rendah bagi pengguna akhir. Biasanya pemimpin pendapat dijunjung tinggi oleh 
orang-orang yang menerima pendapatnya. Pendapat pemimpin ini cenderung spesifik 
subjek, yaitu orang yang merupakan pemimpin pendapat dalam satu bidang mungkin 
menjadi follower/penerima di dalam bidang lain.  
Menurut Nurudin (2004), istilah pemimpin pendapat menjadi perbincangan dalam 
literatur komunikasi sekitar tahun 1950 hingga tahun 1960-an. Sebelumnya dalam literatur 
komunikasi sering digunakan kata-kata influentials, influencers, atau tastemakers untuk 
menyebut pemimpin pendapat. Kata pemimpin pendapat kemudian lebih lekat pada 
kondisi masyarakat di pedesaan, sebab tingkat media exposure-nya yang masih sangat 
rendah dan tingkat pendidikan masyarakat yang belum begitu menggembirakan. Akses ke 
media lebih dimungkinkan dari mereka yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi dan 
keperluan akan media tidak rendah.  
Melalui informasi dari merekalah kadang perkembangan terkini lingkungan 
sekitarnya dan dunia pada umumnya, diketahui masyarakat. Ini berarti,  mereka secara 
tidak langsung menjadi perantara atau sebagai penerjemah pesan berbagai informasi yang 
diterima olehnya kemudian diteruskan kepada masyarakat. Pihak yang sering terkena 
media exposure di masyarakat desa kadang diperankan oleh pemimpin pendapat. Mereka 
ini sangat dipercaya di samping juga menjadi panutan, tempat bertanya dan meminta 
nasihat bagi anggota kelompok dan masyarakatnya.  
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Ada dua pengelompokan pemimpin pendapat berdasarkan aktif tidaknya dalam 
perilaku; 
Pertama, pemimpin pendapat aktif (opinion giving). Pemimpin pendapat disebut aktif jika ia 
aktif mencari penerima atau followers untuk mengumumkan atau mensosialisasikan sesuatu 
informasi. Dimana seseorang mencari informasi dan meneruskannya kepada masyarakat. 
Ini sangat baik, karena tingkat kepercayaan kepadanya sangat tinggi, mengingat banyak 
masyarakat yang belum memahami suatu permasalahan. Kelebihan dengan cara ini adalah 
tingkat kepercayaan terhadap pemimpin pendapat sudah terbangun terlebih dahulu. 
Kedua, pemimpin pendapat pasif (opinion seeking). Artinya pemimpin pendapat dicari oleh 
followers-nya. Dalam hal ini followers aktif mencari sumber informasi kepada pemimpin 
pendapat sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Jika followers yang aktif maka 
dikategorikan sebagai opinion seeking, sedangkan jika pemimpin pendapatnya yang aktif 
disebut sebagai opinion giving.  
Keberadaan para pemimpin pendapat sangat terkait dengan budaya politik yang 
berlaku dalam masyarakat. Ada perbedaan penerimaan terhadap pemimpin pendapat 
antara satu daerah dengan daerah lain. Jika suatu masyarakat yang masih memegang teguh 
budaya-budaya lokal, tingkat pengamalan ajaran agama yang masih kental, maka 
keberadaan pemimpin pendapat masih relevan, karena sesuai dengan budaya politik 
setempat. Budaya politik adalah berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang 
berlaku bagi seluruh khalayak, juga kecenderungan dan pola-pola yang terdapat pada 
bagian-bagian tertentu dari masyarakat. Budaya politik (Nazaruddin, 1993), juga lazim 
diartikan sebagai seperangkat sikap, kepercayaan, bahasa, dan lambang yang dimilikinya. 
Bagaimana sikap, kepercayaan, dan perasaan seseorang terhadap sistem politik sebenarnya 
ditentukan oleh bagaimana hubungan antara kebudayaan masyarakat itu dengan struktur 
politiknya. 
Terdapat beberapa substansi dari budaya politik (Faturrahman dan Sobari, 2002), 
yakni: 
1. Konsep budaya politik lebih mengedepankan berbagai perilaku non-aktual ketimbang 




2. Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik, adalah sistem politik. Ini artinya 
pembicaraan tentang budaya politik tidak bisa lepas dari pembicaraan sistem politik. 
3. Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-
komponen budaya politik dalam tataran massif (dalam jumlah besar), atau 
mendiskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan seorang individu. Hal 
tersebut berkenaan dengan pemahaman bahwa budaya politik merupakan refleksi 
perilaku warga negara secara massal, yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem 
politik yang ideal. 
Sistem budaya kepemimpinan politik di Indonesia selama ini cenderung masih 
mengandalkan pemimpin yang dianggap menjadi panutan bagi masyarakat. Disamping itu,  
bahwa konfigurasi subkultur di Indonesia masih beragam, walaupun tidak sekompleks 
yang dihadapi negara lain, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, 
kasta, yang semuanya relatif  masih rawan.  Di pihak lain, kaum elit  sungguh-sungguh 
merupakan partisipan yang aktif disebabkan pengaruh pendidikan modern, kadang-
kadang bersifat sekuler, dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor penyebab 
disintegrasi separti; agama, kesukuan, dan lain-lain. Sifat ikatan primordial yang masih 
kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, 
keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; puratisme dan 
nonpuratisme. Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap 
paternalism dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat disebutkan bapakisme, sikap 
asal bapak senang (Gatara dan Said, 2007).  
Budaya kepemimpinan politik di Indonesia saat ini juga cenderung untuk 
menjadikan para bangsawan dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya sebagai penentu 
kebijakan dalam suatu masalah. Dalam hal ini terjadi semacam pendelegasian kewenangan 
kepada mereka untuk mengambil keputusan tentang suatu perkara. Keputusan tersebut 
tetap merupakan kesepakatan dengan para warga masyarakat. Kecenderungan lainnya 
adalah bahwa masyarakat menganggap merasa setuju saja dengan apa yang mereka 
putuskan tanpa melakukan koreksi ataupun bantahan terhadap keputusan tersebut. 
Walaupun ada koreksi atau persetujuan terhadap putusan ini, biasanya sangat jarang terjadi 
dan biasanya dianggap tidak penting. 
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B. Karakteristik Opinion Leader 
 Dalam pandangan ilmu komunikasi, dikenal adanya teori yang disebut sebagai; 
two steps flow theory (aliran komunikasi bertahap ganda). Teori ini memandang bahwa 
karena berbagai keterbatasan dan permasalahan yang cukup kompleks, maka suatu 
informasi yang disampaikan (message) tidak tertuju langsung kepada seluruh audiens 
(khalayak). Meskipun banyak khalayak yang mendengar informasi itu, namun banyak juga 
yang tidak memahaminya. Sedangkan orang yang tidak langsung mendengar, tentu lebih 
banyak yang belum memahaminya,   karena mungkin saja terjadi noise (gangguan) yang 
dapat menghalangi proses penyampaian informasi. Dalam hal inilah, informasi itu akan 
terlebih dahulu dicerna dan dimaknai oleh pemimpin pendapat, kemudian akan 
melanjutkan informasi tersebut kepada khalayak. 
 Di  sinilah peran yang sangat besar dari seorang opinion leader atau pemimpin 
pendapat. Seorang pemimpin pendapat memiliki keleluasaan untuk menerjemahkan 
informasi yang dimilikinya. Ke mana arah informasi itu akan diberikan, sepenuhnya 
menjadi kewenangan pemimpin pendapat. Dalam hal ini masyarakat Indonesia pada 
umumnya sangat mempercayai seorang pemimpin pendapat, karena ia memiliki kelebihan 
dalam berbagai hal. Misalnya dalam bidang keagamaan, ilmu pengetahuan, keberanian, 
harta kekayaan, keturunan, keahlian tertentu, dan sebagainya. Beberapa contoh pemimpin 
pendapat adalah alim ulama, guru, dokter, bangsawan, juragan, pedagang besar, kepala 
desa, ketua RT/RW, mantan pejabat pemerintah,   maupun mantan militer, atlit berprestasi, 
bahkan seorang kepala perampok bisa jadi masuk dalam kategori pemimpin pendapat. 
 Pemimpin pendapat memiliki kemahiran tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
anggotanya. Pemimpin pendapat juga mempunyai wawasan luas dan mengetahui berbagai 
persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Rogers (2003) mengemukakan  ciri umum 
pemimpin pendapat yakni : 
1)  Pemimpin pendapat muncul lebih banyak dalam media massa berbanding pengikutnya; 
2)  Mereka lebih kosmopolitan daripada pengikutnya; 
3)  Mereka mempunyai lebih banyak  kenalan daripada pengikutnya; 
4)  Mereka lebih aktif mengambil bahagian secara sosial daripada pengikutnya; 
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5)  Mereka mempunyai status sosial ekonomi yang lebih baik daripada pengikutnya; 
6)  Mereka lebih inovatif daripada pengikutnya; 
Mengikut Elihu Katz (1957), para pemimpin pendapat dapat dibedakan dari orang 
lain dengan tiga kriteria: (a) "siapa dia", personifikasi dari nilai-nilai tertentu; (b). "Apa yang 
dia ketahui",  kompetensinya dan (c ) "siapa yang dia kenal",  lokasi sosial strategiknya (Do 
Kyun Kim, et.al. 2007). Sementara untuk melakukan pengukuran kapasitas kepemimpinan 
pendapat menarik perhatian dalam berbagai penyelidikan,  Rogers dan Cartano (1962) 
menjelaskan tiga pendekatan: 
1)  Pendekatan sosiometrik,   yaitu   banyak   ahli  kumpulan  diminta  untuk  mengetahui 
mereka yang pendapatnya berpengaruh. 
2)  Pendekatan informan kunci, merupakan sekumpulan kecil orang yang dianggap punya 
pemahaman dan pengetahuan lebih tinggi diminta untuk mengetahui siapa pemimpin 
pendapat kelompok. 
3)  Pendekatan menunjuk-diri, yaitu responden diminta menjawab beberapa pertanyaaan 
untuk menentukan sejauh mana mereka menganggap diri mereka menjadi pemimpin 
pendapat. 
Untuk mengenali siapa pemimpin pendapat boleh dengan menggunakan analisis 
rangkaian sosial. Analisis rangkaian sosial mengukur kepentingan struktur seseorang 
(Borgatti 2006) dan menunjukkan orang yang boleh digelar pusat rangkaian. Pemusatan 
rangkaian dikira berdasarkan:   
1) Degrees (darajat) - berapa banyak hubungan yang dimiliki seseorang. 
2) Betweennness (keantaraan) - berapa besar individu mengawal aliran komunikasi di antara 
individu-individu dan rangkaian komunikasi yang lain. 
3) Closeness (kedekatan) - mengukur seberapa cepat seseorang boleh mengakses individu 
lain dengan jalur yang ringkas. 
Satu  keterbatasan yang paling menonjol terhadap teori two step flow communication 
adalah keyakinan bahwa sebagaimana teori komunikasi massa yang lain, bahwa teori yang 
sangat kuat 40 tahun lalu ini telah dilemahkan oleh keberadaan  media yang terpecah 
(fragmentasi) seperti yang terjadi saat ini. Fragmentasi bermakna keberadaan  media yang 
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terdiri dari ratusan saluran TV dan situs internet,   yang membuat situasi jauh lebih mudah 
bagi seseorang individu untuk memilih atau menolak sumber informasi (Nelson-Field & 
Riebe, 2011). Keadaan ini dapat dianggap sebagai penyebab berkurangnya peranan 
pemimpin pendapat dalam masyarakat, karena masa kini masyarakat sudah dapat 
langsung mengakses berbagai informasi.  
Walau bagaimanapun peranan pemimpin pendapat pada hari ini masih relevan 
untuk dikaji lebih dalam, karena kedekatan para pemimpin pendapat baik secara peribadi 
maupun dalam aspek sosiologi, memberi pengaruh penting bagi masyarakat. Peranan 
individu  secara khusus sangat penting karena kenalan pribadi nampaknya lebih berkesan 
daripada media massa dalam memperkuat keputusan untuk memilih (Katz 1957). 
Pendekatan yang dilakukan pemimpin pendapat menyampaikan pesan-pesan  kepada 
komunitasnya dengan cara formal dan interpersonal. Pemimpin pendapat juga mempunyai 
kekuatan kepribadian sebagai daya dorong terhadap rasa percaya diri dalam pembentukan 
modal sosial (Scheufele & Shah, 2000). Meskipun sudah cukup banyak media massa yang 
menjangkau khalayak, peranan pemimpin pendapat masih relevan; 
1. Bagi masyarakat pedesaan. 
Walaupun jangkauan media massa sudah sampai ke masyarakat pedesaan, mereka 
tetap patuh dan hormat kepada para pemimpin pendapat. Pengaruh budaya yang 
masih kental , masih berlakunya lembaga adat, dan kebiasaan masyarakat  yang selalu 
pandai menghargai orang lain. Menaruh hormat kepada orang tua, serta tetap 
memberikan ucapan terimakasih kepada orang yang membantunya. Penduduk di 
pedesaan biasanya juga masih dalam satu rumpun keluarga, kekerabatan masih dekat, 
sehingga antar penduduk dengan pemimpin pendapat ada hubungan kekeluargaan.  
2. Penduduk kota yang sibuk. 
Sebagian penduduk kota memiliki pekerjaan yang berat, sibuk, dan keras dalam 
mencari mata pencaharian untuk menghidupi diri, keluarga, dan termasuk juga orang-
orang yang menjadi tanggung jawabnya, baik yang tinggal bersama dia, maupun yang 
tinggal di desanya, atau keluarga yang dia sekolahkan di daerah lain. Walaupun 
kedekatan kepada media massa hampir tidak dapat dipisahkan dari hidupnya, seperti 
media cetak dan media elektronik. Akan tetapi, karena kesibukannya itu, dia tidak 
cermat dalam menangkap makna dibalik informasi itu. Oleh karena itu, terhadap 
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informasi-informasi yang penting namun dia tidak pahami dengan baik, dia serahkan 
saja kepada pemimpin pendapat untuk menentukannya. 
3. Umat yang taat beragama. 
Sebagian besar umat yang beragama cenderung untuk taat kepada pemimpinnya. Jika 
dia seorang Muslim, tentu dia patuh kepada imamnya atau ulama yang selama ini 
mendampingi mereka dalam beribadah. Demikian pula dengan jamaah umat agama 
lain, cenderung untuk patuh kepada pimpinan mereka. Kepatuhan mereka kepada   
pemimpin pendapat, karena itu dianggap sebagai bentuk ibadah. Misalnya, ketika 
ulama mengatakan untuk melakukan sesuatu, tentu umat akan melaksanakannya. Umat 
tahu dan sadar, bahwa apa yang diperintahkan oleh ulama adalah untuk kebaikan 
bersama dan itu penting untuk dilaksanakan. 
Dalam struktur sosial masyarakat di Indonesia terdapat kumpulan pemimpin 
yang mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Terdapat kaum bangsawan atau 
priyayi dan elit agama seperti ulama atau kiyai yang keduanya sering disebut sebagai 
pemimpin tradisional, yang berbeda dari elit baru yaitu elit birokrasi dan kaum intelektual 
(Haedar Nashir 2000). Kumpulan pemimpin walaupun sifatnya adalah informal, akan tetapi 
pada hakikatnya mereka juga adalah pemimpin yang mempunyai pengaruh dalam 
masyarakat. Kedudukan sebagai pemimpin informal justru dipandang sebagai cara yang 
baik untuk menyebarkan dan menyampaikan gagasan mereka (Rogers 1976). Melalui 
kedudukan tersebut, pemimpin pendapat memberikan pencerahan dan pendidikan kepada 
masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Secara informal pemimpin 
pendapat boleh bertemu muka dengan masyarakat tanpa mesti ada halangan, waktu dan 
mana saja, walaupun dalam keadaan yang mencemaskan/darurat. 
Di Indonesia, mereka yang termasuk dalam kategori pemimpin pendapat yaitu 
para pemimpin agama Islam; ulama, ustaz, muballig, imam masjid; pendeta, tokoh 
masyarakat, bangsawan, hartawan, pengusaha (entrepreneur), tokoh perempuan, dokter, 
guru, bidan, serta tokoh belia yang mempunyai sumbangan dalam masyarakat. Sumbangan 
yang mereka berikan kepada masyarakat adalah sesuai dengan bidang keahlian masing-
masing, seperti membina mental dan spiritual masyarakat, memberikan bantuan modal, 
melatih dalam bidang olah raga atau keterampilan hidup, pendidikan moral dan norma-
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norma budaya masyarakat. Para pemimpin pendapat ini juga dikenali sebagai pihak yang 
mempunyai tahap kepercayaan yang tinggi.   
Dalam proses komunikasi politik pada suatu daerah, seorang pemimpin pendapat 
memiliki peranan yang sangat penting. Informasi-informasi terkait dengan politik di 
masyarakat pada umumnya terlebih dahulu dikemukakan kepada pemimpin pendapat. 
Dari sinilah nanti akan menyebar ke masyarakat umum. Misalnya terkait tentang kandidat 
pemimpin dalam pemilihan umum, pemimpin pendapat memiliki pengaruh terhadap 
warganya untuk memilih kandidat yang mereka inginkan. Pada umumnya, pilihan yang 
berasal dari seorang pemimpin pendapat, akan mendapat dukungan dari warga, walaupun 
pada beberapa kasus, ada pula diantara warga itu yang tidak mau tunduk kepada pesan 
dimaksud. 
Terkait dengan pesan-pesan komunikasi politik yang disampaikan kepada 
khalayak, terdapat tiga jenis komunikator politik, yaitu : 
1. Politisi adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah, 
separti aktivis partai politik, ahli-ahliparlimen, menteri, dan sebagainya;  
2. Profesional adalah orang yang menjadikan komunikasi sebagai nafkah/mata 
pencahariannya, baik di dalam maupun di luar politik, yang muncul akibat revolusi 
komunikasi: munculnya media massa lintas batas dan perkembangan sporadis media 
khusus (majalah internal, radio siaran, dan sebagainya) yang menciptakan publik baru 
untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Terdiri dari jurnalis (wartawan, 
penulis) dan promotor (humas, jurubicara, juru kampanye, relawan, event organizing, 
dan lain-lain). 
3. Aktivis – (a) Jurubicara (spokesman) bagi kepentingan terorganisasi, tidak memegang 
atau mencita-citakan jabatan pemerintahan, juga bukan profesional dalam komunikasi. 
Perannya mirip jurnalis. (b) Pemimpin pendapat (opinion leader) –orang yang sering 
dimintai petunjuk dan informasi oleh masyarakat; meneruskan informasi politik dari 
media massa kepada masyarakat. Misalnya tokoh informal masyarakat yang 
kharismatik, atau siapa pun yang dipercaya publik. 
Dengan pemahaman separti ini, telah dijelaskan bahwa pemimpin pendapat 
termasuk dalam kategori aktivis komunikator politik yang dapat meneruskan informasi 
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politik kepada khalayak. Menurut Rogers dan Shoemaker (dalam Siagian dan Yusof, 2011), 
pemimpin pendapat merupakan pribadi-pribadi tertentu yang memiliki kemampuan 
mempengaruhi orang lain dalam perilaku opini melalui cara-cara yang disukai oleh orang-
orang tersebut. Karakteristik pemimpin pendapat adalah : 
1. Pengenalan akan mode yang tinggi.   
Seorang pemimpin pendapat memahami kondisi khalayak yang beraneka ragam. Ia 
mampu memberikan pengertian tentang suatu informasi yang diperolehnya kepada 
khalayak dan khalayak dapat memahaminya dengan baik tanpa ada distorsi atas 
informasi tersebut. Kecenderungan lain adalah apa yang dikemukakan oleh seorang 
pemimpin pendapat, akan diikuti oleh khalayak. 
2. Memiliki posisi dan kewenangan.  
Posisi seorang pemimpin pendapat sesungguhnya muncul dengan sendirinya tanpa ada 
proses pengangkatan atau pemilihan. Dia lahir secara alamiah menjadi seorang 
pemimpin pendapat sebagai dampak dari kelebihan yang ada pada dirinya. Yang 
penting seseorang itu memiliki kelebihan dan keunggulan tertentu yang dapat dijadikan 
teladan, maka dia itu sudah masuk dalam ketegori pemimpin pendapat. Sedangkan 
kewenangannya sangat tinggi atas kepercayaan dari khalayak. Walaupun tidak 
mengikat sifatnya, tapi ada juga dalam daerah tertentu sifatnya mengikat. Namun 
secara umum khalayak cenderung turut dan patuh kepada perintah atau pesan  
daripada pemimpin pendapat ini. 
3. Berkemampuan mencapai atau menjangkau pengikutnya. 
Pemimpin pendapat berada di tengah-tengah lingkungan kehidupan masyarakat, dia 
tidak terpisahkan oleh sekat-sekat sosial dan status lainnya. Oleh karena itu, pemimpin 
pendapat berbeda dengan pejabat atau bangsawan yang feodalistik. Pemimpin 
pendapat cenderung mendapat tempat di hati masyarakat karena dia itu baik hati dan 
sering memberikan bantuan kepada warganya. 
4. Memiliki status sosial yang strategis.  
Hal inilah yang menyebabkan seseorang dianggap termasuk sebagai pemimpin 
pendapat, karena ia berada pada posisi sosial yang sangat strategis. Dikatakan strategis 
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karena seorang pemimpin pendapat mampu memasuki semua lini lingkungan sosial, 
baik untuk tingkat atas, maupun ke level yang paling rendah. Posisi seperti inilah yang 
menyebabkan dia dekat dengan masyarakat dan khalayak senantiasa  menaruh harapan 
dan kepercayaan yang besar kepadanya. 
5. Bersifat sukarela.  
Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penerjemah informasi kepada warganegara, 
menyampaikan pesan-pesan yang penting, dan membantu warga negaradalam 
kewenangannya untuk menjembatani dengan pihak pemerintah, pemimpin pendapat 
bekerja dengan sukarela. Dia tidak mengharapkan adanya imbalan dalam bentuk 
apapun daripada warga negarakecuali warga negaratersebut memperoleh manfaat yang 
besar atas informasi maupun bantuan yang diberikan. Manakala dalam kasus-kasus 
tertentu pemimpin pendapat memperoleh penghargaan daripada warganegara, dimana 
pemberian tersebut merupakan inisiatif daripada warga negarayang sifatnya kehendak 
mereka sendiri, atau sumbangan tanpa paksaan.  
C.  Ulama sebagai Opinion Leader 
Individu  yang termasuk ke dalam  kategori pemimpin pendapat ialah  para 
pemimpin agama, tokoh masyarakat, bangsawan, hartawan dan tokoh-tokoh pemuda yang 
mempunyai sumbangan dalam masyarakat (Siagian dan Abdullah, 2011). Pemimpin 
pendapat sebagai pemimpin informal boleh dikategorikan kepada tiga golongan: 
1. Cerdik pandai.  
Seseorang individu yang dipandang memiliki tingkat intelektual yang tinggi dalam satu 
bidang, biasanya dipandang sebagai pemimpin pendapat di kalangan masyarakat. 
Sebagai contoh adalah ulama yang mempunyai ilmu pengetahuan agama Islam, guru, 
dosen, dokter, bidan, dan seseorang individu yang mempunyai keahlian tertentu yang 
diperlukan oleh masyarakat. 
2. Bangsawan.  
Merupakan individu yang terdiri dari keturunan mulia (herediter). Pada umumnya 
bangsawan adalah keturunan daripada pihak pemerintah yang berkuasa secara turun-
temurun. Mereka menjadi pemimpin pendapat karena warga memandang mereka 
sebagai keturunan yang mulia. Di Sulawesi Selatan, keturunan bangsawan diberi gelar 
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antara lain Andi, Puang, Karaeng, dan Mara'dia. Apabila ada seorang individu yang 
memakai gelaran tersebut pada awal namanya atau biasa dipanggil dengan gelaran 
tersebut, merupakan keturunan bangsawan. 
3. Tokoh masyarakat.  
Dalam kalangan masyarakat juga terdapat pemimpin pendapat berasal daripada 
seseorang individu yang dihargai karena tergabung dalam tokoh masyarakat, terdiri 
daripada  bekas pegawai  pemerintah yang jujur, para hartawan yang dermawan, imam 
desa, dan kepala dusun. Mereka ini mendapat tempat yang terhormat di hati warga 
karena keteladanannya dalam lingkungannya. Misalnya memberikan bantuan 
keuangan, menyelesaikan konflik, menjadi penengah/moderator dalam setiap soalan 
yang dihadapi masyarakat. 
  Masih ada satu lagi komponen pemimpin pendapat yang cukup disegani yang 
belum disebutkan di atas, yakni para orang tua masyarakat, di Sipirok Kabupaten Tapanuli 
Selatan, Sumatra Utara, orang tua disebut sebagai hatobangon. Dalam peristiwa-persitiwa 
penting, baik dalam acara adat maupun kegiatan keagamaan, hatobangon masih memiliki 
peranan yang sangat penting. Sebagai masyarakat yang masih menganut kebudayaan dan 
adat ketimuran, penghormatan kepada orang tua masih cukup terpelihara. Orang tua 
maksudnya adalah mereka-mereka yang memang sudah berusia lanjut. Walaupun para 
orang tua ini tidak memiliki ketiga indikator di atas, akan tetapi mereka masih tetap di 
dengar nasihat, ide, saran, bahkan termasuk pula larangannya. Hal ini karena para orang 
tua dianggap punya pengalaman, atau biasa diistilahkan sebagai “lebih banyak makan 
asam-garam”. Artinya, banyak yang sudah mereka lakukan dalam hidupnya yang dapat 
menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. 
Ulama termasuk sebagai pemimpin pendapat, karena memiliki ilmu agama yang 
luas. Ulama juga masuk dalam kategori  sebagai pemimpin informal.  Sebagai pemimpin 
informal, mereka akan didengar, dihormati, dihargai dan diikuti atas pesan-pesannya 
dalam kehidupan. Mengikut Kartini Kartono (2009), pemimpin informal yaitu orang yang 
tidak mendapatkan pelantikan formal sebagai pemimpin. Dalam konteks ini adalah 
pelantikan formal daripada pihak pemerintah. Namun karena pemimpin informal 
mempunyai sejumlah kualiti atau keunggulan, pemimpin informal mencapai kedudukan 
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sebagai orang yang mampu mempengaruhi psikologi dan perilaku suatu kelompok atau 
masyarakat. Menurutnya, ciri-ciri pemimpin informal antara lain adalah: 
1. Tidak mempunyai kuasa yang formal atau legitimasi sebagai pemimpin. 
2. Kelompok rakyat atau masyarakat memilih dirinya dan mengakuinya sebagai 
pemimpin. Status kepimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan 
masih mau mengakui dan menerima peribadinya. 
3. Dia tidak menerima sokongan dari organisasi formal dalam menjalankan tugas 
kepimpinannya. 
4. Biasanya tidak mendapatkan ganjaran balas jasa, atau ganjaran pelayanan itu diberikan 
secara suka rela. 
5. Tidak pernah dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak mempunyai 
atasan. Dia tidak perlu memenuhi syarat-syarat formal tertentu. 
6. Apabila ia melakukan suatu kesalahan, ia tidak boleh dihukum, hanya saja respek 
terhadap dirinya akan berkurang, peribadinya tidak diakui, dan ditinggalkan oleh 
kumpulannya.  
Pengaruh pemimpin-pemimpin informal ini bersifat positif, ada pulang yang 
mungkin dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang  negatif. Demikian pula peranannya di 
tengah masyarakat. Peran  sosialnya dalam memberikan pengaruh berupa saran-saran, 
larangan, dan dukungan oleh masyarakat luas untuk menggerakkan atau berbuat sesuatu. 
Besarnya peranan itu bergantung pada besar kecilnya dampak sosial yang disebabkan oleh 
kepimpinannya, serta tinggi-rendahnya status sosial yang diperolehnya (Kartini Kartono, 
(2009), dimana status sosial ini pada umumnya karena beberapa faktor : 
1. Keturunan: seperti keturunan bangsawan, keluarga kaya, dan lain-lain. 
2. Memiliki harta yang melimpah ruah yang dihasilkannya sendiri. 
3. Taraf pendidikan yang lebih tinggi, misalnya dalam bidang agama dan  peringkat    
pendidikan formal. 
4. Pengalaman hidup yang lebih banyak, sehingga ia mempunyai kualiti dan kemahiran 
teknikal tertentu. 
5. Memiliki sifat-sifat berkarisma dan ciri-ciri herediter (sifat yang menurun secara genetik 
daripada orang tua kepada anak) unggul lain. 
6. Pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 
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Sebagai bagian daripada warganegara, kedudukan pemimpin pendapat perlu 
dioptimalkan dalam pembangunan nasional dalam sesuatu negara. Partisipasi pemimpin 
pendapat maupun warganegera dalam pembangunan akan mengukuhkan nilai-nilai 
demokrasi dan memberi kemudahan dari beberapa aspek. Partisipasi masyarakat pada 
dasarnya diperlukan sejak awal dalam perancangan pembangunan (Soemarmo 2005) .  
Sebab partisipasi rakyat adalah dasar dari suatu masyarakat demokratik. Melalui 
partisipasi ini menyediakan sarana bagi rakyat untuk memperdengarkan suara mereka dan 
untuk memperkasakan mereka yang tak berdaya dalam masyarakat (Eveland, 1993). 
Sebagai pihak yang mengemukakan pembangunan dan mempunyai tanggungjawab 
memajukan rakyat, maka adalah penting partisipasi semua pihak digembeling sama. 
Keperluan kepada kemajuan memerlukan proses pembinaan untuk mengubah keadaan 
yang serba kekurangan kepada keadaan kesejahteraan hidup yang lebih sempurna 
(Abdullah, 2001).  
Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajipan yang sama untuk terlibat 
dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional bangsa Indonesia hakikatnya adalah 
usaha mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, 
berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan 
konsep pembangunan dalam Islam bersifat menyeluruh, menyentuh, dan memasuki ke 
dalam jati diri manusia, sehingga dengan demikian terlebih dahulu ia membina manusia 
seutuhnya, material dan spiritual secara serentak. Tanpa ini, pembangunan yang dilakukan 
akan runtuh sendiri oleh manusia, sama ada secara sedar atau tidak (Shihab 2001).  
Di Indonesia dikenal adanya pemimpin informal walaupun dalam konstitusi tidak 
disebutkan secara jelas dan terperinci. Mengikut Hamdan Rasyid (dalam Siagian dan 
Abdullah, 2011)   di Indonesia terdapat dua jenis pemimpin politik, yakni pemimpin politik 
formal dan pemimpin politik tidak rasmi. Pemimpin politik informal juga boleh disebut 
sebagai pemimpin pendapat. Menurut Valente dan Patchareeya (2004) bahwa pemimpin 
pendapat yaitu orang-orang yang mempengaruhi pendapat, sikap, keyakinan, motivasi, 
dan perilaku orang lain.  
Para pemimpin agama Islam disebut ulama. Bagi masyarakat Bugis di Sulawesi 
Selatan,  ulama dipanggil dengan sebutan  gurutta. Dalam status sosialnya, ulama adalah 
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posisi yang menduduki kedudukan penting di mata masyarakat. Gurutta termasuk ahli 
agama dan mendapat penghargaan dari masyarakat. Kedudukan yang lebih tinggi dari 
gurutta yang disebut Anregurutta. Bila dalam istilah gelar akademik, anregurutta itu 
diibaratkan sebagai professor. Pemberian gelar gurutta atau anregurutta bukanlah pemberian 
gelar akedemik tetapi pengakuan dari masyarakat. Masyarakat mengakui keahlian ulama 
tersebut dalam pemahaman Al Quran dan Hadis. Tidak semua yang mengajar agama 
dipanggil sebagai gurutta, bergantung kepada peringkat keilmuannya (Suryandi 2011).   
Tugas utama seorang ulama adalah menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari 
dan mengarahkan umat untuk senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran agama serta 
menghindari perilaku salah. Sebagai individu yang mendapat kepercayaan daripada rakyat, 
masyarakat mengharapkan agar ulamanya lebih daripada sekadar berceramah, berkhutbah 
dan menyelenggarakan pengajian, atau memberi tuntunan dan pengarahan bagi 
peningkatan taraf hidup dan kesejahteraannya, tetapi juga mencari alternatif-alternatif baru 
bagi penyelesaian soalan-soalan sosial dan ekonomi, serta lingkungannya.   
Ulama, yang menyadari kedudukan mereka sebagai pewaris nabi, merasa 
bertanggungjawab untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan, bukan hanya 
terbatas dalam memberikan nasihat dan fatwa, tetapi juga partisipasi dalam bidang-bidang 
perancangan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta menilai baik-buruknya 
kesan yang diberikannya berdasarkan nilai-nilai yang diamanatkan Tuhan melalui Kitab 
Suci-Nya (Shihab, 2001). Menurut Azis (2011) ulama birokrat (penghulu), termasuk kaum 
intelektual dan cendekiawan muslim (the muslim learned) di perguruan tinggi Islam, juga 
harus memiliki idealisme untuk melakukan amar ma’ruf dan nahy munkar, terutama 
idealisme untuk melakukan perubahan terhadap sistem birokrasi yang cenderung korup 



















Bab III  
Ulama sebagai Pemimpin Islam 
 
A. Membicarakan Ulama, Konsep dan Definisi 
Sesungguhnya dalam konsep ajaran Islam, ulama memiliki peranan yang sangat 
penting dalam membawa sebuah masyarakat untuk mencapai tujuan hidup segenap umat 
manusia, terpenuhinya kebutuhan hidup dunia dan akhirat. Tugas ulama adalah 
membimbing rohani umat sesuai dengan ajaran agama. Namun bukan saja rohani yang 
mesti dibimbing, termasuk pula jasmaniahnya. Artinya ulama mesti mengarahkan umat 
kepada kebaikan mental dan spiritual.   
Para ulama semestinya menyadari bahwa cara untuk bertaqwa kepada Allah SWT 
bukan hanya sekedar shalat, membayar zakat dan berwirid. Dalam kenyataannya, ketika 
pada acara pengajian, ceramah maupun khutbah di masjid, hanya ini saja yang selalu dan 
terus-menerus dikaji. Sementara soal perdagangan, pertanian, politik kenegaraan, ekonomi, 
sosial budaya, jarang dibicarakan, seolah-olah ada upaya memisahkan urusan tersebut dari 
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urusan agama, bahkan ada anggapan bahwa umat Islam tidak perlu berlomba-lomba 
mencari kemajuan dunia.  
Misalnya jika selama ini isi khutbah atau ceramah para ulama lebih banyak 
mengupas tentang pentingnya  memberi  daripada menerima, bagaimana umat Islam untuk 
senantiasa hidup bertetangga dengan baik, mendatangi majeli-majelis ta’lim, dan 
sebagainya. Sementara kehidupan umat saat ini serba terbatas dan penuh dengan berbagai 
masalah, baik persoalan keluarga, masalah pekerjaan, hubungan antar sesamanya, dan lain-
lain. Namun sering dilupakan, bahwa semua itu memiliki hubungan dengan erat dengan 
keadaan perekonomian umat. Walaupun umat disuguhi ceramah bahwa memberi itu lebih 
baik daripada menerima, bagaimana akan memberi apabila yang akan diberikan tidak ada? 
Karena alasan ekonomi keluarga yang tidak stabil. Oleh karena itu, penting adanya 
perubahan paradigma tentang metode ceramah yang disampaikan oleh para ulama.  
Materi-materi ceramah ulama jangan hanya menjelaskan tentang halal dan haram, 
urusan akhirat dan segala macam bentuk ibadah. Walaupun materi itu adalah sangat 
penting, akan tetapi masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat saat 
ini jangan sampai dikesampingkan. Misalnya, masalah pembangunan. Bagaimana 
partisipasi ulama dalam menggerakkan pembangunan dan bagaimana seharusnya 
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai sasaran yang tepat.  
Ulama menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam. Ulama tidak hanya 
sebagai figur ilmuan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga 
sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan 
pembangunan umat. Perilaku ulama selalu menjadi teladan dan panutan. Ucapan ulama 
selalu menjadi pegangan dan pedoman. Menurut Agustianto (dalam Rohidin, 2007) ulama 
adalah pelita umat dan memiliki kharisma terhormat dalam masyarakat. Penerimaan atau 
penolakan masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program, banyak dipengaruhi 
oleh ulama.  
Ulama juga memahami psikologi masyarakat, sehingga kehadiran agama dalam 
masyarakat tidak dianggap sebagai sesuatu  yang menakutkan, tetapi hadir dalam 
keramahan, memberikan kedamaian, pencerahan pemikiran, wawasan keagamaan, dan 
dapat diterima oleh mereka. Namun demikian, peranan ulama sesungguhnya adalah amat 
61 
 
luas. Peran ulama tidak sekedar bergelut pada aspek ibadah mahdhah, memberikan fatwa 
atau berdoa semata. Termasuk juga peran agama dalam bidang lainnya; politik, ekonomi, 
sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya, sesuai dengan kekomprehensifan ajaran Islam 
itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Agustianto (dalam Rohidin 2007), membatasi peran 
ulama pada persoalan agama, fatwa dan akhlak saja, merupakan kekeliruan besar, karena 
hal itu dipandang sebagai a historis, sebab dalam sejarah peran ulama sangat luas, seluas 
ajaran Islam yang komprehensif itu pula. Sebab pada masa penjajahan, ulama turut serta 
dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ulama saat itu justru menjadi panglima 
perang. Sebutlah misalnya, Pangeran Diponegoro, dan Imam Bonjol. 
Jika dilihat dari segi definisinya, ulama dari segi bahasa adalah kata jamak (ja’mu) 
bagi alim yang diambil dari kata kerja (fi’l) bahasa Arab, alima ya’lamu, artinya tahu atau 
mengetahui. Jadi alim itu ialah orang yang tahu, dan ulama ialah orang-orang yang tahu. 
Secara terminologi ulama adalah orang yang mampu menghasilkan ilmunya kepada 
khasyyah, yakni rasa takut dan kagum kepada Allah, dan mendorong yang berilmu untuk 
mengamalkan ilmunya serta memanfaatkannya untuk kepentingan umat manusia.  Sudah 
menjadi kebiasaan kita di kepulauan Nusantara ini menggunakan perkataan ulama yaitu 
seseorang yang banyak mengetahui tentang masalah agama.   
Ulama memberikan   peran dan pengaruhnya di masyarakat. Ulama merupakan  
istilah yang lebih umum dan merujuk kepada seorang muslim yang berpengetahuan.  
Sementara itu, dalam pandangan Horikoshi (dalam Rohidin 2007), fungsi utama dari ulama  
adalah peran ortodok dan tradisional mereka sebagai penegak keimanan dengan cara 
mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan-amalan keagamaan 
otodoks di kalangan umat Islam.  
Beberapa ayat dalam Al-Qur’an ada yang menegaskan kedudukan ulama. 
“Sesungguhnya yang takut dan kagum kepada Allah dari hamba-hamba-Nya hanyalah ulama” (Q.S. 
Fathir (35): 27-28).  Ayat ini menggambarkan bahwa yang dinamakan ulama adalah orang-
orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. 
Kemudian dalam konteks pembicaraan Al-Qur’an yang kebenaran kandungannya telah 
diakui oleh ulama Bani Israil (Q.S. Asy-Syu’araa’ (26) : 197): “Dan apakah tidak cukup menjadi 
bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?”.  
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Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 
ulama menurut Al-Qur’an adalah mereka yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat 
Allah, baik yang bersifat kauniyah maupun quraniyah, dan dengan pengetahuan tersebut 
mereka memiliki sifat yang khosyyah dan taqwa. Bagi sebagian besar kalangan masyarakat 
Indonesia, menganggap bahwa mereka yang termasuk sebagai ulama terdiri dari dua 
bagian yakni mereka yang bergelar kiyai dan menjadi pemimpin pada pondok pesantren. 
Anggapan seperti ini sebenarnya terlalu sederhana, sebab bila kita berkaca pada uraian di 
atas, pihak-pihak yang memiliki pengetahuan agama tidak terbatas kepada para kiyai dan 
pemimpin pondok pesantren saja.  
Para ilmuwan yang mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu-ilmu yang 
membahas tentang dunia beserta isinya ini, kemudian menjadikan ajaran Islam sebagai 
rujukan terhadap ilmunya itu, boleh dipandang sebagai ulama. Misalnya, seorang professor 
yang meneliti tentang pola komunikasi antarpribadi dan kaitannya dengan petunjuk Al-
Qur’an dan Hadits tentang bagaimana proses komunikasi itu berlangsung adalah bisa 
digolongkan juga sebagai ulama.  
Demikian pula seorang muslim yang berdakwah, yang secara rutin berceramah 
mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat dalam berbagai cara, juga boleh jadi menjadi 
bagian penting sebagai ulama, walaupun dia tidak bergelar kiyai dan tidak memiliki 
pondok pesantren. Menurut hemat penulis, para ustadz  atau guru, aktivis serta individu 
yang berkecimpung dalam dunia dakwah dan masuk ke dalam suatu organisasi yang 
memfokuskan kegiatannya dalam bidang dakwah Islam juga pantas disebut sebagai ulama. 
Karena selain memiliki ilmu agama, dia juga telah rela berjuang mengemban risalah 
dakwah secara bersama-sama dengan individu lainnya melalui sistem yang terorganisasir. 
Aktivis LSM yang beragama Islam, yang dengan tekun memahami teks-teks al-Qur’an, 
kemudian dengan ilmunya itu dia melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi 
umat, bisa jadi dia itu disebut sebagai ulama. Akan tetapi dalam masyarakat, ulama itu 
hanyalah mereka yang pintar dalam memahami ajaran agama saja. 
B.   Karakteristik Ulama  
Ulama yang secara leksikal berarti mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan 
mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat Islam. Kedudukan ulama 
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dalam Islam sesungguhnya sangat signifikan dalam kehidupan ini, karena fungsinya 
sebagai tempat bertanya tentang masalah agama, menjadi rujukan dalam menghadapi 
persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Lebih dari itu, sebagaimana dikatakan  Yayan 
Nurbayan (1999) ulama juga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam masalah-
masalah sosial, politik dan kenegaraan. Penulis ingin menekankan bahwa ulama juga harus 
memiliki peran penting dalam pembangunan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan 
negara, baik di tingkat daerah maupun secara nasional, tidak hanya membina mental 
masyarakat, juga harus ikut dalam merumuskan pembangunan pisik untuk kepentingan 
masyarakat.  
Di dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang mengetengahkan posisi ulama,  
misalnya dalam surat al-Mujadalah: “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan 
orang-orang yang berilmu lebih tinggi beberapa derajat”. Demikian juga dalam surat Ali Imran 
ayat 18, Allah SWT. menyebut diri-Nya bersama para malaikat dan orang-orang yang 
berilmu dalam persaksian akan keesaan-Nya. Dalam hadist-hadist Nabi juga ada yang 
menerangkan tingginya kedudukan ulama. Misalnya hadist Nabi: “Innal ‘Ulama waratsah al-
anbiya’ (sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi)”. Meskipun ada beberapa pihak yang 
mempertanyakan keabsahan hadits ini, namun ungkapan ini mempunyai dasar yang 
diperkuat dalam Al-Qur’an: “Kemudian Kami Wariskan al-Kitab kepada yang Kami pilih dari 
hamba-hamba Kami” (Q.S. 35: 32).  
Afandi (2005) mengelompokkan peran kiai atau ulama ke dalam tiga kategori, yaitu :   
(1) sosok yang dianggap mengetahui agama Islam yang dibuktikan dengan tugas-tugas 
sebagai guru, muballigh, dan khatib,  
(2)  sosok yang berakhlak mulia; sopan, tawaddlu’, ta’addub, sabar, tawakkal, dan ikhlas, 
(3)  sosok yang tidak loba terhadap urusan dunia, tetapi selalu mementingkan kehidupan di 
akhirat, sikap membiasakan dan mementingkan akhirat.  
Dengan karakteristik seperti inilah yang dimiliki oleh seseorang sehingga 
masyarakat memandangnya sebagai ulama. Masyarakat akan mendengar dan mematuhi 
nasihatnya, karena ia sendiri merupakan orang yang menyesuaikan antara apa yang 
disampaikan dengan apa yang dia laksanakan dalam kehidupan keseharian. Ulama adalah 
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suri teladan masyarakat. Salah satu syarat untuk menjadi teladan di mata masyarakat 
adalah karena sifat kesederhanaan atau ketawadduannya. 
Sementara itu, Nurbayan (1999) juga menyebut ada sembilan karakteristik ulama 
berdasarkan beberapa hadits Nabi Muhammad  Saw. Yakni : 
1. Ulama yang mengamalkan ilmunya 
Ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat adalah ilmu yang diamalkan dengan amal 
perbuatannya. Ulama memiliki ilmu pengetahuan, terutama dengan bidang agama. 
Pertama-tama yang mesti dilakukan oleh para ulama adalah mengamalkan apa yang dia 
ketahui tentang agama. Misalnya, Islam menganjurkan supaya seorang laki-laki harus 
shalat berjamaah di masjid. Dengan demikian, seorang ulama tidak begitu bagus 
kelihatan jika masih shalat wajib di rumah, terkhusus lagi shalat subuh, dengan dalih 
apapun yang cenderung dibuat-buat, seperti dengan alasan sibuk, capek, dan sudah 
cukup sering terjadi. Sebab dia akan menjadi contoh bagi umat.  
Jika ada seseorang yang menganggap dirinya adalah seorang ulama, namun dalam 
pelaksanaan ibadah shalatnya lebih banyak dilakukan tidak berjamaah di masjid, maka 
derajat keulamaannya menjadi turun dengan sendirinya. Demikian pula dalam hal 
pembinaan rumah tangga, ulama juga mestinya menjadi panutan. Mendidik anak-anak, 
mengarahkan agar keluarganya sendiri menjadi keluarga sakinah menjadi tolok 
ukurnya. Jadi sebisa mungkin, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para ulama itu, 
sudah terlebih dahulu diamalkan sebelum disampaikan kepada umat. 
2. Bersifat wara’ 
Pada diri seorang ulama terdapat sifat wara’ yang tidak terpisahkan dari 
kepribadiannya. Wara’ adalah kemampuan seorang yang berilmu pengetahuan untuk 
senantiasa menjaga, memelihara dirinya, dari kemungkinan terjerumus pada perbuatan-
perbuatan yang tercela. Pada dasarnya kemungkinan belum tentu terjadi, akan tetapi 
kemungkinan itu dapat dianggap sudah terjadi, atau dikhawatirkan akan terjadi. Ulama 
mestinya menghindarkan dirinya dari hal-hal yang berbau kemungkinan yang tidak 
baik, dalam tingkatan yang paling kecil sekalipun. Misalnya, yang paling sederhana 
adalah makan di warung di pinggir jalan dalam kondisi yang transparan kelihatan dari 
luar. Ulama mestilah menghindari ini. Walaupun apa yang dilakukan itu adalah sah-sah 
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saja, akan tetapi dapat menimbulkan fitnah atau pertanyaan dari masyarakat yang 
sekedarnya melihat dari luar.  
Seorang ulama yang masih tinggal bercerita dengan tetangganya di depan halaman 
ketika adzan sudah berkumandang dari masjid, merupakan suatu yang harus 
dihindarinya. Juga ketika seorang ulama sedang mengajar, sementara waktu shalat 
sudah tiba. Menjadi penyebabkan bagi orang lain untuk bertanya, menimbulkan fitnah, 
atau menduga-duga, adalah sesuatu yang mesti dihindari. Demikian pula halnya 
dengan berkomunikasi dengan orang lain. Tertawa terbahak-bahak adalah contoh lain 
dari perilaku yang kurang baik bagi seorang ulama apalagi dihadapan orang ramai.  
Ketika ulama sedang mendatangi tempat-tempat yang diduga sebagai sesuatu yang 
tidak baik dalam Islam, misalnya panti pijat. Ulama tidak boleh datang ke tempat itu 
secara tanpa maksud yang jelas, walaupun misalnya hanya sekedar menanyakan alamat 
atau menukar uang kecil. Pendeknya adalah segala tindak-tanduk yang dapat 
menimbulkan pertanyaan karena tidak seharusnya dilakukan di depan khalayak, harus 
dihindari oleh ulama. Sebab ketaqwaan, ketawadduan, juga ilmu agama seseorang 
ulama itu,  akan tercermin dari perilakunya sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. 
3. Tidak berambisi terhadap harta dan kekuasaan 
Sebagai manusia biasa, pada dasarnya sifat untuk memiliki harta dan berkuasa ada juga 
pada diri seorang ulama. Akan tetapi, karena sifatnya yang seharusnya tampil tawaddu 
dan sederhana, membuat ia tidak wajar untuk menampakkan sifat seperti ini secara 
terbuka. Termasuk dalam usaha untuk mencari harta dan kekuasaan, mestilah 
dilakukan secara normal berdasarkan aturan resmi dan tidak frontal sebagaimana  cara-
cara yang pada umumnya dilakukan oleh orang lain, seperti politisi.  
Mencari kekuasaan adalah sunnatullah. Dengan kekuasaan dakwah yang dilakukan 
ulama bisa menjadi lebih efektif. Ulama yang berkuasa atas pondok pesantren, akan 
lebih disegani dan didengar fatwanya, karena ia memiliki kekuasaan dan kewenangan. 
Demikian juga ketika ulama menjadi pemimpin di masyarakat, misalnya sebagai kepala 
daerah atau pimpinan instansi terkait, hal ini sah-sah saja. Yang perlu dicatat adalah 




4. Ikhlas dalam beramal dan tidak bersifat dengki 
Secara duniawi, sulit memang mengukur keikhlasan dan untuk menghidari perasaan 
dengki. Akan tetapi inilah salah satu yang membedakan antara ulama yang 
sesungguhnya dengan masyarakat awam yang berilmu pengetahuan juga. Ikhlas 
misalnya, tidak berarti dia harus selalu sukarela, tak dibayar atau menerima perlakuan 
apa saja dari pihak lain kepadanya. Misalnya, bolehkah ulama menerima honor setelah 
ceramah? Tentu saja ini sangat wajar dan manusiawi, karena dia juga perlu uang untuk 
keperluan hidupnya dan para orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.  
Ulama juga perlu uang untuk membeli buku agar dapat menambah ilmu 
pengetahuannya, dia perlu ke tanah suci untuk menunaikan haji atau umrah. Ulama 
juga perlu uang agar dapat berinfaq dan membantu jamaah. Juga untuk 
mengembangkan dakwahnya, misalnya untuk mendirikan surau atau madrasah. Akan 
tetapi apabila ada ulama yang menetapkan tarif bayaran untuk berceramah, lebih 
memilih pihak yang membayar banyak serta menyedikan fasilitas lebih mewah 
dibanding yang sedikit, tidak mau lagi memenuhi undangan ceramah bila honornya 
kecil, maka disinilah dapat dipertanyakan keikhlasannya.  
Ulama juga mesti menjauhkan diri dari sifat dengki dan iri hati. Misalnya dengan 
membanding-bandingkan jumlah honor yang ia terima dengan honor yang diterima 
oleh rekannya yang lain. Ulama tidak perlu sakit hati bila pemerintah tidak mau 
bersilaturrahim dengannya akibat ceramah yang tidak berkenan di hati pejabat 
pemerintah tersebut. Sebaliknya, ulama mesti tetap konsisten, istiqamah dalam 
mempertahankan sikap sesuai kebenaran yang dia yakini. 
5. Bersikap amanah dalam menyampaikan ilmu 
Seorang ulama  mestilah menyampaikan ilmu pengetahuan yang dia ketahui kepada  
umat yang memerlukannya. Ilmu pengetahuan yang dimiliki ulama adalah anugrah 
Allah SWT. yang sesungguhnya adalah milik umat. Oleh karena itu, semua umat 
memiliki hak untuk menikmati dan memperoleh petunjuk, nasihat, solusi dari ilmu 
yang dimiliki oleh seorang ulama. 
Dalam penyampaian ilmu pengetahuan kepada umat, mestinya dilakukan secara kaffah 
atau menyeluruh. Tidak dilakukan pemilihan atau pemotongan-pemotongan terhadap 
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ayat tertentu, yang misalnya, dapat menggoyahkan kedudukannya. Demikian juga, 
ulama mesti menentang sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, walaupun itu 
dapat merugikan secara materi. 
6. Bersifat istiqamah (lurus) 
Seorang ulama sepatutnya bersikap lurus dan istiqamah terhadap ilmu yang dia miliki 
serta berusaha meluruskan orang lain. Dalam berkomunikasi dengan umat, haruslah 
dengan jelas, terang dan mudah dipahami, sehingga dapat menjadi solusi bagi 
persoalan yang dihadapi umat.  
Ulama-ulama terdahulu banyak tidak sedikit yang harus mendekam dalam penjara 
karena berbeda pendapat dengan penguasa. Seperti Buya Hamka, pernah dipenjara 
pada masa Orde Lama karena menolak konsep negara yang diajukan oleh penguasa 
yang berbau komunis. Ulama-ulama lainnya ada yang dilarang berceramah karena 
tidak sesuai dengan budaya setempat. K.H. Ahmad Dahlan, pendiri organisasi 
Muhammadiyah, mushalla yang dia bangun pernah dibakar oleh orang-orang yang 
berbeda pendapat dengannya. Akan tetapi, mereka tetap istiqamah dalam 
melaksanakan dakwah Islam sesuai kebenaran yang dia yakini. 
7. Bersifat dinamis 
Ulama haruslah bersifat dinamis dan berusaha untuk senantiasa meningkatkan 
kualitasnya, terutama dalam hal ketaqwaan kepada Allah Swt. Ulama hendaklah 
berusaha agar peningkatan ataupun penambahan ilmunya selalu mempunyai relevansi 
dengan ketaqwaan dan akhlaknya. Untuk peningkatan ilmu ini, ulama juga tidak perlu 
segan-segan untuk kembali menuntut ilmu, baik secara formal maupun informal. Tidak 
ada salahnya, misalnya seorang ulama ikut dalam pendidikan lanjut program doktor, 
justru ini sudah menjadi keharusan baginya apabila memiliki kesempatan untuk itu. 
Demikian pula ulama mesti banyak berinterakhir dengan pihak lain, apakah kepada 
sesama ulama, kepada pemerintah, umat bahkan dengan tokoh-tokoh agama lain. 
Ulama mestilah saling belajar dan memahami keadaan ulama lain. Misalnya, ketika ada 
ulama yang satu menyatakan sesuatu, kalaulah itu dapat menimbulkan perbedaan 
pendapat, maka sebaiknya dikemukakan secara bijaksana, tidak secara frontal yang 
dapat membingungkan umat. 
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8. Bersifat terbuka dan demokratis 
Ulama juga mesti memiliki sikap terbuka, siap mendengar orang lain, baik berupa 
saran-saran ataupun kritikan. Seorang ulama harus menyadari bahwa dia adalah 
manusia biasa yang memiliki kemungkinan untuk mengalami kekurangan dan 
kekhilafan. Mendengar orang lain adalah bagian dari upaya memperbaiki diri, demi 
untuk menyempurnakan diri agar lebih dapat memberikan manfaat yang besar kepada 
umat. Kritikan dari masyarakat juga mestilah diterima dengan lapang dada. Satu hal 
lagi yang perlu dicatat adalah bahwa seorang ulama mestinya menyadari bahwa bukan 
hanya pendapatnya yang benar dengan menyalahkan pendapat orang lain. Oleh karena 
itu, sikap terbuka dan menerima pendapat orang lain akan mencerminkan sikap 
tawaddu dan kesederhanaan seorang ulama. 
9. Membimbing umat menuju kesempurnaan 
Tugas ulama adalah untuk membimbing umat. Ulama seyogiyanya memiliki hasrat 
yang kuat dan senantiasa berusaha untuk memperbaiki umat dari keadaan yang tidak 
baik menjadi baik, dari keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, juga 
membantu umat mencapai tingkat kesejahteraan hidupnya. Upaya perbaikan umat juga 
harus bermakna luas.  Perbaikan kualitas hidup umat dapat berarti dari bidang 
keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah Swt, juga dalam bidang lainnya. Wawasan 
ilmu pengetahuan, perekonomian, hukum, budaya, bahkan juga dalam bidang politik 
mestinya ulama juga mengambil peran didalamnya.  
10. Jujur dan berfatwa berdasarkan ilmu 
Sikap jujur merupakan kunci utama yang harus dipegang oleh seorang ulama. Nabi 
Muhammad Saw. adalah seorang pribadi yang sangat jujur. Sebagai pewaris nabi, 
ulama juga mestinya memiliki sifat ini. Jujur kepada diri sendiri, terutama jujur kepada 
umat. Ulama dalam memberikan fatwa atau nasihat atas suatu persolaan yang berkaitan 
dengan masalah umat, mestilah dilandasi dengan sikap yang jujur. Dia mesti 
menghindari upaya perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, bahwa cenderung 
menyebabkan perbedaan itu menjadi lebih runcing. Ketika mengeluarkan fatwa 
misalnya, substansi persoalan mestilah yang dipikirkan dengan pertimbangan rasional 
dan berdasarkan ajaran Islam.  Fatwa  para ulama yang tidak jujur, dapat menyebabkan 
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konflik ataupun pertentangan dalam masyarakat, apalagi sudah terkontaminasi dengan 
kepentingan politik, kekuasaan, ego pribadi, ekonomi dan ketidakpercayaan antara satu 
dengan yang lain. 
Beberapa waktu belakangan ini ada ulama di daerah yang memfatwakan bahwa ajaran 
Syiah itu adalah haram. Sedangkan ulama lainnya mengatakan justru sebaliknya. 
Karena adanya fatwa dari ulama tersebut, di Sampang Madura, terjadi kerusuhan yang 
umat Islam yang dituduh penganut ajaran Syiah dengan umat Islam sendiri. Ada 
banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa 
ini. Namun yang pasti adalah, inilah akibat dari fatwa ulama yang tidak seharusnya 
bukan domainnya. Ulama yang memberikan fatwa haruslah ulama yang benar-benar 
mengetahui keadaan yang sesungguhnya, sesuai dengan ilmunya, dan diambil 
berdasarkan ajaran Islam, bukan atas pesanan dari penguasa atau siapapun. 
C.  Kepemimpinan Ulama   
Pada dasarnya setiap kepemimpinan diperlukan untuk menjamin terbangunnya 
tatanan kehidupan sesuai dengan arah dan pedoman yang berlaku dalam lingkungan 
masyarakat. Pemimpin berada pada posisi yang sangat strategis guna mengarahkan ke 
mana tujuan kepemimpinan yang diemban. Pemimpin yang bertanggung jawab akan 
membawa masyarakat yang dia pimpin itu menuju tujuan hidup sesuai dengan amanah 
yang diberikan kepadanya.  Dengan kata lain bahwa, tercapainya suatu tujuan hidup 
masyarakat akan sangat ditentukan ke arah mana mereka dibawa oleh pemimpinnya.  
Dalam konsep Islam, setiap individu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan 
akan dimintakan pertanggungjawaban dikemudian hari. Kita adalah pemimpin bagi 
keluarga, kerabat, masyarakat sekitar, lingkungan pekerjaan, minimal sekali adalah setiap 
kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Keluarga akan berhasil mencapai kebahagiaan 
sangat tergantung dari pemimpinnya, yakni ayah sebagai kepada keluarga. Demikian juga 
dengan masyarakat di sekitar kita akan sukses menjadi masyarakat madani, masyarakat 
yang berperadaban dan mencintai sesama manusia, ditentukan oleh siapa yang kita 
percayai sebagai pemimpin. Hal yang sama bagi diri kita sendiri. Ke arah mana tujuan 
hidup kita, baik atau buruk, bermanfaat atau sebaliknya, kesuksesan atau kegagalan, pun 
akan sangat tergantung bagaimana kita memimpin arah hidup kita itu.  
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Manusia diciptakan oleh Allah Swt. ke muka bumi adalah untuk menjadi khalifah. 
Nabi dan para Rasul juga demikian, menjadi pemimpin bagi umatnya. Sebagai pewaris 
Nabi dan Rasul, para ulama merupakan figur seorang pemimpin bagi umat Islam, terlepas 
apakah dia dipilih atau tidak, apakah kita setuju atau tidak setuju. Di Indonesia, ada dua 
jenis kepemimpinan, yakni pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal 
adalah para pejabat pemerintahan yang secara sah dipilih atau diangkat sesuai dengan 
ketentuan konstitusi. Pemimpin formal berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas 
pemerintahan, melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan upaya mencapai tujuan 
pembangunan nasional, terutama membuat, mensosialisasikan, dan melaksanakan Undang-
Undang, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan segenap 
warganegara, baik moril maupun sprituil.  
Pemimpin informal pada hakekatnya memiliki persamaan dengan fungsi pemimpin 
formal. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 
Pemimpin informal adalah pihak yang memiliki tanggung jawab moril untuk menjadi 
bagian dari pembangunan nasional dalam bidang tertentu tanpa harus terikat dengan 
struktur pemerintahan. Ulama adalah bagian dari pemimpin informal di kalangan 
masyarakat, khususnya umat Islam. Pemimpin informal lainnya yang dikenal oleh 
masyarakat Indonesia adalah tokoh masyarakat, ketua adat, kepala dusun, serta pihak-
pihak lain yang memiliki keahlian dan pengaruh bagi kalangan masyarakat.  
Kepemimpinan ulama memiliki karakteristik tersendiri bagi kalangan masyarakat di 
kepulauan Nusantara ini.  Ulama dianggap sebagai orang yang paling mengetahui tentang 
segala hal yang berkaitan dengan agama dan masalah sosial lainnya. Ulama dipercaya 
untuk menjadi pemimpin terutama apabila terjadi sesuatu masalah di kalangan masyarakat. 
Ulama menjadi sumber informasi untuk menengahi  konflik yang terjadi. Ulama juga 
menjadi panutan dan teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Sikap kesederhanaan dan 
ketawadduan ulama, menjadikan ia sebagai pemimpin bagi kalangan masyarakat.  
Di samping sebagai pemimpin informal, para ulama juga dapat menjadi pemimpin 
atau bagian penting dari kepemimpinan di Indonesia. Terlepas dari posisinya sebagai 
pemimpin informal, ulama juga merupakan  bagian penting dari sebuah lembaga atau 
institusi yang memasukkannya sebagai komponen daripadanya. Kepemimpinan ulama 
dapat ditemukan dalam sejumlah lembaga : 
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1. Pondok Pesantren. 
Pada umumnya ulama berkiprah di pondok pesantren. Sebagian besar ulama 
merupakan pemilik dan pemimpin di pondok pesantren yang dia dirikan atau 
merupakan warisan dari orang tuanya. Melalui pondok pesantren ini, ulama melakukan 
pendidikan kepada santri. Santri pada pondok pesantren yang diasuh di sini pada 
umumnya adalah untuk menimba ilmu agama, disamping ilmu-ilmu lainnya. Maka ada 
juga peluang bagi para ulama ini untuk mencetak generasi yang pada masa depan akan 
menjadi ulama.  
Melalui kepemimpinan dalam pesantren, ulama juga menjadi pemimpin bagi umat 
Islam di sekitarnya, karena kepercayaan masyarakat kepada pesantren sebagai lembaga 
yang mendidik santrinya dengan ilmu agama, menjadikan mereka juga menaruh 
hormat kepada pemimpin pesantren tersebut. Para orang tua dan masyarakat sekitar 
pesantren juga secara langsung maupun tidak langsung telah menjadikan ulama 
pemimpin pondok pesantren ini sebagai pemimpinnya. 
2. Pemerintahan. 
Pemerintah yang berkuasa di Indonesia dalam kondisi tertentu melibatkan ulama 
sebagai bagian dari pemimpin di negeri ini, dalam artian menjadikan ulama sebagai 
rujukan untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan, walaupun dalam jangkauan 
yang masih amat terbatas. Terutama rujukan yang berkaiatan dengan masalah agama. 
Misalnya, dalam hal penentuan masuknya bulan baru dalam penanggalan hijriyah yang 
berkaitan dengan hari-hari besar Islam. Pemerintah juga mendukung organisasi ulama 
yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi yang 
menghimpun para ulama.  
Dalam beberapa lembaga pemerintahan, ada ulama menempati posisi strategis sebagai 
pemimpin. Misalnya, kalangan rektor perguruan tinggi Islam yang berkualifikasi setara 
dengan ulama. Demikian juga di kota-kota kecil setingkat kecamatan, pada umumnya 
kepala kantor urusan agama dijabat oleh pejabat pemerintahan yang juga dianggap 
sudah berkualifikasi sebagai ulama setingkat kecamatannya. 
3. Organisasi Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan. 
Ini adalah semacam lembaga swadaya masyarakat  atau non-government organization. 
Para ulama yang memiliki hasrat berorganisasi, pada umumnya aktif dalam organisasi 
72 
 
keagamaan dan kemasyarakatan. Biasanya juga, yang menjadi pemimpin dalam 
organisasi ini adalah para ulama. Melalui organisasi ini, mereka melakukan program-
program yang pada hakikatnya adalah dakwah, mengarahkan umat Islam ke arah yang 
sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan Hadits, untuk mencapai masyarakat yang adil 
dan sejahtera.  Dakwah yang dilakukan oleh para ulama melalui organisasi itu, tidak 
hanya terbatas kepada dakwah secara lisan saja, akan tetapi juga melalui karya atau 
aktivitas nyata. Misalnya, membangun sekolah agama, mendirikan masjid, membangun 
panti asuhan menampung anak yatim dan fakir miskin, serta usaha-usaha produktif 
yang menghasilkan keuntungan untuk mendukung gerakan dakwahnya.  
Organisasi keagamaan di Indonesia yang menghimpun para ulama antara lain adalah 
Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama, Persatuan Islam, Matlaul Anwar, dan sebagainya. 
Ada juga organisasi lain yang bukan organisasi massa akan tetapi kumpulan ulama 
yang tergabung dalam organisasi dimaksud, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), 
serta ada juga ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). 
4. Lingkungan masyarakat. 
Disamping masuk dalam organisasi sosial keagamaan, para ulama juga berkiprah dalam 
lingkungan sekitarnya. Mereka pada umumnya juga menjadi pengurus masjid atau 
mushalla dan ada pula yang aktif sebagai kepala dusun atau kepala lingkungan.  Di 
kota-kota besar sampai dengan kecamatan yang memiliki masjid raya, biasanya 
dipimpin oleh seorang ulama. Sebagai individu yang memiliki pengatahuan agama 
yang lebih luas, maka masyarakat meminta atau menunjuk para ulama sebagai 
pemimpin dalam lingkungan tersebut walaupun sifatnya adalah tak terikat dengan 
sistem pemerintahan. 
 Kepemimpinan ulama di Indonesia pada umumnya masih terbatas dalam konteks 
informal sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan dalam sistem pemerintahan yang lebih 
formal berdasarkan kontitusi, peranan ulama masih sangat terbatas. Katakanlah misalnya 
untuk pejabat pemerintahan daerah, semisal gubernur atau bupati, atau anggota kabinet, 
masih belum mendapat tempat yang layak. Dalam kurun dua dekade terakhir ini, memang 
peranan ulama dalam pemerintahan seolah-olah dibatasi oleh pihak-pihak yang tidak mau 
melibatkan mereka dengan alasan-alasan yang kurang rasional. Padahal konstitusi negara 
kita telah mengatur persamaan hak dan kewajiban dalam membangun bangsa, tidak ada 
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pembatasan terutama kepada kalangan ulama. Ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut, 
faktor-faktor dominan yang menjadi penyabab masalah tersebut. Apakah memang 
demikian adanya ataukah sekedar anggapan saja? Atau mungkin perlu dibuat rekomendasi 
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A. Pandangan Islam tentang Pembangunan 
 Islam senantiasa mengajarkan umatnya untuk selalu melakukan perubahan atau 
pembaharuan kepada seluruh aspek kehidupannya. Islam menginginkan agar umatnya 
mencapai kehidupan yang menuju ke arah kesempurnaan hidup, baik di dunia dan akhirat. 
Oleh karena itu, setiap individu dianjurkan untuk membuktikan perubahan menyeluruh 
demi mencapai keinginan tersebut. Dia tidak boleh berhenti dalam berusaha. Umat Islam 
harus dinamis, dan tidak boleh statis. Dalam banyak al-Qur’an, dianjurkan agar setiap 
muslim bertebaran untuk mencari nafkah. Demikian juga dikatakan bahwa setiap individu 
itu tak akan berubah jika bukan dia sendiri yang melakukan perubahan. Artinya bahwa 
Islam selalu menganjurkan untuk melakukan pembangunan dalam segala aspek 
kehidupannya.  
 Dalam konteks dan dalam pandangan Islam agen perubahan dan pembangunan 
dapat dibagi ke dalam empat kategori besar (Yoga, t.t.), yaitu;  (1),    menyangkut ajaran 
Islam itu sendiri, (2)   manusia sebagai objek sekaligus sebagai subjek pembangunan, (3)  
implementasi dari ajaran dan individualis dalam bentuk amalan dan perbuatan, dan (4),   
lingkungan di mana sebuah proses pembangunan berlangsung. Hal terakhir ini terkait 
dengan lingkungan dengan segala unsur dan faktor yang melingkupinya.  Melaksanakan 
ajaran agama  berarti melaksanakan pembangunan, demikian pula turut berpartisipasi 
dalam melaksanakan pembangunan berarti mengamalkan ajaran agama.  
 Hubungan antara agama dan pembangunan saling terkait ibarat dua sisi mata 
uang yang tidak dapat dipisahkan. Agama bukanlah penghalangan untuk kemajuan, justru 
agama mendorong umatnya untuk melakukan perubahan. Pembangunan yang 
dilaksanakan semestinya diarahkan untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama. 
Bukan sebaliknya, dengan menggalakkan pembangunan yang dapat merusak sendi-sendi 
kehidupan keagamaan. Pembuktiannya, secara terprogram norma ajaran agama mencakup 
seruan untuk memperbaiki diri yang membutuhkan kepada perubahan. Perubahan sendiri 
adalah elemen pembangunan. Apalagi jika dikaitkan dengan teori, bahwa keberhasilan 
pembangunan sektor agama amat menentukan pembangunan pada sektor lain.  
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 Dalam konteks perubahan, agama berfungsi setidaknya sebagai empat hal; yakni: 
(1) pemberi petunjuk dan meletakkan dasar keimanan, (2)  memberi semangat dan nilai 
ibadah yang meresapi seluruh aktivitas manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, 
antarmanusia, serta dengan alam semesta yang tercakup dalam dimensi sosial, dan demensi 
kosmologis, (3) Memberi inspirasi, motivasi dan stimulasi agar seluruh potensi manusia 
agar diaktifkan secara maksimal, (4) Memadukan aktivitas manusia menjadi kesatuan yang 
utuh. Islam sebagai agama merupakan lembaga spiritual yang berperan penting sebagai 
bagian dari pembangunan.   
 Pembangunan nasional bangsa Indonesia hakikatnya adalah usaha mewujudkan 
tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan 
iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang dinyatakan di dalam 
alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional 
adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, mencipta kesejahteraan umum, melindungi 
seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan 
perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara 
kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu dibuat oleh seluruh lapisan 
bangsa tanpa kecuali.  
 Sedangkan konsep pembangunan dalam Islam bersifat menyeluruh, menyentuh, 
dan menghujam ke dalam jati diri manusia, sehingga  ia juga mesti membina manusia 
seutuhnya, material dan spiritual secara serentak. Tanpa ini, pembangunan yang dilakukan 
akan runtuh sendiri oleh manusia, baik secara sadar atau tidak (Shihab, 2001). Dengan 
pengertian bahwa konsep pembangunan dalam Islam bersifat menyeluruh. Inilah yang 
membedakan konsep pembangunan lain yang lebih mengarahkan pada pengertian pisik 
dan materi, sedangkan tujuan pembangunan dalam Islam tidak dari sekedar itu saja, 
bahkan lebih jauh dan lebih komprehensif yang dibutuhkan oleh umat manusia.  
 Bagi Islam, pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya 
mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan umat. Oleh karenanya, konsep 
pembangunan dalam Islam dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh 
lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Landasan ini yang 
perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu 
proses pembangunan dalam pandangan Islam tidak akan berarti apa-apa.  
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 Dalam teori ekonomi global, pembangunan selalu diukur dengan angka-angka 
statistik. Demikian pula dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan dianalisis 
serta dipahami dari sisi manusianya yang direpresentasikan dalam sebuah Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan 
Indeks Daya Beli (Dariah, 2012). Namun tampaknya dinamika pemikiran ekonomi 
pembangunan tersebut masih belum mampu menjawab masalah mendasar terhadap 
persoalan yang muncul dari proses pembangunan, yakni ketimpangan dan kemiskinan.  
 Apakah ada keterbatasan konsep dalam menjelaskan perilaku manusia selama 
proses pembangunan atau adanya jurang  antara teori dan fakta? Prinsip pembangunan 
ekonomi menurut Islam adalah :  
Pertama, pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung 
unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi 
pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak 
dapat dipisahkan. Kebahagian yang ingin dicapai tidak hanya kebahagian dan 
kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.  
Kedua, fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya.   
Ketiga, pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha 
harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan 
ketimpangan.  
Keempat, penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak  pada 
pemanfaatan sumberdaya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia  dan 
lingkungannya semaksimal mungkin, pemanfaatan sumberdaya tersebut melalui 
pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran.   
 Mengutip pemikiran Thurow (dalam Dariah 2012) tentang membangun 
kemakmuran yang tercermin dalam piramida kemakmuran, fondasi dasar dari 
kemakmuran suatu bangsa adalah social organization. Aspek ini sangat mendasar karena 
terkait dengan kemampuan pemerintah mengorganisasi ketersediaan fasilitas publik seperti 
membangun dan memperbaiki infrastruktur, pengembangan sistem pendidikan, pelayanan 
kesehatan, pembangunan demokratisasi, akses terhadap lembaga partai, dan fasilitas publik 
lainnya. Adanya prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam, aspek moral sepatutnya 
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menjadi fondasi dasar dalam membangun kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan  
bersama.   
 Di sinilah salah satu peranan ulama dalam berpartisipasi dalam pembangunan 
nasional bangsa Indonesia. Ada memang perbedaan pembangunan di negara-negara Barat 
dengan bangsa kita. Barat senantiasa berorientasi keuntungan, dengan tidak 
mengikutsertakan moral di dalamnya. Pembangunan dalam negara kita, tidak boleh seperti 
itu. Pelibatan ulama tidak hanya sebatas memenuhi harapan semata. Lebih dari itu, ulama 
juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun program kerja, pelaksanaan, 
evaluasi dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan itu. 
B. Pentingnya Partisipasi dalam Konteks Demokrasi 
Mengingat bahwa satu aspek penting dalam demokrasi adalah menciptakan 
warga yang menguasai informasi, berpengetahuan dan terlibat dalam proses demokrasi 
(Rahim, 2008). Partisipasi rakyat adalah dasar dari suatu masyarakat demokratis. Melalui 
partisipasi ini menyediakan sarana bagi rakyat untuk mendengar suara mereka dan untuk 
memberdayakan mereka yang tak berdaya dalam masyarakat (Eveland, 1993). Sebagai 
pihak yang mengemukakan pembangunan dan mempunyai tanggung jawab memajukan 
rakyat, maka adalah penting partisipasi semua pihak dilaksanakan secara bersama-sama.  
Keperluan pada kemajuan memerlukan proses pembinaan untuk menukar keadaan yang 
serba kekurangan kepada keadaan kesejahteraan hidup yang lebih sempurna 
(Abdullah,2011).  
Demokrasi menumpukan pada dua perkara penting yang saling berkaitan, yakni 
refresentasi (wakil) dan partisipasi. Refresentasi menunjukkan pertimbangan pada 
kepentingan mayoritas atau banyak, sedangkan partisipasi menunjukkan keinginan dan 
partisipasi masyarakat awam dalam aktivitas politik (Cangara, 2009). Negara-negara yang 
melaksanakan demokrasi dalam pemerintahannya, seharusnya memberi peluang kepada 
rakyatnya untuk menyertai dalam segala aspek pembangunan. Semakin tinggi tahap 
partisipasi warga negara dalam pembangunan, akan semakin mengukuhkan penerapan 
nilai-nilai demokrasi. Manakala ada halangan partisipasi warga negara dalam proses 
pembangunan, menunjukkan bahwa negara telah mengaburkan makna demokrasi.  
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Upaya sekatan hak warga negara untuk mengambil bahagian dalam 
pembangunan perlu dielakkan. Selain karena tidak baik dalam kehidupan demokrasi, 
sekatan ruang dan peluang dimaksudkan boleh menjadi celah bagi penanggung jawab 
pembangunan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, seperti rasuah dan penipuan. 
Pembangunan yang dilaksanakan tanpa melibatkan warga negara juga membolehkan 
penanggung jawabnya lupa diri, keliru dan tidak melaksanakan pembangunan mengikut 
prosedur yang telah ditetapkan. Partisipasi warga negara adalah untuk memberikan 
amaran (peringatan) supaya pembangunan dilaksanakan mengikut peruntukan, 
mengelakkan kesalahan, dan memberikan idea-idea dalam usaha mencapai tujuan yang 
dikehendaki.  
Partisipasi adalah persoalan tentang hak, alat, ruang dan peluang serta sokongan 
untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang bertujuan untuk membina masyarakat yang lebih 
baik (Ahmad, et.all., 2011). Ruang dan peluang bagi setiap warga negara untuk terlibat 
dalam pembangunan semestinya terbuka lebar, sebab partisipasi ini merupakan hak yang 
mutlak berada dalam setiap individu. Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang 
muncul dalam masyarakat dan akan ada sebagai suatu aktiviti nyata apabila dipenuhi oleh 
tiga faktor pendukung; adanya kemahuan, kemampuan, dan peluang untuk menyertai. 
Partisipasi kumpulan sasaran adalah untuk memberi peluang mereka berkongsi pandangan 
berkaitan keadaan kehidupan mereka. Ini adalah karena mereka lebih arif dan mengetahui 
soal-soal berkaitan keperluan kehidupan mereka. Mereka mempunyai pengetahuan 
tersendiri yang boleh digunakan untuk merancang kehidupan mereka. Justeru, 
menggerakkan partisipasi tempatan berarti menggerak dan menggalakkan kaum sasaran 
untuk menyertai dari awal proses pembangunan (Abdullah, 2011).  
Tingkat partisipasi masyarakat berubah-ubah di bawah undang-undang yang 
relevan, dan sikap pemegang kepentingan yang lain. Seringkali partisipasi masyarakat 
awam hanya berarti memberitahu awam tentang keputusan sebelumnya, membuat 
keputusan kemudian meminta komentar awam, apakah diperhatikan atau tidak 
diperhatikan. Kadang-kadang hal itu berarti maklumat tentang apa yang sudah di bawah 
nasihat, tetapi untuk menjadikan partisipasi awam berkesan di peringkat mana-mana, 
memerlukan masyarakat yang mendapat maklumat yang cukup dan terus menyadari 
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kemungkinan mereka untuk terlibat. Hal ini memerlukan pendekatan pro-aktif dari pihak 
berkuasa awam yang berwewenang (Hansen dan Reinau, 2006).   
Partisipasi politik boleh juga ditafsirkan sebagai kegiatan seseorang, kumpulan 
atau masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara 
memilih pemimpin Negara guna boleh mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). 
Tindakan partisipasi ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilihan umum, 
menghadiri pertemuan umum atau kampanye, menjadi ahli suatu partai atau kelompok 
kepentingan (intrest group), melakukan interaksi dengan pegawai pemerintah atau anggota  
parlimen, dan sebagainya. Konsep partisipasi politik menjadi penting pada masa demokrasi 
yang dapat mempengaruhi sekaligus mengawal pengurusan negara yang dilakukan 
pemerintah. Partisipasi tidak hanya sekadar pemilihan umum lima tahunan, juga termasuk 
kegiatan-kegiatan tertentu, seperti membincangkan masalah sosial dengan warga negara 
lain, tokoh masyarakat, atau politik dengan tujuan mempengaruhi perubahan 
(Eveland,1993).  
Dalam proses demokrasi, ada dua jalan yang paling penting menuju demokrasi, 
yakni jalan yang terfokus pada kompetisi/persaingan (competition) dan jalan yang terfokus 
pada partisipasi (participation). Meningkatnya partisipasi berarti peningkatan jumlah warga 
negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Sementara kompetisi berkaitan 
tersedianya hak-hak dan kebebasan, bagi beberapa sistem politik dengan peningkatan 
peluang bagi oposisi politik dan peningkatan persaingan untuk meraih kuasa 
pemerintahan. Gaventa dan Valderma mengenal pasti tiga tradisi konsep partisipasi bila 
dikaitkan dengan praksis pembangunan masyarakat yang demokratik, yaitu partisipasi 
politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga (Dwiningrum, 2011).  
Partisipasi politik seringkali dihubungkan dengan proses politik yang demokratis, 
yang melibatkan interaksi perseorangan dan organisasi, biasanya partai politik dan negara. 
Partisipasi politik dihubungkan dengan demokrasi yang mengedepankan prinsip 
perwakilan dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi politik didedahkan dalam tindakan 
individu atau kumpulan terancang untuk melakukan pungutan suara, kampanye, protes 
atau mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Pertemuan tokoh-tokoh masyarakat dengan 
tujuan untuk memberikan idea-idea tentang perbaikan perlu dilakukan oleh negara kepada 
pemerintah, merupakan dari partisipasi politik mereka. Oleh karena itu, pemerintah mesti 
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mengakomodir ide-ide tersebut, menerimanya dengan pikiran yang positif demi 
kepentingan bangsa dan negara.  
Partisipasi sosial lebih berorientasi pada perancangan dan implementasi 
pembangunan. Partisipasi ini ditempatkan sebagai partisipasi masyarakat terutama yang 
berkaitan dengan proses pembangunan dalam perundingan bahan membuat keputusan 
pada proses pembangunan, dari perancangan, implementasi, pemantauan, dan sampai 
pada penilaian. Beberapa andaian yang dipakai untuk menggalakkan partisipasi sosial, 
yaitu: 
1. Rakyatlah yang paling tahu keperluannya, karena rakyat mempunyai hak untuk 
mengenal   dan menentukan keperluan pembangunan di tempatnya. 
2.  Partisipasi sosial dapat menjamin kepentingan dan suara-suara kumpulan yang selama 
ini dimarjinalkan dalam pelbagai aspek pembangunan. 
3.  Partisipasi sosial dalam pengawasan terhadap proses pembangunan dapat menjamin 
tidak berlakunya pelbagai penyimpangan, penurunan kualitas dan kuantitas 
pembangunan. 
Partisipasi masyarakat menekankan partisipasi langsung warga dalam mengambil 
keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Hal ini juga merupakan alihan konsep 
partisipasi menuju suatu kepedulian dengan perbagai bentuk partisipasi warga dalam 
pembuatan kebijaksanaan dan membuat keputusan di pelbagai gelanggang kunci yang 
mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Partisipasi masyarakat akan berjalan dengan 
baik manakala bersifat proaktif, ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, 
ada tindakan yang mengisi perjanjian tersebut, ada pembahagian kuasa dan tanggungjawab 
yang sama, serta terdapat tata cara peraturan pelaksanaannya. 
Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu 
disampaikan secara berkesan oleh pemerintah. Pemerintah mesti memudahkan partisipasi 
warga negara dalam proses ini. Pemerintah juga perlu menjalin komunikasi yang 
mendedah dengan masyarakat untuk mewujudkan parsipasi yang dikehendaki. 
Meminimumkan terjadinya kesalahan komunikasi antara pemerintah dengan warga negara 
akan mendorong dan mempercepatkan pencapaian tujuan pembangunan. Masyarakat akan 
dengan mudah dimobilisir untuk menyokong program-program pembangunan manakala 
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pemerintah boleh mengambil hati masyarakat, mendengar keinginan mereka, dan jujur 
dalam pelaksanaannya.  
Dalam hal ini peranan pemimpin pendapat menjadi relevan untuk dibincangkan, 
karena para pemimpin pendapat mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat. 
Sedangkan kepemimpinan pemimpin pendapat adalah mempunyai kemampuan 
mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang secara formal sesuai dengan kehendak si 
pemimpin melalui hubungan sosial telah dibinanya (Ardianto,dkk., 2007). Pemerintah 
sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan 
tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili 
kepentingan seluruh lapisan masyarakat.  
Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan 
kemauan, keperluan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, 
dan selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan kesannya untuk seluruh rakyat. Oleh itu, 
untuk melaksanakan pembangunan nasional, partisipasi rakyat menjadi bahagian yang 
tidak terpisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Secara lebih terperinci, partisipasi 
dalam pembangunan berarti mengambil bahagian atau peranan dalam pembangunan, baik 
dalam bentuk kenyataan mengikuti kegiatan, memberi masukkan berupa pemikiran, 
tenaga, masa, kemahiran, modal, dana atau bahan-bahan, serta ikut memanfaatkan dan 
menikmati hasil-hasilnya. 
C. Posisi Ulama dalam Pembangunan 
  Di antara para pemimpin pendapat yang paling banyak di Indonesia yang 
merangkumi ke seluruh lini kehidupan masyarakat secara meluas adalah ulama. Ulama 
merupakan pemimpin pemeluk agama Islam yang berperan dalam bidang pencerahan 
pemikiran dan wawasan keagamaan. Ulama membina umat agar senantiasa berada dalam 
lingkungan yang berlandaskan ajaran agama, nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Sebagai 
individu yang mendapat kepercayaan dari rakyat, masyarakat mengharapkan agar ulama 
lebih daripada sekadar berceramah, berkhutbah dan menyelenggarakan pengajian, atau 
memberi tuntunan dan pengarahan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraannya, 
tetapi juga mencari alternatif-alternatif baru untuk penyelesaian soalan-soalan sosial dan 
ekonomi, khususnya jika alternatif yang ada bertentangan dengan ajaran agama.  
82 
 
 Ulama, yang menyadari kedudukan mereka sebagai pewaris nabi, mesti merasa 
bertanggung jawab untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan, bukan hanya 
terbatas dalam memberikan nasihat dan fatwa, tetapi juga perlu terlibat dalam bidang-
bidang perancangan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta menilai baik-
buruknya kesan yang diberikannya berdasarkan nilai-nilai yang diamanatkan Tuhan 
melalui Kitab Suci-Nya (Shihab, 2001). Pemerintah, yang sadar akan fungsi agama dan 
pengaruhnya yang besar dalam menggalakkan pembangunan, mengharapkan ulama 
menjadi teman/parner utama pemerintah dalam segala waktu dan persoalan, khususnya 
dalam menggalakkan masyarakat meningkatkan peranan serta mereka dalam 
pembangunan melalui pendedahan ajaran-ajaran agama serta persesuaiannya dengan 
langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan.  
 Namun dalam kenyataannya, masih ada pelbagai jurang antara pemerintah 
dengan pemimpin pendapat, terutama dari kalangan ulama, yang berbeda pemahaman 
dalam merealisasikan partisipasi ini. Shihab (2011) mengatakan bahwa jurang ini antara lain 
disebabkan karena partisipasi ulama dalam pembangunan tidak meliputi bidang-bidang 
perancangan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Para ulama merasa bahwa 
mereka hanya terlibat pada saat-saat persoalan telah hampir berakhir, berupa pembacaan 
doa, atau pada saat timbul keresahan dalam masyarakat karena penilaian negatif mereka 
terhadap salah satu kebijaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, agaknya perlu dikaji 
sebab-sebab ketidaksempurnaan tersebut dari aspek komunikasi. Apakah karena 
ketidakupayaan ulama dalam partisipasinya, atau karena keengganan pemerintah, lantaran 
satu dan lain hal untuk melibatkan mereka.  
 Beberapa tokoh agama dan politik nampaknya kurang mampu melihat dengan 
tepat hubungan antara agama dan negara. Di antara tokoh agama ada yang berusaha 
merapat pada para pejabat negara, mengharapkan negara ikut mencukupi keperluan-
keperluan dalaman agama atau golongan mereka saja. Sementara itu beberapa pejabat 
negara juga berusaha merapat pada para tokoh agama, mengharapkan sokongan kebijakan-
kebijakan pemerintah dan legitimasi politik saja. Kecenderungan seperti ini akan dapat 
melemahkan kedudukan ulama dalam proses pembangunan. Lebih-lebih lagi manakala 
keadaan seperti ini sengaja dibiarkan berlarut-larut. Bahkan ada kecenderungan untuk 
melepaskan partisipasi ulama dalam proses pembangunan. Seolah-olah para ahli politik 
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tidak ikhlas bilamana ada partisipasi para ulama yang mereka anggap sebagai sesuatu yang 
boleh menghalang program yang dirancang.  
 Untuk meningkatkan peranan serta ulama dalam pembangunan, perlu 
dipertingkatkan pemahaman kepada khalayak dan pemerintah sehingga ada perubahan 
sikap terhadap fungsi ulama dalam konteks kepentingan bangsa dan masyarakat. 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya bermula dari tahap 
pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil, dan penilaian aktivitas. 
Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan 
aktivitas pembangunan yang bersepadu secara berpotensi (Dwiningrum, 2011). Bila 
dikaitkan dengan pendapat tersebut di atas, maka seharusnya ulama juga mendapat ruang 
dan peluang untuk memberikan sumbangan nyata dalam bidang pembangunan; 
 Pertama, partisipasi dalam membuat keputusan. Berkaitan dengan hal ini, maka 
partisipasi ulama dalam membuat keputusan ini berkaitan dengan penentuan alternatif 
menuju kata sepakat tentang berbagai ide yang berkaitan dengan kepentingan bersama. 
Partisipasi dalam bidang ini sangat penting, karena ulama sebagai wakil masyarakat, 
walaupun sifatnya adalah informal, sepatutnya tetap mengetahui orientasi pembangunan. 
Mekanisme yang boleh dilakukan sebagai manifestasi dari partisipasi seperti ini, antara lain 
melalui kehadiran dalam forum musyawarah, perbincangan, sumbangan pemikiran, 
tanggapan atau penolakan terhadap program yang dirancang. 
 Pemikiran ulama ini dapat disampaikan dalam bentuk komunikasi langsung 
dengan pemerintah, melalui tulisan-tulisan dalam buku yang diterbitkan, naskah ceramah 
dan khutbah, ataupun melalui ceramah-ceramah agama yang disampaikan di masjid, surau, 
langgar atau bentuk komunikasi lain. Tentu apa yang disampaikan oleh para ulama dalam 
musyawarah atau melalui komunikasi langsung dengan pemerintah ini sudah melalui 
pemikiran yang matang dan mahal aspek kemaslahatan umat serta sesuai dengan norma-
norma budaya dan ajaran agama. Partisipasi ulama dalam proses membuat keputusan 
seperti ini, senantiasa mendapat sokongan dari masyarakat. Untuk melibatkan kedudukan 
ulama dalam perancangan, perlu ada mekanisme yang mempunyai landasan undang-
undang yang boleh dijadikan pegangan bagi ulama untuk menyampaikan ideanya. Dasar 
undang-undang ini sangat penting untuk kedudukan ulama tidak hanya terbatas 
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pendamping saja, melainkan memperolehi kuasa yang sifatnya rasmi ikut dalam 
mengambil keputusan. 
 Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ulama dalam pelaksanaan 
program pembangunan merupakan lanjutan dari rancangan yang telah dipersetujui 
sebelumnya, baik berkaitan dengan perancangan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam 
pelaksanaan program, amat diperlukan partisipasi pelbagai unsur, khususnya pemerintah 
dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber-sumber utama pembangunan. 
 Dalam suatu proses pembangunan yang bersifat pisik, tidak sepatutnya bererti 
para ulama akan terlibat secara langsung secara teknikal menangani pelbagai perkara 
berkaitan dengan pembangunan itu. Partisipasi para ulama dalam proses ini lebih kepada 
usaha yang dilaksanakan oleh para penanggungjawab pembangunan agar tetap berada 
pada jalur yang sebenarnya. Sementara dalam pembangunan yang sifatnya non pisik 
seperti pendidikan, pembinaan mental dan budaya, ulama boleh mempunyai peranan yang 
lebih pada pengarahan supaya proses yang dilaksanakan dapat memenuhi sasaran yang 
ingin dicapai. 
 Ketiga, partisipasi dalam turun manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari jumlah 
maupun kuantiti dari hasil pelaksanaan program yang boleh dicapai, dari segi kualiti, 
kejayaan suatu program ditandakan dengan adanya peningkatan luaran. Sedangkan dari 
segi kuantitas boleh dilihat dari seberapa persen kejayaan program yang dilaksanakan, 
apakah sesuai dengan target yang ditetapkan, atau tidak.  
 Pengambilan manfaat sebagai hasil daripada proses pembangunan sangat penting 
untuk mendapatkan gambaran yang padu dan memenuhi pelbagai aspek berkaitan dengan 
tujuannya. Pada saat sejumlah kesejahteraan ekonomi dan kemajuan teknologi telah 
tercapai sebagai sebahagian daripada proses pembangunan, hendaklah diarahkan untuk 
tidak sampai memusnahkan atau mengabaikan sejumlah besar sumber sosial yang mungkin 
telah ada dalam masyarakat sebelum adanya pembangunan itu. Peranan masyarakat desa, 
sistem kekeluargaan bersepadu, kasta, keluarga besar, rumah ibadah seperti masjid dan 
gereja-gereja, dan sebagainya tidak boleh lemah sebagai kesan daripada pembangunan. 
 Keempat, partisipasi dalam penilaian. Partisipasi ulama dalam penilaian ini 
berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini 
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bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana 
yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Dalam konteks ini, bukanlah peranan ulama 
untuk menilai hasil pembangunan dari aspek teknik. Ulama mempunyai kesempatan untuk 
memberikan penilaian dari aspek kepentingan umat sehingga mendapat faedah dari 
pembangunan. 
 Pembangunan dilaksanakan untuk kepentingan warga negara mengikut 
perancangan dan peraturan-peraturan yang telah dipersetujui. Kejayaan pembangunan 
bergantung kepada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Penilaian terhadap 
pembangunan yang sudah dilaksanakan perlu dibuat bagi mendapatkan gambaran umum 
yang tepat. Hasil penilaian boleh dikategorikan sebagai positif atau negatif. Manakala 
hasilnya positif, tentu perlu ditindaklanjuti sehingga dalam melaksanakan pembangunan 
pada episiode seterusnya senantiasa memperoleh hasil yang positif pula. Demikian pula 
sebaliknya, bila dari hasil penilaian ternyata pilihan negatif atau terdapat kekurangan-
kekurangan, maka sepantasnya ditemukan penyelesaian atas masalah yang dihadapi. 
D. Keterkaitan Ulama dan Pemerintah 
Fenomena hubungan antara ulama dengan pemerintah sudah menjadi sejarah 
yang sangat penting dalam peradaban Islam.  Apabila kita merujuk kepada sejarah masa 
awal kelahiran Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, hubungan ulama 
dengan pemerintahan sebuah negara adalah sangat erat. Hanya saja pada masa 
kepemimpinan Rasulullah dan empat khalifah pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidun dengan 
pemerintahan Islam sesudahnya hingga sekarang, termasuk di Indonesia, terdapat 
perbedaan. Pada masa Rasulullah dan para sahabat, hubungan ulama dengan pemerintah 
tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ini terjadi karena predikat ulama 
sekaligus pemerintah memang melekat pada diri Rasulullah dan para sahabat ini. Setelah 
masa Rasulullah dan sahabat hingga saat ini, ada kecenderungan pemisahan antara agama 
sebagai wilayah otoritas kaum ulama, dan urusan politik dianggap sebagai wilayah otoritas 
pemerintah (Rosyidin, 2004). 
Dari segi pengangkatan para pemimpin pada saat itu dilaksanakan dengan cara 
musyawarah dengan mengedepankan kredibilitas dan kapasitasnya serta keteladanannya 
dalam kehidupan dan pelaksanaan ibadah. Sedangkan pada saat ini, kecenderungan 
penentuan pemerintah dilaksanakan dengan cara pemilihan yang ditentukan dengan 
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jumlah suara terbanyak. Sementara itu, untuk menentukan ulama tidak banyak perbedaan 
mencolok, kecuali dari segi keilmuan dan pengamalannya. Ulama saat ini lebih dikenal 
sebagai orang yang menguasai ilmu agama dan mampu melaksanakannya. Antara ulama 
dengan pemerintah sesungguhnya memiliki fungsi yang sama, yakni melakukan 
pembinaan dan pengaturan kepada masyarakat. 
Tujuan utama sebuah negara adalah untuk menciptakan kehidupan yang 
sejahtera, adil dan makmur bagi segenap warganegaranya, baik dari aspek jasmani maupun 
rohani. Kedua aspek ini haruslah diupayakan secara berimbang, beriringan, dan saling 
melengkapi antara satu aspek dengan aspek lainnya. Pembangunan yang tidak berimbang 
yang hanya mengutamakan satu aspek semata, akan menimbulkan permasalahan di 
kemudian hari,  apakah itu bila diutamakan aspek rohaninya saja ataukah aspek 
jasmaniahnya semata. Untuk mencapai kedua aspek ini, peranan ulama dan pemerintah 
memiliki hubungan yang sangat penting. Bila pemerintah akan lebih mengarahkan 
tanggung jawab pelaksanaan tugasnya ke dalam aspek jasmaniah, materi, atau pisik. 
Sedangkan ulama dikenal lebih mencerminkan pelaksanaan tugas dalam bidang rohani, 
mental maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan ini, maka hubungan ulama dengan 
pemerintah haruslah  mengedepankan azas kejujuran, keterbukaan dan saling menghargai. 
Akan tetapi, hubungan ulama terhadap pemerintah semestinya tetap pada jalur yang benar. 
Manakala terdapat hubungan yang kurang benar antara ulama dengan pemerintah, maka 
tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan yang perlu didiskusikan. 
Dalam salah satu hadits yang terjemahannya: “Sejahat-jahatnya ulama adalah ulama 
yang mendatangi penguasa. Dan sebaik-baiknya penguasa adalah mereka yang mendatangi ulama” 
(H.R. Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Dalam hadits lain disebutkan bahwa : “Para ulama 
adalah kepercayaannya kepada rasul selama mereka tidak berkecimpung dengan kekuasaan serta 
memasuki keduniaan. Jika mereka berkecimpung dengan urusan kekuasaan serta memasuki urusan 
keduniaan, maka mereka telah mengkhianati para rasul. Oleh karena itu, hati-hatilah terhadap 
mereka (H.R. Al-‘Aqili dari Anas).  Tentu terhadap kedua hadits di atas boleh jadi akan 
menimbulkan banyak tafsiran dan berbagai pendapat sesuai dengan persepsi masing-
masing pihak. Nurbayan (2011), menjelaskan  hadits di atas memberi pengertian bahwa di 
antara karakteristik seorang ulama adalah tidak berambisi terhadap harta dan kekuasaan. 
Sesungguhnya berambisi itu bukanlah sesuatu yang dilarang jika itu dilakukan dengan cara 
yang tepat dan benar untuk tujuan jangka panjang yang lebih besar, demi kemaslahatan 
87 
 
orang banyak, misalnya. Berambisi yang tidak dibenarkan yang dimaksudkan dalam hal ini 
adalah dapat ditafsirkan sebagai upaya yang dilakukan dengan berbagai bentuk untuk 
memperoleh sesuatu tanpa memandang etika, sopan santun, adab dan norma-norma 
budaya, termasuk pula dengan tidak mengindahkan ajaran agama, terutama bila itu 
dilakukan dengan tujuan jangka pendek, untuk memburu harta dan kekuasaan semata 
demi kepentingan pribadi, golongan atau kelompok tertentu. Terlebih lagi bilamana dalam 
upayanya ini ada kecenderungan untuk mengorbankan pihak lain atau merugikan pihak 
tertentu. 
Ada   pertanyaan yang sering muncul dalam berbagai diskusi, menimbulkan pro 
dan kontra serta berbagai tafsir yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lain. Seperti 
apakah sebaiknya hubungan antara ulama dengan pemerintah? Apakah ulama yang 
mendatangi pemerintah? Ataukah pemerintah yang mengunjungi ulama? Bila dikaitkan 
dengan hadits tersebut di atas, maka ulama yang mendatangi pemerintah adalah berkesan 
negatif. Akan tetapi perlu juga dilihat dalam konteks yang bagaimana hal bisa dikatakan 
negatif. Manakalah tujuannya adalah untuk mencari harta dan kekuasaan, maka 
kedatangan ulama kepada pemerintah merupakan hal yang kurang terpuji. Sebaliknya, bila 
kedatangan ulama kepada pemerintah dalam arti untuk tujuan kemaslahatan umat, 
membicarakan pembangunan agar berjalan sesuai dengan aturan, menyampaikan saran-
saran juga nasihat untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh 
negara, maka konteks hadits tersebut perlu didiskusikan lebih lanjut. KH.Nasruddin Razak 
Aryanti (2011) mengatakan bahwa  jika negara ini diibaratkan tubuh manusia yang 
terdiri dari berbagai sistem, sedangkan rakyat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di 
seluruh tubuh, termasuk di seluruh sistem yang ada didalamnya. Bagaimana tubuh dan 
sistem yang ada didalamnya bekerja dengan baik tanpa adanya darah yang mengalir. Jika 
tidak, tubuh yang sehat tidak akan mungkin ada. Dengan demikian, partisipasi ulama 
dalam bidang ini juga  menunjukkan adanya integritas mental dan komitmen moral rakyat 
terhadap sistem politik yang ada. Keterlibatan ulama sebagai wakil masyarakat merupakan 
komponen penting dalam pembangunan, karena salah satu tolok ukur kemajuan 
pembangunan, khususnya demokrasi dapat dilihat dari tingkat partisipasi warganegaranya.     
Dalam hal ini, sepatutnya memang perlu ada koordinasi dan saling pemahaman 
antara peran yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Pemerintah tak boleh 
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mendominasi masalah politik kenegaraan semata, sedangkan kepada ulama diserahkan 
hanya mengurusi masalah umat. Tentu ini menimbulkan diskriminasi dan pembelengguan 
hak-hak politik warga negaraserta mengurangi bentuk partisipasi warga. Sebab partisipasi 
rakyat menjadi hal yang penting dalam pembangunan dan menjadi  wahana bagi 
pendidikan politik rakyat. Kepada pemerintah diberikan kekuasaan juga fasilitas, 
sementara kepada ulama tak memperoleh sebagaimana yang diperoleh oleh pemerintah. Ini 
menjadi suatu kejanggalan yang perlu dicarikan solusinya. Pemerintah terkesan hanya 
membutuhkan ulama ketika ada masalah yang berkaitan dengan konflik dalam masyarakat, 
juga untuk memperoleh legitimasi atau pembenaran atas kebijakan yang dilakukan oleh 
pemerintah. KB 
Ulama mesti diberikan ruang untuk memberikan partisipasinya dalam bidang 
pembangunan, tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan. Partisipasi politik 
ulama dan partisipasi dalam bidang lain adalah mencerminkan hak-haknya sebagai warga 
negaradan merupakan bentuk tanggungjawab yang besar kepada negara. Untuk 
mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat yang dalam hal ini dapat diwakili oleh 
kalangan ulama, dapat dilihat dari keterlibatan dan peran serta aktifnya dalam proses 
pembangunan. Aryanti (2008) menyebut beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:    
Pertama, partisipasi politik masyarakat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan 
informasi tentang kondisi dan kebutuhan di tingkat bawah. Informasi ini lah yang 
seharusnya digunakan sebagai masukan untuk merancang program pembangunan.  
Kedua, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan akan maksimal apabila rakyat 
dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan sehingga akan muncul rasa memiliki 
terhadap perlaksanaan pembangunan.  
Ketiga, dengan melibatkan rakyat akan menumbuhkan partisipasi politik. Pemberdayaan 
politik masyarakat dilakukan idealnya dengan tujuan untuk melayani masyarakat dan 
menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan sehingga dalam proses 
pembangunan bukan menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan. Dengan 
demikian kedewasaan politik mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan 
pelaksanaan pembangunan.  
Ulama dalam konteks politik menempati posisi yang sangat strategis di tengah-
tengah masyarakat karena peran mereka sebagai pemimpin-pemimpin informal yang 
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berpengaruh. Dan pemerintah di sisi lain, merupakan pihak yang sangat penting dalam 
kaitannya dengan pengaturan berbagai kepentingan masyarakat, sehingga hubungan 
keduanya menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik (Rosyidin, 2004). 
Pemerintah secara politik berperan melaksanakan tanggung jawab untuk memimpin 
pengaturan negara. Pemerintah yang berperan sebagai pemegang kekuasaan. Namun 
demikian perlu pula dipahami bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah mestilah 
sejalan dengan peranan yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin informal itu. Pemimpin 
tidak hanya memegang jabatan formal-struktural, mereka yang memegang kekuasaan 
kultural juga disebut pemimpin. Yuningsih (2009) mengatakan bahwa kepemimpinan 
politik kultural mempunyai fungsi yang strategis yakni sebagai kekuatan untuk 
mendinamisir masyarakat, memberikan pendidikan politik tentang hak dan kewajiban 
seorang warga negara di akar rumput (grass root). 
Dewasa ini, hubungan antara ulama dengan pemerintah masih terdapat berbagai 
jurang. Dalam pandangan Shihab (2001), jurang ini antara lain disebabkan karena 
partisipasi ulama dalam pembangunan tidak mencakupi bidang-bidang perancangan, 
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Para ulama merasa bahwa mereka hanya 
terlibat pada saat-saat persoalan telah hampir berakhir. Dalam kesempatan lain, ulama 
hanya diminta untuk membacaa doa. Ulama juga akan dilibatkan manakala pihak 
pemerintah mengalami hambatan dalam menangani masalah keselamatan negara, semisal  
saat timbul keresahan dalam masyarakat lantaran penilaian negatif mereka terhadap salah 
satu kebijaksanaan pembangunan yang mengakibatkan adanya konflik dan rusuhan. 
Mengikut Ashari Tambunan (2011) sebenarnya ulama memiliki peranan strategis untuk 
menangani urusan kemasyarakatan dan membantu dalam menyelesaikan masalah 
keumatan. Sayangnya,  sebagian ulama tidak berpikir seperti itu sehingga kurang bersedia 
menjalankan peranan keumatan karena dinilai hanya berkaitan dengan urusan duniawi. 
Tugas utama ulama adalah mendidik umat dalam segala aspek kehidupan, 
termasuk juga dalam pembangunan. Partisipasi ulama dalam seluruh aspek pembangunan 
diyakini akan mampu menarik sokongan daripada masyarakat, karena mereka meyakini 
keterlibatan ini boleh memberikan manfaat dan kejayaan. Selama ini, ulama tidak banyak 
ikut dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan pembangunan. 
Dampaknya adalah pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidak 
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sepenuhnya berjaya membawa kesejahteraan masyarakat. Pembangunan juga cenderung 
mengalami hambatan dan penolakan daripada warga negara  
  
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara ulama dengan 
pemerintah adalah saling melengkapi. Tanpa peranan ulama dalam pembangunan, apalagi 
dengan mengerdilkan peranan ulama, kelihatan bahwa pembangunan yang selama ini 
digalakkan cenderung hanya bertujuan untuk kepentingan materi semata. Banyaknya 
perkara-perkara yang sesungguhnya tidak perlu terjadi di negeri ini, boleh jadi disebabkan 
oleh kurangnya partisipasi kalangan ulama dalam pembangunan. Pemerintah 
melaksanakan sendiri pembangunan karena merasa lebih berkuasa dan memiliki 
kewenangan penuh. Peran ulama seolah-olah dipinggirkan. Ke depan, kecenderungan 
seperti ini mestilah diminimalisir dan dihindari sepenuhnya. Pemerintah harus 
memberikan kesempatan dan mengajak kaum ulama untuk membicarakan konsep 
pembangunan nasional. 























Bab V  
 Peran Komunikasi Politik Ulama 
 
A. Hubungan Dakwah dan Politik 
Pembicaraan tentang hubungan dakwah dengan politik merupakan sesuatu yang 
amat penting, karena keduanya merupakan faktor pendukung yang sangat diperlukan 
dalam rangka menuntun umat menuju tujuan hidupnya. Sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya, Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik, karena sejak zaman 
Rasul hingga para Sahabatnya, Islam memegang kendali untuk mengatur aspek 
kemasyarakatan dalam kehidupan keseharian. Bahkan saat itu, sebagai seorang Rasul atau 
Khalifah yang mengajarkan Islam kepada umatnya, Rasul dan Sahabat juga berfungsi 
sebagai kepala pemerintahan. 
Hubungan erat antara Islam dan politik sebagaimana telah ditunjukkan dalam 
keterlibatan nyata umat Islam dalam urusan-urusan politik, bukan sekedar penjelmaan 
realitas sejarah tapi juga penjelmaan dari ketentuan agama. Bahkan menurut Bernard Lewis, 
“Islam terkait dengan kekuasaan sejak awal kelahirannya, dari masa-masa formatifnya di 
zaman Nabi dan para khalifah sesudah Nabi wafat. Hubungan agama dan kekuasaan, umat 
dan masyarakat politik ini, dapat dilihat dalam al-Qur’an sendiri dan dalam teks-teks 
keagamaan yang lain yang merupakan sandaran bagi keyakinan umat Islam” (Syamsuddin, 
2001). Pandangan ini menunjukkan bahwa sejarah dan ajaran agama sangat mendukung 
terciptanya keharmonisan antara dakwah dengan politik. 
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Politik akan mengatur tentang kenegaraan, sementara dakwah lebih dari sekedar 
itu. Ulama yang memahami posisinya sebagai pelaksana risalah dakwah Rasulullah Saw. 
dalam menyebarkan ajaran agama Islam untuk menyeru umat kepada kebaikan dalam 
kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari dari segala perbuatan 
yang buruk, tercela, hina, dan segala jenis perbuatan yang tidak terpuji lainnya, yang 
termaktub dalam konsep amar makruf nahi mungkar. Ma'ruf ditafsirkan sebagai segala 
sesuatu perbuatan yang baik dari sudut pandang akal dan syariah. Lawannya adalah 
munkar, yakni perbuatan yang bertentangan   dengan tuntunan akal dan syariah.  
Dari sini kita dengan mudah dapat mengidentifikasi banyak perbuatan yang 
tergolong makruf atau tergolong munkar. Ibadah seperti salat, puasa, dan zikir jelas adalah 
perintah Allah SWT., dan manfaatnya pun dapat dijelaskan secara ilmiah. Menutut ilmu, 
bekerja keras, disiplin, dan hidup hemat juga perintah agama dan sangat perlu untuk 
kepentingan individu dan masyarakat.  
Perbuatan yang berlawanan dengan makruf merupakan  perbuatan munkar. 
Melalaikan ibadah yang menyebabkan manusia mengalami kekeringan rohani adalah  
perbuatan munkar. Demikian pula jika malas bekerja yang mengakibatkan kemiskinan dan 
kesulitan ekonomi, malas belajar yang menyebabkan kebodohan dan ketertinggalan dalam 
banyak hal. Cara hidup yang berlebihan, tidak hemat, menghambur-hamburkan harta boleh 
jadi suatu ketika nanti akan  mendatangkan kebangkrutan adalah perbuatan munkar juga. 
Akan tetapi jenis kemungkaran seperti disebutkan di atas tampaknya belum diresapi oleh 
banyak orang sehingga tidak merasa bersalah dan tidak merasa merugi jika melakukannya.   
Upaya melaksanakan dakwah dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, model, dan 
strategi. Dakwah pada dasarnya adalah proses komunikasi, untuk menyampaikan pesan-
pesan kebaikan kepada umat manusia. Proses komunikasi yang disampaikan dalam 
berdakwah biasanya dengan cara lisan dan tulisan. Ulama banyak memberikan nasihat atau 
ceramah kepada umatnya melalui komunikasi massa dan komunikasi antarpribadi.  Melalui 
komunikasi massa dapat dilihat ketika seorang ulama berceramah di masjid, surau atau 
dalam gedung maupun lapangan yang menghadirkan banyak umat. Demikian pula ketika 
ulama berceramah melalui media komunikasi massa seperti televisi maupun radio, baik 
yang disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk rekaman atau siaran tunda. Selain 
itu, ulama juga sering menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam melalui komunikasi 
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antarpribadi, seperti pertemuan dengan seseorang   yang memerlukan penjelasan terhadap 
suatu masalah.  
Ulama juga ketika melakukan hubungan atau silaturrahim kepada kalangan pejabat 
pemerintah atau pihak lain yang dilakukan secara tatap muka dalam jumlah yang terbatas. 
Baik yang dilakukan melaui komunikasi massa maupun melalui komunikasi antarpribadi 
ini, terdapat masing-masing kelebihan dan kekurangan. Namun demikian, dakwah yang 
dilakukan tersebut semuanya tertuju untuk terdapatnya kesamaan pandangan terhadap 
satu masalah, terutama yang terkait dengan perkara yang berkaitan dengan masalah agama. 
Ada perbedaan pola penerimaan dakwah yang disampaikan oleh ulama terhadap 
dakwah itu. Jika dakwah yang dilakukan oleh ulama itu adalah suatu kebaikan atau 
keburukan. Mengajak umat melaksanakan kebaikan cenderung lebih aman. Misalnya, 
ajakan untuk melaksanakan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah, haji. Berbuat 
baik kepada tetangga, membantu sesama warga, menghormati orang lain sesuai dasar 
kemanusiaan tanpa membedakan agamanya, semua ini mudah untuk disampaikan dan 
cenderung aman tanpa ada pihak yang melakukan hal-hal yang kontraproduktif, sepanjang 
hal itu disampaikan secara benar dan hikmah.  
Sementara dakwah yang menyeru umat kepada mencegah keburukan, baik yang 
buruk untuk dirinya sendiri maupun yang berimbas keburukan itu pada orang lain, 
cenderung mendapatkan atau menimbulkan gesekan bahkan perlawanan dari pihak-pihak 
tertentu, terutama mereka yang merasa dirugikan atas dakwah tersebut. Misalnya, seruan 
jangan berjudi, larangan berzina, mempermainkan perempuan, hindari korupsi, bisa 
menimbulkan perlawanan. 
Pihak-pihak yang merasa tersinggung dan dirugikan dengan ceramah seperti ini, 
akan berusaha melakukan serangan balik, baik secara langsung maupun secara tidak 
langsung. Misalnya seorang ulama mengatakan kepada seseorang yang diindikasikan 
menjadi beking perjudian, untuk menghentikan aktivitasnya karena tidak sesuai dengan 
ajaran agama. Mau tak mau sang si pembeking judi ini pasti tidak terima, demikian juga 
orang yang gemar berjudi. Termasuk juga seorang perempuan yang selama ini menjadi 
pelaku perzinahan yang memperjualkan dirinya kepada lelaki hidung belang dengan 
mengharapkan upah, tentunya tidak akan dengan mudah mau menerima ceramah seperti 
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itu. Seorang pejabat negara yang sudah diyakini oleh sebagian besar masyarakat sebagai 
pelaku tindak pidana korupsi, tak mudah menerima diceramahi supaya tidak korupsi.  
Para pelaku tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku yang 
menyimpang dari ajaran agama, sudah barang tentu adalah dengan berbagai motif. 
Misalnya, motif kesenangan, untuk melampiaskan hawa nafsu, demi mencari kehidupan 
yang lebih mewah, menambah pendapatan, dan seterusnya. Motif-motif seperti ini terjadi 
melampaui kemampuannya dalam mengendalikan emosinya. Mereka pada umumnya 
adalah orang-orang yang sudah berada di luar rasional. Untuk melanggengkan tindakan-
tindakan tidak terpuji ini, mereka tidak jarang menggunakan segala cara, apakah dengan 
cara yang baik-baik bahkan bila memandang perlu dengan menggunakan cara kekerasan.  
Untuk mengatasi perilaku-perilaku seperti ini, dalam era sekarang ini bukanlah dengan 
cara kekerasan pula. Memanglah dalam ajaran agama dikatakan bahwa mencegah 
keburukan dengan tangan merupakan jalan paling tinggi imannya. Sedangkan mencegah 
keburuhkan dengan hanya mengandalkan ceramah dengan lidah, merupakan serendah-
rendahnya iman. 
Dalam konteks ini, menurut penulis melakukan upaya pencegahan keburukan dan 
tindakan-tindakan yang melanggar norma agama, untuk mencapai iman yang tinggi, tidak 
hanya dipahami dengan jalan menggunakan tangan saja atau katakanlah dengan kekerasan 
juga. Perlu ada upaya keras lainnya yang dilakukan untuk mencegahnya tanpa harus 
melakukan benturan secara pisik. Ulama juga memahami bahwa tidak mungkin lagi 
melakukan pencegahan keburukan dengan kekerasan, terutama yang dilakukan oleh orang 
lain yang sudah menjadi fenomena masyarakat. Apabila pencegahan keburukan dengan 
kekerasan, dalam keluarga, misalnya, masih dimungkinkan dalam batas-batas tertentu. 
Namun untuk ukuran yang jauh lebih besar, masyarakat luas, dewasa ini tampaknya tidak 
ada lagi. Ulama juga sudah tidak ada lagi yang melakukan pencegahan kekerasan secara 
pisik. 
Satu antara cara yang perlu dilakukan untuk mencegah keburukan di negara kita 
adalah dengan jalur politik. Indonesia mesti memiliki jumlah warga negarayang menganut 
agama Islam sebagai jumlah yang paling banyak, akan tetapi dasar negaranya bukan agama 
Islam. Oleh karena itu, ajaran Islam tidak secara otomatis menjadi landasan bagi kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Semua aturan hukum di Indonesia dilandaskan kepada hukum 
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yang berlaku dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semua aturan 
hukum itu merupakan proses politik yang dilakukan oleh para elit-elit politik dan para 
pemimpin nasional lainnya. Melalui proses politik, negara membuat aturan yang mengikat 
seluruh warganegaranya. 
Di sinilah kaitannya antara dakwah dengan politik. Upaya dakwah amar makruf 
nahi mungkar, pembinaan kehidupan umat, mengembangkan ajaran Islam, memelihara 
semangat kehidupan beragama di negeri ini, dapat dilakukan dengan jalur politik. 
Terhadap konten dakwah ajaran Islam yang dipandang dapat menimbulkan pro-kontra di 
kalangan umat Islam itu sendiri maupun yang patut diduga akan berbenturan dengan 
penganut agama lain, dapat dibuatkan aturan oleh negara. Aturan-aturan tersebut lahir dari 
proses politik. Misalnya, tentang minuman keras. Semua umat beragama tidak ada yang 
membenarkan minum-minuman keras yang menggangu orang lain dan dilakukan di 
tengah-tengah kehidupan orang banyak. Berjudi juga demikian. Akan tetapi bagi individu-
individu tertentu, perilaku minum-minuman keras dan berjudi adalah kegemarannya, 
bahkan menjadi mata pencahariannya. Ulama yang berdakwah tentang hal ini kepada 
mereka, tentu akan dianggap angin lalu, bahkan boleh jadi menimbulkan sikap tidak enak 
hati yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang kasar. 
Melalui ranah politik dapat diatur sedemikian rupa untuk menjangkau peraturan 
yang mengatur kehidupan warga negaraberdasarkan ajaran agama.  Melalui politik juga 
dalam menampung aspirasi umat Islam. Secara teoritik, menurut Ma’arif (1999) aspirasi 
politik Islam tidak lain dari adanya wawasan moral tentang kekuasaan. Bagi Islam, apa 
yang bernama kekuasaan politik haruslah dijadikan perangkat yang penting untuk 
mencapai tujuan Islam di muka bumi. Di antara tujuan itu ialah tegaknya keadilan, 
kemerdekaan, humanisme elaliter, di atas landasan tauhid. Nilai-nilai yang merupakan  
tuntutan abadi umat manusia ini tidaklah boleh tergantung di awang-awang. Ia harus 
dibumikan. Untuk pembumian inilah perangkat kekuasaan itu menjadi perangkat yang 
sangat vital. 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya substansinya  juga 
mencerminkan kehidupan beragama. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pihak-pihak 
yang cenderung mendeskriditkan ajaran-ajaran Islam yang dilembagakan oleh negara 
ataupun pemerintah daerah. Penulis sepakat sepenuhnya bahwa, dalam melaksanakan 
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ajaran Islam tidak mesti dengan menggembar-gemborkan nama, simbol, dan lambang. 
Memang substansi itu lebih penting daripada sekedar kulit. Oleh karena itu, tanpa 
menyebut juga ajaran yang dilembagakan itu adalah ajaran Islam, bilamana hal itu minimal 
tidak melanggar norma-norma budaya, ajaran agama dan tata karma bangsa, perlu 
didukung dan diawasi pelaksanananya. Meminjam istilah Maarif (1999), yang penting 
adalah cita-cita politik Islam dilaksanakan dalam kehidupan politik suatu bangsa. 
Misalnya, kembali ke aturan minum-minuman keras dan berjudi. Di Malaysia, 
konstitusi negaranya yang berdasarkan agama Islam, melarang perbuatan itu. Dan itu 
hanya berlaku bagi kalangan umat Islam saja. Sedangkan bagi penganut agama lain, tidak 
ada larangan, bahkan pemerintah Malaysia memberikan fasilitas untuk berjudi dan minum-
minuman keras. Meskipun masih menimbulkan perdebatan, tentu dilihat dari kepentingan 
dakwah, utamanya supaya tidak menjalar ke tengah-tengah masyarakat, peraturan seperti 
itu boleh dibuat di Indonesia. Semua itu perlu aturan yang mengikat bagi segenap warga 
negaradan inilah peran politik. 
Ulama perlu memasuki wilayah politik, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Keterlibatan ulama dalam politik sama halnya dalam memberikan partisipasi 
dalam pembangunan. Partisipasi adalah bagian penting dalam sebuah negara demokrasi. 
Sebagaimana dikatakan oleh Aryanti (2008)  yang perlu ditegaskan adalah bahwa 
partisipasi politik bukan semata-mata partisipasi masyarakat dibidang politik akan tetapi 
lebih pada pentingnya dukungan politis rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.  Ulama 
tahu bahwa banyak ajaran-ajaran Islam yang semestinya diterapkan di negara ini, demikian 
pula sebaliknya ada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam yang masih 
digandrungi oleh sebagian masyarakat. Upaya dakwah melalui jalur politik ini, hanya 
dapat dilaksanakan bila para elit-elit politik memiliki ilmu pengetahuan agama dan 
kemauan yang kuat untuk mengukuhkannya. Warga negara yang paham akan ajaran Islam 
secara mendalam dan dapat mengamalkannya, bila masuk dalam arena politik, akan 
memudahkan untuk membuat aturan-aturan yang mendukung gerakan dakwah Islam yang 
selama ini dilakukan oleh para ulama. 
Konsep keterlibatan ulama dalam politik ini, relevan dengan gagasan  Maa’rif (1999) 
bahwa demokrasi dapat dijadikan perangkat untuk mencapai tujuan-tujuan Islam, dengan 
syarat bahwa manusia pendukung yang terlibat dalam menjalankan demokrasi itu, elit 
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politik, pejabat pemerintah, aktivis kelompok kepentingan, merupakan manusia yang 
benar-benar  beriman, jujur dan bertaqwa. Apabila para pemegang kekuasaan tersebut 
adalah justru mereka-mereka yang tidak memiliki syarat-syarat tersebut, maka bukan 
kebaikan dan keadilan yang akan menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Akan tetapi yang datang adalah ketidakpastian hukum, 
kezaliman, kekacauan dan kesewenang-wenangan. Dalam kondisi nyata bangsa dewasa ini, 
bila kita merasakan ketidakadilan, maka sesungguhnya pemimpin yang memegang 
kekuasaan itulah yang menjadi faktor utama penyebabnya. 
B. Komunikasi dengan Umat 
 Di antara pemimpin yang diakui oleh masyarakat, kalangan ulama sebagai 
pemimpin informal merupakan yang paling dekat dengan masyarakat. Selain dekat, 
komunikasi ulama dengan masyarakat juga cukup intens. Komunikasi antara  antara ulama 
dengan masyarakat dapat dilaksanakan setiap saat tanpa ada hambatan yang berarti. Setiap 
saat apabila diperlukan, umat dapat bertanya, mencurahkan hati atau konsultasi kepada 
ulama. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan, tingkat ketergantungan 
terhadap ulama masih cukup tinggi. Ulama tidak hanya sekedar bertanya tentang masalah 
keaagamaan, sosial dan kemasyarakatan, lebih dari itu, ulama juga dilibatkan dalam 
pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misalnya, musyarawarah 
kelompok tani untuk menentukan penjatahan air irigasi atau pengairan untuk areal 
persawahan, ulama masih dilibatkan. Demikian pula untuk menentukan, jadwal acara-
acara yang menghadirkan khalayak ramai, seperti upacara pelamaran, pernikahan, dan 
seterusnya, juga peristiwa kebudayaan lainnya. 
Kehadiran ulama dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh umat amat dirasakan 
dan memberikan manfaat yang cukup besar. Ini juga menjadi legitimasi atas solusi yang 
dijadikan untuk mencari jalan keluar bila ada masalah yang dihadapi. Apabila dalam suatu 
forum ulama dilibatkan, selalu saja ada jalan keluarnya. Hal ini karena tingkat kepercayaan 
masyarakat kepada ulama sangat tinggi. Tanpa kehadiran ulama dalam satu forum 
dimaksud, seolah-olah acara tersebut kurang afdal atau sah, karenanya boleh jadi ada 




Sebaliknya, bila ulama ikut terlibat dalam forum itu, hampir dipastikan tidak ada 
pihak yang membantahnya, terutama jika masalah ini tidak berkaitan dengan politik atau 
kegiatan politik kepartaian maupun konflik antarpribadi seseorang. Sebagai contoh adalah 
ketika ada pertengkaran antar warga terkait dengan masalah tanah perbatasan atau 
pembagian hasil pertanian. Masyarakat lebih memberikan kepercayaan kepada ulama 
untuk menentukan jalan keluarnya, dibandingkan apabila masalah ini dibawa ke pihak 
berwajib atau pengadilan. Walaupun kecenderungan hal seperti tersebut  dewasa ini sudah 
mengalami penurunan minat dari masyarakat, akan tetapi masih tetap menjadi tradisi bagi 
sebagian masyarakat lainnya, terutama di daerah-daerah yang kuat pengaruh agamanya, 
seperti lingkungan pesantren atau kawasan yang menerapkan syariat Islam di wilayahnya. 
Dalam keseharian, ulama dapat bertemu dengan masyarakat, hampir selama dua 
puluh empat jam. Khususnya bagi umat Islam, manakala perlu bertemu dengan ulama 
dapat datang ke masjid setiap pelaksanaan shalat berjamaah. Pada umumnya, ulama sering 
berada di masjid. Masjid bagi umat Islam tidak hanya sekedar melaksanakan shalat lima 
waktu saja, akan termasuk di dalamnya untuk membicarakan masalah-masalah sosial, 
kemasyarakatan, ekonomi, bahkan termasuk juga membicarakan masalah politik dalam 
masjid adalah sesuatu yang tidak dilarang.  
Dalam hal ini, penulis kurang sepakat dengan adanya keberatan dari pihak-pihak 
tertentu ketika ada ulama membicarakan masalah politik dalam masjid. Masjid adalah 
tempat beribadah, tidak hanya ibadah khusus, juga ibadah umum, termasuk masalah 
keduniaan yang di dalamnya juga bisa masalah politik. Jadi materi apapun yang 
dibicarakan oleh ulama kepada umatnya dalam masjid adalah sah-sah saja. Melakukan 
pelarangan terhadap konten pembicaraan ulama dalam masjid atas alasan-alasan yang 
sesungguhnya adalah tidak tepat, selain tidak sesuai dengan ajaran Islam, juga tidak 
relevan dengan konsep demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi yang 
didengung-dengungkan sebagian kalangan. Kalaulah sudah ada peraturan yang dibuat 
untuk membatasi pembicaraan ulama dalam masjid, maka peraturan tersebut telah 
melakukan pembelengguan dan mengurangi fungsi komunikasi ulama dengan umatnya, 
sehingga peraturan itu perlu didiskusikan kembali. 
Ulama memiliki peran untuk mencerdaskan pemikiran, memperluas wawasan, dan 
pemahaman umat. Tidak terbatas kepada persoalan agama saja, melainkan mencakupi 
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semua aspek kehidupan umat manusia; termasuk ekonomi, pembangunan, budaya, 
lingkungan hidup, dan tentu juga masalah politik serta kenegaraaan. Ulama harus 
memberikan motivasi dan semangat kepada umatnya untuk turut serta dalam proses 
pembangunan dan mengamankan jalannya pembangunan. Ulama mesti mengarahkan 
umatnya agar peduli terhadap lingkungan hidup; mencintai tanaman, hutan, dan sungai 
misalnya, jangan dicemari atau membakar hutan secara membabi-buta.  
Ulama juga berperan untuk mendorong umat untuk memiliki etos kerja yang tinggi 
untuk mendapatkan penghasilan yang memadai dan bahkan lebih dari sekedar cukup agar 
dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Demikian pula dalam masalah politik, 
peran ulama sangat penting. Misalnya, ulama dapat memberikan informasi kepada umat 
betapa pentingnya pemilihan umum, karena pemilihan umum adalah memilih pemimpin 
yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan bangsa. Di 
samping itu, ulama juga memiliki kewajiban untuk mengarahkan umatnya memilih orang-
orang yang memiliki syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam. 
Justru akan terasa kurang bertanggung jawab manakalah ulama lepas tangan dari 
masalah ini. Ulama mesti memahami kondisi perpolitikan, tidak boleh buta politik, apalagi 
kalau harus menyerahkannnya kepada orang lain. Ulama memang tidak mesti ikut dalam 
arus politik praktis, akan tetapi jangan juga ada larangan untuk itu. Menurut hemat penulis, 
bila ada ulama yang ingin terjun ke gelanggang politik praktis, itu harus didukung oleh 
umat. Karena sebagai ulama yang menguasai ilmu agama yang mendalam, tentunya pada 
saat memimpin atau menjadi pemegang kebijakan, akan menjalankannya sesuai dengan 
landasan agama, minimal sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. 
Ada memang kekhawatiran sebagian kalangan yang kurang mendukung 
keterlibatan ulama dalam politik praktis. Alasannya adalah mengkhawatirkan ulama dapat 
terjerumus ke dunia politik, yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai politik yang 
kotor. Hal ini juga dimaksudkan agar menghindari ulama supaya tidak hilang 
kharismatiknya. Untuk menjawab ini, ada dua argumentasi yang perlu dipertimbangkan: 
1. Sesungguhnya politik itu adalah suci, karena niat utama dalam teori politik adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaharui keadaan yang baik 
menjadi baik, dan melanjutkan keadaan yang baik supaya lebih baik dalam kehidupan 
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bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena politik itu suci, maka orang-orang 
yang mengambil peranan dalam bidang politik, seharusnya adalah orang-orang yang 
suci juga, bersih hatinya, bersih niatnya, dan bersih perilakunya.  
 Bila ada pendapat yang mengatakan bahwa politik itu kotor, maka perlu dicari 
latar belakang yang mendasari mengapa sampai terjadi demikian. Apakah karena faktor 
lingkungan, budaya yang dimiliki selama ini, mekanisme dan sistem yang berlaku, atau 
karena memang orang-orang yang terlibat dalam politik itu yang menjadikannya 
sehingga berlaku demikian. Oleh karena itu, ulama yang memang benar-benar ingin 
mencontohi Rasulullah dalam berdakwah, setidaknya berusaha untuk seperti itu, tentu 
akan terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji seperti yang selama ini 
dikhawatirkan oleh banyak kalangan.  
 Ulama yang memiliki kemampuan, dari segi ilmu, pengalaman, kepemimpinan, 
dan wawasan yang luas, manakala berminat menekuni dunia politik praktis, tidak boleh 
dihalangai. Justeru ini menjadi harapan, karena dia akan dapat melangkahkan dakwah 
ke wilayah yang lebih luas. 
2. Memang ada kekhawatiran ulama akan kehilangan kharismatiknya bila ikut dalam 
kegiatan politik. Untuk itu, kita perlu kembali kepada argumentasi pertama di atas. 
Semua sikap politik memanglah ada dampaknya dari pandangan orang kepadanya. 
Tidak ada yang netral dalam hal ini, karena segala kemungkinan bisa saja terjadi, 
terlepas apakah kemungkinan itu bernuansa positif atau sebaliknya. Pertanyaannya 
adalah, untuk apakah kharismatik seorang ulama? Apa parameter kekharismatikan 
seorang ulama.  
 Ulama yang kharismatik boleh menjadi teladan dan menjadi sumber bertanya bagi 
kalangan umat. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kekharismatikan sesorang ulama 
bukanlah untuk menjadikan dia sebagai sesuatu yang harus dijaga, disanjung dan 
dipuja. Ulama bukanlah milikinya sendiri, dia adalah milik umat. Bila kekhawatiran 
seorang ulama akan dikorbankan, misalnya, untuk kepentingan umat yang lebih besar? 
Selanjutnya adalah, parameter kekharismatikan. Bagi sebagian kalangan, 
kharismatiknya ulama dilihat dari ilmu dan ketawadduannya. Lebih dari itu, perlu pula 
ditambah dengan keberaniannya untuk merubah keadaan umat dalam berbagai bentuk, 
termasuk dalam bidang politik.  
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 Seorang ulama terkenal di Sulawesi Selatan, K.H. Djamaluddin Amien, pada awal 
tahun 2000-an memutuskan untuk masuk ke dalam dunia politik. Menurutnya, 
keputusan itu adalah bagian dari upayanya berperan serata melanjutkan perjuangan 
reformasi yang mana beliau merasa pernah terlibat di dalamnya. Beliau mengatakan 
siap kehilangan kharismatiknya untuk kepentingan atau kemaslahatan yang lebih besar. 
Menurutnya, berjuang melalui partai politik juga merupakan dakwah. 
Dengan demikian, melihat kondisi masyarakat dewasa ini yang sudah semakin 
kompleks, demikian juga keadaan ekonomi dan nasib bangsa, perlu kiranya komunikasi 
antara ulama dengan masyarakat semakin intens, ditingkatkan kualitasnya dan diperluas 
materinya. Ulama tidak cukup hanya ceramah jum’at sekali sepekan. Umat juga tidak 
hanya diam menunggu kehadiran ulama. Kedua belah pihak harus bersinergi untuk 
kepentingan bersama. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hubungan 
komunikasi antara ulama dengan umat adalah : 
1. Dakwah yang disebarkan oleh ulama tidak hanya tertumpu kepada masalah-masalah 
halal dan haram semata. Bagaimana memperhatian kondisi perekonomian umat, 
meningkatkan taraf hidupnya, mencintai lingkungan hidup, melestarikan alam 
sekitarnya, serta masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan umat, 
dapat menjadi materi dakwah.  Lebih dari itu, materi tersebut penting pula 
direalisasikan dimana para ulama bisa menjadi motivatornya. 
2. Ulama mesti menjadi wakil umat berkomunikasi dengan pemerintah. Persoalan 
kemasyarakatan, kenegaraan dan politik, tidak boleh dihindari oleh ulama. Kepentingan 
umat Islam terhadap kondisi kekinian harus diakomodir oleh para ulama untuk 
dimusyawarahkan bersama dengan aparat pemerintah. 
3. Konsintensi dan sikap istiqamah ulama dalam menjalankan fungsinya sebagai juru 
dakwah dan sebagai wakil masyarakat. Dalam hal ini, karakteristik ulama yang menjadi 
ciri khasnya tidak boleh hilang, karena dengan karakteristik itulah yang menyebabkan 
masyarakat memiliki kepercayaan dan kepatuhan kepada ulama. 
C. Interaksi dengan Pemerintah 
Komunikasi merupakan komponen penting dengan kehidupan manusia, karena 
dengan komunikasi memungkinkan setiap individu untuk melakukan interaksi dengan 
pihak lain. Dengan adanya interaksi tersebut, maka sikap, pandangan atau kemauan dari 
102 
 
seseorang dapat diketahui dan dirasakan oleh orang lain yang terlibat langsung dalam 
kegiatan timbal-balik tersebut, yaitu menyampaikan serta menerima pesan (Rudy, 2005). 
Demikian pula halnya dengan komunikasi yang intensif antara ulama dengan pemerintah, 
akan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang berguna bagi kedua belah pihak 
serta untuk kepentingan masyarakat luas. 
Cita-cita yang paling penting bagi bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah meningkatkan kesejahteraan 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas utama untuk mengemban cita-cita tersebut 
terletak pada pundak para pemimpin kita, baik pemimpin formal termasuk para pemimpin 
informal. Dalam hal ini akan sangat terkait dengan peran ulama dan pemerintah. Ulama 
dipahami secara umum sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan 
dalam tentang Agama Islam ( Basyuni, 2005). Pengetahuan tersebut dihayati dan diamalkan 
dalam kehidupan sehari-hari oleh para ulama dalam bentuk akhlak mereka yang mulia, 
yang selanjutnya menjadi teladan bagi segenap umat.  
Seorang individu yang menjadi ulama adalah karena pengakuan dari umat, lebih 
sering diwujudkan dengan pengakuan secara tradisional atau non-formal. Ulama 
mendakwahkan ajaran Islam kepada umat. Sementara itu, pemerintah atau umara dikenal 
secara umum sebagai orang-orang yang memegang kendali pemerintahan. Mereka 
mempunyai kewenangan membuat, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan aturan 
dalam kehidupan masyarakat.  Pemegang kendali pemerintahan atau biasa disebut sebagai 
pemerintah itu juga merupakan pengakuan masyarakat secara formal, yang pengangkatan 
atau pemilihannya diwujudkan dengan suatu peraturan yang berlaku sesuai dengan dasar 
negara itu, seperti melalui pemilihan umum.  
Dalam mengemban tugasnya, antara ulama dan pemerintah pada dasarnya memiliki 
konsep yang sama, yakni membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, dari 
aspek rohani dan jasmani. Dalam pembangunan nasional yang berlangsung sejak 
kemerdekaan bangsa ini diproklamirkan enam puluh tahun yang lalu, tampaknya ada 
pembagian tugas antara ulama dengan pemerintah. Ulama diserahkan untuk membina dari 
aspek rohani, sedangkan pemerintah mengambil inisiatif membangun dari aspek 
jasmaniah. Pembagian tugas dan kewenangan seperti ini sesungguhnya adalah wajar dan 
dapat dipahami. Akan tetapi hasil dari proses yang dilakukan selama ini cenderung tidak 
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membawa hasil sebagaimana diharapkan, bahkan ada indikasi bahwa pembangunan 
nasional yang sudah dilaksanakan selama ini terjadi ketimpangan, karena pemerintah 
dengan segala kewenangan yang ada padanya lebih menekankan pembangunan dalam 
bidang pisik atau materi.  
Tidak dapat dipungkiri dari aspek pisik, pembangunan yang digalakkan oleh 
pemerintah sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun pada sisi lain kita 
juga tidak bisa menutup mata atas keterpurukan moral dan akhlak yang melanda sebagian 
masyarakat sebagai dampak dari ketimpangan pembangunan dimaksud. Terjadinya 
perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, korupsi, kolusi, dan nepotisme misalnya, adalah 
merupakan dampak dari tidak berhasilnya pembangunan nasional dalam bidang rohaniah. 
Demikian juga persoalan moral, seks bebas yang melanda generasi muda, yang sudah 
dianggap menjadi biasa-biasa saja, semakin memperparah rusaknya moral masyarakat.  
Berbagai kasus yang terjadi di tanah air, seperti kerusuhan massa, perkelahian 
pelajar, terorisme, serta tindakan-tindakan yang tidak terpuji lainnya, baik yang dilakukan 
secara perorangan, kelompok, apakah itu teorganisir atau amatiran, menunjukkan bahwa 
pembangunan mental bangsa Indonesia masih jauh dari harapan. Kerusuhan atau konflik 
pada dasarnya terjadi karena adanya ketidakpuasa rohaniah pada diri manusia. Kondisi ini 
sangat rentan untuk dimasuki oleh pihak-pihak yang ingin memprovokasi dan membuat 
kekacauan untuk kepentingan tertentu.  
Terjadinya korupsi dan penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan 
pribadi dan golongan juga merupakan bukti nyata gagalnya pembangunan rohani. Korupsi 
misalnya, adalah dampak dari kehidupan materialism dan keingingan untuk bersenang-
senang di dunia ini. Korupsi terjadi karena ada ruang yang hampa dalam diri seseorang. 
Ketika ruang hampa ini dimasuki oleh keinginan-keinginan yang sesungguhnya bersifat 
kontradiktif dengan hati, maka yang terjadi adalah lemahnya posisi iman untuk 
menghadapi godaan kehidupan dalam berbagai bentuk nyata. 
Untuk menghindari dampak yang lebih luas dari ketimpangan ini, maka tidak boleh 
lagi ada diskriminasi terhadap pencapaian target yang diinginkan. Pembangunan dari 
aspek pisik harus dibarengi dari aspek rohaniah. Dalam hal ini, peranan para pemimpin 
perlu lebih ditingkatkan, yakni para pemimpin formal maupun pemimpin informal 
terutama dari kalangan ulama. Komunikasi antara ulama dengan pemerintah harus 
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dijalankan dengan sikap yang jujur dan adil, agar terhindar dari segala bentuk kecurigaan 
dan kebohongan. Sebab faktor-faktor yang dapat membuat gagalnya sebuah proses 
komunikasi yang sementara berlangsung, misalnya antara ulama dengan pemerintah 
adalah karena ketimpangan informasi.  
Di satu sisi, pemerintah menginginkan agar ulama menjaga keutuhan umat supaya 
hidup tentram, tertib dan aman. Ulama diharapkan memberikan dakwah yang dapat 
mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan serta upaya-upaya yang penting 
dalam membantu pemerintah. Sementara pada sisi lain, justru aparat pemerintah 
melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Sebagai gambaran, misalnya, 
pemerintah membangun sebuah bangunan, yang pada saat dimulainya pengerjaan 
proyeknya dikatakan akan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun dalam 
kenyataannya justru tidak banyak memberi manfaat besar bagi masyarakat.  
Kita bisa melihat banyaknya bangunan yang sia-sia, tidak dimanfaatkan 
sebagaimana mestinya, bahkan sudah rusak dengan sendirinya, adapula yang hilang 
dimanipulasi.  Contoh nyata yang dapat disebutkan di sini adalah bahwa hampir setiap 
intansi dalam pemerintah daerah, memiliki bangunan serbaguna untuk pertemuan berbagai 
jenis kegiatan. Akan tetapi, mereka lebih sering mengadakan rapat di hotel, seperti seminar, 
rapat kerja, pertemuan dan segala jenis kegiatan lainnya. Demikian juga pemerintah daerah 
juga memiliki wisma tamu, tetapi para tetamu justru diinapkan di hotel, dan sebagainya. 
Gejala seperti ini juga terdapat di perguruan tinggi negeri, termasuk perguruan tinggi 
agama Islam yang seharusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi instansi lain 
memanfaatkan fasilitas yang ada.  
Komunikasi yang seharusnya dibangun antara ulama dengan pemerintah 
seyogiyanya tidak dilaksanakan sekedar seremonial semata. Jangan juga, nanti pemerintah 
membutuhkan komunikasi dengan ulama ketika mendapatkan masalah atau persoalan 
yang rumit, misalnya konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyak kasus di 
negeri ini, ulama hanya dijadikan semacam “air  penyejuk” agar umat bisa tenang. Ulama 
juga dicari hanya untuk memimpin doa dalam acara-acara pemerintahan dan seterusnya. 
Pola komunikasi seperti ini perlu dirubah agar tercipta kesepahaman dalam membangun 
bangsa ini demi kemaslahatan bersama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
membangun hubungan komunikasi antara ulama dengan pemerintah, yaitu: 
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1. Intensitas. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan terdahulu, bukan lagi 
persoalan yang perlu diperdebatkan apakah ulama perlu mendatangi pemerintah atau 
sebaliknya. Dalam konteks ini, penulis lebih cenderung untuk mempertemukan azas 
manfaat dan niat yang dikehendaki dalam pertemuan dimaksud. Apabila memang 
ulama menganggap penting untuk mengadakan kunjungan kepada pemerintah demi 
kemaslahatan umat, hal itu adalah suatu keharusan. Harus disadari bahwa sebagai 
manusia, pemerintah juga punya keterbatasan-keterbatasan dalam memandang 
sesuatu. Oleh karena itu, perlu saling mengingatkan dan memberikan masukan-
masukan untuk saling melengkapi satu sama lain. Demikian juga pemerintah tidak 
boleh merasa enggan untuk bertemu dengan ulama, apalagi bila itu merasa khawatir 
akan turunnya wibawa pemerintah. Perlu ada terobosan yang mesti disepakati antara 
ulama dengan pemerintah untuk membuat metode komunikasi yang tepat. Intensitas 
komunikasi diyakini akan mengurangi terjadinya perbedaan persepsi. Justru 
sebaliknya, intensitas komunikasi yang dibangun secara teratur akan memberikan 
solusi yang tepat atas suatu masalah. Dewasa ini amat jarang didengar ada pertemuan 
antara ulama dengan pemerintah dalam forum tertentu untuk membicarakan 
pembangunan, baik dalam skala nasional maupun regional, atau bahkan ke tingkat 
pemerintahan di kelurahan. Pemerintah lebih sering bertemu ulama ketika ada acara-
acara keagamaan saja. Ini menandakan bahwa hubungan antara pemerintah dengan 
ulama masih ada jurang yang mesti diperbaiki. Salah satu cara untuk memperbaiki 
jurang tersebut adalah dengan meningkatkan intensitas komunikasi. 
2. Kapasitas. Ada kecenderungan bahwa pemerintah menganggap urusan pembangunan 
menjadi kewenangannya saja. Secara konstitusional memang seperti itu, karena yang 
bertugas mengatur, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan adalah pemerintah. 
Namun perlu disadari bahwa sebagai negara yang berbudaya menganut sistem 
pemerintahan yang mengakui lembaga-lembaga tradisional dan keagamaan, tugas 
pembangunan juga menjadi bagian dari tugas mereka. Artinya bahwa dalam konteks 
ini, ulama juga memiliki kapasitas untuk diajak berkomunikasi untuk membicakan 
berbagai hal yang berkaitan dengan masyarakat. 
Kapasitas ulama dalam membicarakan pembangunan adalah sangat penting, karena 
pada dasarnya ulamalah yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat, sehingga 
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dialah yang paling tahu keperluan umat. Kapasitas dalam hal ini tidak boleh 
dipandang dari aspek teknis saja, akan tetapi mencakupi lebih daripada itu. 
Pertimbangan secara sosiologis dan asas kemanfaatan atas hasil pembangunan 
nantinya dapat berasal dari para ulama. 
3. Kredibilitas. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada ulama adalah lebih tinggi 
dibandingkan tingkat kepercayaan mereka kepada pemerintah. Ini terjadi karena pola 
komunikasi yang dibangun ulama dengan masyarakat  cukup intens. Sementara 
komunikasi dengan pemerintah, masyarakat menganggap ada hambatan psikologis 
dan prosedural. Dampaknya adalah berimbas kepada tingkat kredibilitas ulama yang 
lebih baik dibanding kepada pemerintah. Ulama dalam pertimbangannya selalu 
dilandasi oleh semangat ajaran agama. Yang mana masyarakat memahami bahwa 
kebijakan yang didasari atas semangat keagamaan memiliki nilai yang tinggi. 
Kredibilitas juga berkaitan dengan perilaku hidup keseharian. Oleh karena itu, ulama 
mestilah mencerminkan sikap yang bijaksana dan terpercaya. 
Oleh karena itu, komunikasi antara ulama dengan pemerintah mesti dibangun dengan 
saling mempercayai satu sama lain, saling menjaga kepercayaan tersebut dan 
menghindari hal-hal yang kemungkinan dapat merugikan pihak-pihak terkait. 
Komunikasi ulama dengan pemerintah harus dilaksanakan dengan jujur dan terbuka. 
Hal-hal yang dapat menyebabkan berkurangnya  kualitas dan kredibilitas komunikasi 
kedua belah pihak mesti dihindari. 
D. Menempatkan Posisi yang Seimbang 
Sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan terdahulu, bahwa  ulama dengan 
pemerintah merupakan pemimpin bagi masyarakat. Kedua jenis kepemimpinan ini masing-
masing berupaya untuk meningkatkan harkat hidup dan martabat bangsa sesuai 
peranannya masing-masing. Ulama berada pada jalur kultural dengan misi membina 
pembangunan rohaniah, melalui dakwah seperti ceramah, khutbah, dan teladan dalam 
masyarakat, termasuk pula mendirikan lembaga-lembaga pendidikan agama sekaligus 
mengajar dan mendidik umat. Sedangkan pemerintah pada jalur struktual sebagai 
penanggung jawab pembangunan dari aspek pisik dan materi, termasuk dalam hal ini 
adalah perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan dalam berbagai sektor 
kehidupan bernegara.  
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Dapat dikatakan bahwa kedua jalur ini adalah sama-sama pentingnya dan 
merupakan pembangunan yang seharusnya tidak ada yang dianaktirikan atau 
dinomorduakan. Dengan kata lain bahwa keberadaan ulama sebagai penanggung jawab 
pembinaan rohani, dalam segala aspek juga mesti memperoleh porsi yang seimbang dengan 
apa yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bidangnya. Oleh karena itu, pemerintah 
mestilah memberikan perhatian yang besar terhadap upaya yang dilakukan oleh ulama, 
tidak menganggap pembinaan proyek mental umat dengan sebelah mata. 
Ulama  memiliki peranan tersendiri yang meniktikberatkan pembangunan rohani 
sebelum menuju pembangunan material. Pembangunan dalam bidang pisik atau material, 
akan lebih sempurna dan afektif apabila pembangunan rohani sudah mapan. Dalam hal ini 
akhlak dan sisi kerohanian umat serta pemerintah sudah harus jauh lebih mapan. Termasuk 
pula yang dimaksudkan di sini adalah akhlak dalam bidang politik-pemerintahan, 
perekonomian, sosial, pendidikan, kebudayaan, perundang-undangan dan sebagainya. 
Memang keberhasilan pembangunan dapat diukur dari sisi pemandangan pisik. Akan 
tetapi sesunggunhnya yang lebih penting adalah manfaat yang dirasakan dari 
pembangunan itu, merupakan tujuan yang lebih utama untuk didahulukan. Pemerintah 
sebagai pelaksana pembangunan, dalam mengemban tugasnya, akan lebih baik bila 
dipegang oleh individi-indivi yang memiliki akhlak dan rohani yang mantap. 
Dalam keterlibatan ulama dalam melaksanakan komunikasi dengan pemerintah 
perlu berada posisi yang berimbang, netral, dan istiqamah. Ulama adalah panutan 
masyarakat, tidak hanya dalam aspek pemahaman agama saja, akan tetapi juga dari aspek 
kehidupan keseharian, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan 
antara ulama dalam memainkan perannya dalam pembangunan tidak harus selalu dalam 
bidang kerohanian saja. Akan tetapi sudah perlu dipertimbangan dengan matang agar 
ulama juga berperan dalam pembangunan pisik atau material. Dalam hal ini tidak 
dimaksudkan bahwa ulama akan turut serta mengangkat cangkul atau linggis dan 
semacamnya untuk dikatakan terlibat dalam pembangunan pisik. Walaupun dalam dari 
aspek kemasyarakatan misalnya, dalam acara kerja bakti atau gotong royong bersama 
masyarakat hal itu bukanlah sesuatu yang tabu. Justru perilaku seperti ini dapat 
mendorong masyarakat untuk lebih bersemangat lagi. 
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Keterlibatan ulama dalam pembangunan yang dimaksudkan di sini adalah upaya 
membangun komunikasi yang lebih berarti dengan pemerintah serta umat, memberikan 
masukan atau informasi yang terkait dengan pembangunan itu sendiri. Bila selama ini, 
ulama amat terbatas keterlibatannya dalam pembangunan, seyogiyanya hal ini lebih 
ditingkatkan lagi, diperluan dan dipatenkan, bahkan bila perlu ada semacam kewajiban 
konstitusional, berupa peraturan pemerintah yang menetapkan ini. Sebagai contoh, dalam 
pengangkatan seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang selama ini hanya dengan 
mengandalkan seleksi tertulis dan persyarakatan pelengkap lainnya. Belum ada 
keterlibatan ulama dalam proses ini. Tugas pegawai pemerintah adalah untuk melayani 
segenap warga negarayang memilik kapabilitas ilmu, kemampuan, dan tentunya akhlak. 
Upaya mengetahui kapabilitas ilmu dan kemampuan seorang calon pegawai bisa diukur 
dengan oleh pemerintah, namun dalam mengukur akhlak seseorang itu, sebaiknya 
melibatkan ulama. Misalnya, apakah calon tersebut telah memahami dan melaksanakan 
agamanya dengan baik. Pegawai yang rawan dalam masalah pemahaman keagamaan, akan 
sulit diharapkan dia akan dapat melayani rakyat dengan sepenuh hati, melainkan hanya 
karena tuntutan pekerjaan saja, kurang ikhlas dan memiliki banyak persoalan. 
Di sinilah pentingnya peranan ulama untuk menempati posisi yang seimbang, 
memberikan kontribusi dalam pembangunan rohaniah warganegara, dalam kesempatan 
tertentu juga boleh dilibatkan dalam pembangunan pisik lainnya. Keterlibatan ulama dalam 
pembangunan pisik tidak sepatutnya dipandang dengan penuh kecurigaan, atau 
pandangan yang mengatakan keterlibatan ini akan membenturkan kepentingan pihak-
pihak tertentu. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa pembangunan yang sementara 
dilaksanakan oleh pemerintah dewasa belum menemukan hasil yang maksimal. Justru yang 
terjadi adalah terdapatnya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan, 
seperti korupsi, seks bebas, serta tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya yang dilakukan 
oleh aparat pemerintah. Satu antara lain faktor yang menyebakan ini adalah, kurangnya 







Bab VI  
 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Politik Ulama 
 
A. Keinginan untuk Berpartisipasi  
  Keterlibatan ulama dalam aktivitas komunikasi politik merupakan bagian dari 
partisipasi politiknya untuk ikut menentukan arah kebijakan negara dan kebijaksanaan 
pemerintah guna mencapai cita-cita negara.  Partisipasi ulama memberikan nuansa positif 
terhadap tatanan kehidupan bernegara. Adanya partisipasi warga negaramenandakan 
bahwa mereka bersedia mendukung kebijaksanaan pemerintah dan, kepada dirinya sendiri 
dapat memperoleh kepuasan tersendiri karena telah ikut menjadi bagian dari kebijaksanaan 
itu.  Berbagai bentuk partisipasi dapat dilakukan oleh warganegara, akan tetapi yang paling 
baik adalah yang tumbuh dari pribadi tanpa ada paksaan, serta dilakukan tanpa berambisi 
untuk memperoleh materi.  
Partisipasi yang timbul atas kesadaran sendiri akan dilaksanakan secara profesional 
dan menjunjung tinggi ketentuan serta mekanisme yang ada, menghilangkan kemungkinan 
munculnya keinginan untuk tujuan yang tidak seharusnya.  Sedangkan munculnya 
partisipasi politik dalam pembangunan diakibatkan oleh adanya rangsangan/penyebab 
yang dibebabkan oleh berbagai faktor. Weiner (dalam Gatara dan Said, 2007), menyebut ada 
lima faktor penyebab munculnya rangsangan partisipasi politik: 
1.   Adanya modernisasi di semua bidang yang menyebabkan masyarakat semakin banyak 
berpartisipasi; 
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sehingga timbul pertanyaan mengenai siapa yang 
berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik yang mengakibatkan 
perubahan dalam pola patisipasi politik; 
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Ide demokratisasi 
partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan 
modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang; 
4. Konflik antarkelompok pemimpin politik. Bila muncul konflik antarelit, yang dicari 
adalah dukungan rakyat; 
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5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 
Hal ini sering merangsang  timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut 
serta dalam pembuatan keputusan politik. 
Pada umumnya partisipasi politik para ulama khususnya dalam pembangunan   
dilakukan dalam bentuk komunikasi politik dengan para pejabat pemerintah. Dalam 
waktu-waktu tertentu ada pertemuan antara ulama dengan pemerintah. Ulama mengisi 
pengajian atau ceramah, yang mana dalam isi pembicaraan itu diikuti dengan materi yang 
berkaitan dengan kemasyarakatan dan pembangunan. Walaupun hal ini dianggap masih 
ada keterbatasan-keterbatasan serta kemungkinan masih ada ketimpangan dalam 
pelaksanaannya, juga hasil yang dicapai belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. 
Komunikasi politik ulama dalam pembangunan lebih bermuatan dukungan dan pernyataan 
kesetiaan kepada pemerintah, yang mengajak umatnya untuk terlibat aktif dalam 
pembangunan.  
Pengaruh komunikasi politik ulama dalam pembangunan juga dalam kaitannya 
dengan masalah-masalah politik, sebenarnya akan dapat mencapai hasil yang 
menggembirakan bila dilakukan dengan sungguh-sungguh serta ada keinginan yang kuat 
dari kedua belah pihak untuk menciptakan kesamaan pandangan terhadap sesuatu itu. 
Sebab ulama memiliki modal yang besar untuk berkomunikasi secara efektif. Dalam 
disiplin ilmu komunikasi, proses penyampaian pesan-pesan dari komunikator kepada 
komunikan akan menjadi lebih efektif disebabkan setidaknya oleh dua faktor.  
Pertama, ketika pesan-pesan yang disampaikan lebih banyak berorientasi kepada 
kepentingan komunikan. Sebagai makluk sosial, manusia ingin memperoleh banyak ilmu 
pengetahuan yang bermanfaat baginya dalam rangka menciptakan kondisi yang dapat 
menyebabkan dia bisa bertahan dalam hidupnya. Informasi yang diperoleh dari 
komunikator akan sangat diperhatikan bila itu sesuai dengan keinginannya dan memiliki 
manfaat dengannya. Petani, akan lebih senang mendengarkan informasi tentang bagaimana 
upaya meningkatkan hasil pertanian pada lahan yang sempit dan jenis pupuk yang sesuai 
dengan tanamannya. Informasi tentang pesawat terbang mungkin akan dia dengar, namun 
pembicaraan masalah pertanian yang lebih penting baginya.  
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Dalam hal ini, bila ada kesesuaian antara kepentingan yang sedang diperlukan oleh 
khalayak dengan apa yang dibicarakan, maka peluang untuk terciptanya kesamaan makna 
dalam berkomunikasi itu akan dapat tercapai. Khalayak enggan untuk terlibat dalam 
pembicaraan yang tidak penting baginya, apalagi kalau pembicaraan itu akan dapat 
menyinggung perasaannya atau dapat merugikan dirinya sendiri. Seorang lelaki pezina dan 
sudah terbiasa bermain-main dengan perempuan pelacur, tidak akan senang membicarakan 
bagaimana hukumnya zina dalam agama, atau bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh 
pemerintah untuk mengatasi masalah penyakit sosial ini. Dia akan meninggalkan 
pembicaraan itu atau akan melakukan tindakan-tindakan kontradiktif atas maksud 
pembicaraan yang dilakukan tersebut.  
Sebaliknya, seorang muslim yang beriman, yang masih menginginkan budaya dan 
norma-norma agama dilaksanakan dengan sempurna, memiliki semangat untuk mengikuti 
pembicaraan yang berusaha untuk memberantas penyakit sosial, bahkan dia akan rela 
berkorban dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan sebagai hasil dari pembicaraan 
tersebut.  Penyakit sosial di masyarakat sudah cukup parah, seperti pergaulan bebas di 
kalangan remaja dan anak-anak. Penyakit seperti ini semakin marak karena sebagian 
diantara masyarakat tidak peduli lagi, bahkan enggan untuk membicarakannya. Timbulnya 
penyimpangan perilaku atau kenakalan karena ketidakmampuan menyesuaian diri dengan 
lingkungan (maladjusment) disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut 
adalah karena orangtua, guru, pembimbing dan orang yang bergerak di bidang 
kesejahteraan anak dan remaja kurang mampu memahami perkembangan (psikis) dan 
pertumbuhan (pisik) anak serta aspek-aspek yang mempengaruhinya (Rahman, 2011). 
Ketika seorang ulama senantiasa menyampaikan pesan-pesan moral untuk 
memberantas penyakit sosial di kalangan remaja dan anak-anak, seharusnya didukung pula 
dengan tindakan orangtua, guru, dan lingkungan sekitarnya. Pesan ulama tidak akan 
banyak memberi pengaruh kepada pemberantasan kelakuan anak-anak yang tidak terpuji, 
manakala anak-anak dan remaja itu sendiri tidak senang dengan pembicaraan itu. Ceramah 
itu akan berhasil dan membawa pengaruh yang besar bila ada keinginan dari anak-anak 
dan remaja sendiri untuk berubah. Artinya, pesan-pesan harus diorientasikan untuk 




Kedua, pihak yang menyampaikan pesan itu haruslah orang yang memiliki 
kredibilitas yang tinggi. Pihak yang menyampaikan pesan disebut juga sebagai 
komunikator. Komunikator dapat mewarnai atau mengubah arah tujuan komunikasi, 
sehingga dia menjadi salah satu pemegang kunci berhasil atau gagalnya maksud dari suatu 
pembicaraan. Pada diri komunikator harus terdapat kredibilitas atau kepercayaan. Dia 
mesti memiliki ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tema pembicaraan atau validitasnya 
tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah pada diri seorang komunikator harus terdapat 
kepercayaan diri, bahwa dia mesti yakin terhadap keberhasilan proses komunikasi. 
Khalayak memiliki sifat yang sangat heterogen, baik dari segi latar belakang ilmu 
pengetahuannya, budaya, agama, dan sosial ekonominya. Hal ini dapat mempengaruhi 
tingkat kesuksesan dalam proses komunikasi. Khalayak pada dasarnya ingin mengetahui 
informasi itu berdasarkan sumber yang valid atau terpercaya, jujur dan memiliki sifat-sifat 
yang sesuai dengan keinginan khalayak. Misalnya pembicaraan tentang bagaimana 
menghindari terjangkitnya bibit-bibit penyakit, yang paling valid menyampaikannya 
adalah individu-individu yang berkecimpung dan memiliki ilmu dalam bidang kesehatan, 
seperti dokter, perawat, bidan, dan sebagainya.  
Manakala kita akan membahas masalah pertanian, sementara seorang 
komunikatornya adalah berlatar belakang sarjana sastra Inggris, maka hal ini kurang 
relevan. Bisa saja dia punya pengalaman dalam bidang pertanian, misalnya dia itu sering 
membaca buku-buku pertanian, atau memiliki ladang pertanian luas sehingga ada 
pengalamannya, dari aspek ini mungkin dia valid. Akan tetapi dari segi disiplin ilmu yang 
dia miliki, pembicaraannya tentang pertanian itu kurang valid, tidak linier, sehingga tingkat 
kepercayaan atas isi pembicaraannya sangat rendah. 
Kredibilitas ulama dalam menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak juga mesti 
mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya ketika pesan yang akan disampaikan kepada 
khakayak itu dikemas sedemikian rupa supaya lebih baik cantik, lalu disampaikan kepada 
khalayak dengan daya persuasi, maka khalayak akan tertarik untuk mengikuti makna 
pesan-pesan itu. Disamping itu, ulama juga memperhatikan faktor lain dalam 
menyampaikan pesan. Cangara (2003) menyebut ada tiga cara untuk berhasil mengelola 
dan menyusun pesan-pesan secara efektif; 
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a. Pesan yang disampaikan harus  dikuasai lebih dahulu, termasuk struktur 
penyusunannya yang sistematis; 
b. Mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Untuk itu harus mempunyai alasan-
alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa mendukung materi yang disajikan; 
c. Memiliki kemampuan untuk membuat intonasi yang dapat menarik perhatian khalayak. 
Bila kita perhatikan selama ini, ada kecenderungan bahwa ulama akan dikenal 
masyarakat karena mereka memiliki kemampuan menyampaikan pesan-pesan karena 
menarik perhatian khalayak. Ini menjadi sebuah fenomena yang bisa berdampak 
pengaburan makna ulama itu sendiri. Sebab seorang ulama yang benar-benar menguasa 
ajaran Islam yang luas dan dalam, namun kurang mampu menyampaikan gagasan-gagasan 
kepada masyarakat, cenderung untuk dikenal. Bahkan banyak orang yang sesungguhnya 
berpotensi menjadi ulama, akan tetapi karena keterbatasan seperti ini, sehingga ilmu agama 
yang dia miliki tidak bisa disampaikan kepada umat, dan umat pun kurang mendapat 
manfaat daripadanya. 
Sebaliknya bagi individu yang memiliki kemampuan retorika yang tinggi, apalagi 
disertai dengan guyonan atau candaan yang mengundang selera tawa bagi khalayak, ketika 
dia berceramah dalam acara-acara keagamaan di media elektronik, kecenderungannya akan 
lebih dikenal khalayak, meskipun ilmu agamanya masih amat terbatas. Ketika dia banyak 
tampil di media massa dan semakin sering menjadi narasumber pada acara-acara televisi 
terkait dengan masalah keagamaan, kemudian dari sisi pakaian dia memakai busana 
muslim yang khas, justru masyarakat  akan menganggapnya sebagai seorang ulama. 
Jika saat ini diadakan poling pendapat atau survei khususnya bagi kalangan Islam 
dengan pertanyaan : “siapakah ulama yang paling terkenal di Indonesia”, “kemana siapa Anda 
paling sering bertanya tentang agama Islam”, atau “Ulama yang mana yang paling dekat dengan 
Anda”? Jawabannya yang paling banyak bukanlah pada seorang ulama sungguhan yang 
memimpin Majelis Ulama Indonesia atau pimpinan organisasi keagamaan Islam lainnya. 
Dapat dipastikan yang paling banyak dikenal oleh masyarakat adalah para pengisi acara 
yang bernuansa keagamaan di stasiun televisi. 
Keadaan seperti ini sebenarnya tidak salah sama sekali, dalam beberapa aspek ada 
juga manfaat dan ilmu yang diperoleh dari mereka. Akan tetapi, mereka yang dianggap 
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ulama karena sering tampil di televisi itu, sesungguhnya belum teruji keulamaannya.  
Beberapa dalil yang dia sampaikan tidak sahih, akan tetapi tetap dipergunakan karena 
dapat dijadikan bahan tertawaan atau lelucon. Tidak tertutup kemungkinan, akan 
ditemukan suatu soalan pada diri  mereka yang kecenderungannya adalah negatif. Ini bisa 
menjadi contoh bagi khalayak, karena katanya ulama tertentu juga melakukannya. 
Misalnya, ada seorang ulama yang mengatakan bahwa seseorang boleh menikah tanpa 
saksi. Fatwa semacam ini bisa menjadi masalah besar, sebagain besar ulama lainnya 
menentang fatwa tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. 
B. Pengakuan dari Masyarakat 
Salah satu aktor komunikasi politik yang memiliki kredibilitas tinggi adalah ulama, 
karena dia memiliki sejumlah kelebihan yang mendapat pengakuan dari masyarakat. 
Ulama ialah pemimpin umat Islam yang mempunyai pengetahuan agama yang luas. Dalam 
kajian komunikasi politik, ulama merupakan bagian dari opinion leader, yakni tokoh 
masyarakat yang berpengaruh. Dalam tataran konsep, ulama memiliki ilmu pengetahuan 
agama yang luas. Bila kita merujuk kepada konsep bahwa ulama itu adalah pewaris nabi, 
maka ulama saat ini tentu memiliki cakupan ilmu yang lebih luas lagi, tidak hanya dalam 
ilmu agama saja. Akan tetapi  menyangkut juga bidang-bidang lainnya.  
Nabi Muhammad Saw. adalah seorang pemimpin pada masa pemerintahannya, 
dalam bidang pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada masa itu, termasuklah dalam 
bidang politik dan pemerintah. Sebagai pemimpin sekaligus sebagai individu, panglima 
perang dan kepala negara, Beliau melakukan perubahan-perubahan tatanan sosial 
kemasyarakatan dari segi pembinaan tauhid, moral, etika, serta mengatur cara berinteraksi 
dengan individu yang satu dengan yang orang lain. Beliau memiliki kesabaran, ketenangan 
dan keikhlasan yang luar biasa. Beliau juga mengatur tata pemerintahan, strategi berperang, 
dan berdiplomasi dengan pemimpin lain untuk mendakwahkan Islam. 
Bercermin dari konsep ini, maka ulama juga dapat saja masuk mengikuti 
pembicaraan mengenai politik dan pemerintahan. Ulama tidak boleh lagi  hanya menguasa 
ilmu agama, akan tetap ia juga dapat memahami segala aspek yang berlaku dalam 
masyarakat. Ulama perlu mengetahui perpersoalan-perpersoalan yang terjadi di 
lingkungan masyarakat, sebagaimana dulu Rasulullah pernah menerapkannya. Dengan 
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pengetahuan tersebut, ulama mempunyai konsep yang baik untuk boleh mengarahkan 
masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi. Menurut  Shihab (2003), ada empat tugas utama 
yang harus dijalankan ulama sesuai dengan tugas kenabiannya, yaitu:  
1) Menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw.  
Dengan ilmu agama yang dipahami oleh para ulama, mendidik dan membina umat 
untuk mekaksanakan ibadah keseharian, utama dari aspek ibadah khusus, seperti 
shalat, puasa, zakat dan haji. Semua tata cara pelaksanaan ibadah khusus ini harus 
sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Nabi.  
2) Menjelaskan ajaran-ajaran Al-Quran untuk dapat dipahami umat. 
Banyak memang persepsi tentang cara untuk melaksanakan ibadah ajaran-ajaran Islam 
itu, karena adanya penafsiran dan cara pandang yang berbeda terhadap satu naskah. 
Namun apabila terjadi perbedaan dalam hal teknis pelaksanaan ibadah, maka ulama 
harus dapat memberikan pemahaman kepada umat mengapa hal itu bisa terjadi. Ulama 
tidak semestinya menganggap pendapatnya sebagai sesuatu yang harus diikuti oleh 
umatnya, tugasnya lebih kepada menjelaskan dengan jujur dan benar, supaya umat 
dapat menimbang yang mana diantara sistem yang paling sahih. 
3) Memutuskan perkara atau masalah yang dihadapi masyarakat.  
Perkara yang akan diputuskan oleh ulama harus berlandaskan kepada ajaran-ajaran 
Islam. Ulama harus konsisten melaksanakan ini karena akan berdampak pada kondisi 
masyarakat pada masa berikutnya. Dengan sikap yang adil, jujur, dan netral dalam 
memutuskan suatu perkara, ulama akan mendapat penghormatan dan kemuliaan di 
mata umat, sebab apa yang dia putuskan tentunya adalah demi kebenaran. 
4) Memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. 
Sebaik-baiknya dakwah itu adalah contoh teladan. Keteladanan Nabi Muhammad Saw. 
dalam seluruh aspek kehidupan sejak awal kenabiannya tidak bisa ditandingi oleh 
siapapun. Nabi itu seorang yang jujur, iklas, terpercaya, dan benar. Namun demikian 
upaya untuk menjadikan beliau sebagai rujukan dalam kehidupan harus terus-menerus 
diupayakan secara konsisten.  Ulama sebagai pewaris nabi harus dapat menjadi contoh 
bagi umat. Sebelum disampaikan kepada umat, ulama harus melaksanakan ajaran Islam 
terlebih dahulu, termasuk oleh seluruh anggota keluarga dan orang-orang yang menjadi 
tanggung jawabnya.  
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Oleh karena itulah, ulama seharusnya tidak hanya sekadar memberikan fatwa, 
tetapi juga ikut menyertai dalam program pemerintah sejak perancangan sampai Banyak 
memang persepsi tentang cara untuk melaksanakan ibadah ajaran-ajaran Islam itu, karena 
adanya penafsiran dan cara pandang yang berbeda terhadap satu naskah. Namun apabila 
terjadi perbedaan dalam hal teknis pelaksanaan ibadah, maka ulama harus dapat 
memberikan pemahaman kepada umat mengapa hal itu bisa terjadi. Ulama tidak 
semestinya menganggap pendapatnya sebagai sesuatu yang harus diikuti oleh umatnya, 
tugasnya lebih kepada menjelaskan dengan jujur dan benar, supaya umat dapat 
menimbang yang mana diantara sistem yang paling sahih.  
Hubungan  antara ulama dengan pemerintah  mempunyai persamaan tugas yang 
sama yakni   mewujudkan kesejahteraan umatnya. Untuk mewujudkan hubungan baik 
antara ulama dengan pihak pemerintah, diperlukan keadaan terbuka yang didasari dengan 
prasangka baik (husn al-zhann). Dengan demikian segala kekurangan, kebaikan maupun 
kebenaran dapat diterima. Ulama harus dapat memberikan petunjuk dan bimbingan 
kepada masyarakat, karena itu seorang ulama harus menjadi pemimpin dalam masyarakat.   
Ulama dapat memberikan  fatwa, pencerah umat, memiliki kewenangan dalam 
bidang keagamaan dan dapat memberikan nasihat dan saran kepada pemerintah  agar 
kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan itu dapat terarah, tidak bertentangan dengan agama 
dan dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih optimal bagi rakyat.  
Ulama memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Tanpa kehadiran 
ulama dalam kehidupan ini,   orang akan menjadi hambar dan akan bertindak menurut 
hawa nafsunya. Inilah yang bisa jadi sebagai penyebab banyaknya individu yang 
melakukan tindakan tidak terpuji, misalnya korupsi, adalah karena bertindak menurut 
hawa nafsunya saja. Mereka tidak mahu mendengar nasihat ulama, bahkan menjauhkan 
diri dari jangkauan ulama. Pada diri sebagian orang, ulama dan nasihat ulama, hanya 
dijadikan sebagai topeng untuk melegitimasi perbuatannya. Dia justru mengarahkan ulama 
untuk kepentingan diri dan golongannya. Perbuatan buruk yang dia lakukan tetap saja 
terjadi, padahal dirinya mengaku dekat dengan ulama. Bila hal seperti ini ditemukan dalam 
aktivitas hidup keseharian, maka bukanlah ulama sesungguhnya yang dimaksud dalam 
kajian ini. Ulama yang sesungguhnya adalah ulama yang mendapat pengakuan dari 
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masyarakat, didengar dan dilaksanakan nasihatnya, dihormati dan dijadikan panutan 
dalam pelaksanaan ibadah, dan memberikan contoh dalam kehidupan keseharian.   
C. Sifat Sosial dan Kebersamaan 
Masyarakat Indonesia sangat mempercayai ulama. Dalam sistem komunikasi yang 
berlaku di Indonesia, kedudukan ulama adalah sebagai pemimpin informal. Secara 
sosiologis, kedudukan ulama mendapat tempat yang baik di hati masyarakat.   Menurut M. 
Munandar Soelaiman (Nurudin 2003), ulama atau kiyai mempunyai kekuatan memimpin 
pendapat dalam masyarakat karena terdapat dua perkara, yaitu: (1) mempunyai 
kemampuan perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi (highly developed social sence) 
dan (2) selalu melandaskan sesuatu kepada persetujuan bersama (general consensus).  
Sebagai individu yang mempunyai kemampuan perasaan kemasyarakatan yang 
dalam dan tinggi, ulama menyadari apa yang terjadi dalam masyarakat, mengetahui 
keinginan masyarakat. Ulama bergaul dan hidup bersama umatnya, sehingga segala bentuk 
peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat, tentunya dia ketahui dan sadari. Dengan 
kondisi seperti ini, ulama dapat mencari solusi atas perkara yang terjadi. Ulama juga 
senantiasa melandaskan sesuatu kepada persetujuan bersama yang memiliki konsekwensi 
untuk kepentingan masyarakat itu tentunya.  
Ulama tidak akan mendominasi hal-hal yang berhubungan dengan masalah 
kemasyarakatan dan keduniaan lainnya. Dalam forum musyawarah antara warga misalnya, 
tentu ulama memberikan masukan-masukan yang memiliki manfaat bagi khalayak ramai. 
Sedangkan dalam hal keagamaan, ulama tetap konsisten terhadap ajaran Islam. Ulama 
tidak akan terpengaruh dengan budaya atau keinginan masyarakat yang tidak sesuai 
dengan ajaran agama. Ulama memiliki keinginan kuat bahwa budaya dan hal-hal yang 
terdapat dalam masyarakat tetap berpedoman kepada ajaran agama. 
Walaupun berada dalam kedudukan sebagai pemimpin informal, ulama tetap 
mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Khalayak akan memilih dan menerima 
sumber berasaskan kepada kepercayaan mereka terhadap tahap pengetahuan sumber 
(Othman dan Ahmad, 2009). Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tahap 
kepercayaan masyarakat kepada ulama antara lain karena; 
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1.  Ulama mempunyai kapasitas ilmu agama yang tinggi. Sebagai bangsa yang banyak 
penganutnya beragama Islam, ulama menjadi tumpuan umat dalam mendapatkan 
ajaran Islam, yang membimbing umat ke arah yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran 
dan As Sunnah. Ilmu yang dimiliki oleh para ulama dalam bidang agama, menjadi 
modal utama yang dia miliki untuk berkomunikasi  dengan umat. Ulama telah 
mendalami Islam sejak dari zaman kanak-kanak hingga dewasa. Ilmu agamanya sudah 
cukup luas dan dalam sehingga tingkat kepercayaan ulama kepada ulama   menjadi 
tinggi. 
2.  Ulama boleh menjadi tempat bertanya, contoh teladan, rujukan dan contoh dalam 
melaksanakan ajaran agama. Dalam menjalani kehidupan ini, manusia memerlukan 
contoh untuk dijadikan rujukan dalam hidupnya, baik dalam kehidupan sosial, budaya, 
dan lingkungan masyarakat lainnya. Ulama sebagai pewaris nabi, mempunyai potensi 
yang tepat untuk menjadi contoh teladan dalam kehidupan. Ulama dapat memahami 
teks dan konteks ajaran Islam yang telah diamalkannya. Demikian pula kepada para 
keluarganya, ulama telah mendidik keluarganya untuk berlaku baik sesuai dengan 
tuntutan ajaran Islam. Ada kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang 
diamalkan. Kesesuaian inilah yang dapat memberi contoh bagi umat. Sebab dakwah 
akan lebih berhasil apabila apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang diperbuat. 
3.  Tingkat kehidupan ulama yang sederhana dan tidak terpengaruh dengan kehidupan 
duniawi. Islam mengajar umat untuk meraih kesejahteraan dunia dan akhirat. 
Kehidupan ulama di Indonesia tergolong sederhana. Mereka dapat mencapai 
kesejahteraan dunia tanpa mengabaikan tujuan akhiratnya. Inilah yang menyebabkan 
ulama hidupnya sederhana dan jauh dari kemewahan dunia. Satu penyebab berlakunya 
masalah-masalah sosial dan penyakit sosial lainnya adalah  karena terlalu mencari 
kehidupan duniawi. Ulama yang hidupnya sederhana, cenderung untuk tidak terlibat 
dalam konflik dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah harta dan 
kekuasaan. 
4.  Ulama  dapat  menjadi  moderator yang netral, adil, jujur, dan jernih dalam menilai 
sesuatu masalah. Bagi masyarakat Indonesia, ulama diletakkan sebagai salah satu 
sumber informasi dalam menyelesaikan suatu persoalan. Manakala ada persoalan yang 
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terjadi di masyarakat, mereka boleh meminta penyelesaian kepada ulama, sebab  dalam 
memandang suatu persoalan  sangat objektif.   
 Ketika ada permasalahan yang dialami oleh umat, maka ulama harus tampil menengahi 
masalah ini secara adil. Proses pengambilan keputusan selalu didasari untuk mencari 
kebenaran sesuai dengan ajaran Islam. Masyarakat yang meminta nasihat kepada ulama 
juga senantiasa meyakini bahwa apa yang diputusakan oleh ulama merupakan bagian 
dari pelaksanaan ibadah karena selaran dengan tuntunan Islam itu sendiri. 
Karisma ulama sebagai pemimpin pendapat akan memberikan sumbangan besar 
bagi aliran komunikasi dari ulama kepada masyarakat atau sebaliknya antara sesama 
anggota masyarakat. Manakala ulama sudah mengatakan tidak untuk diadakan suatu 
perubahan sosial di masyarakat, maka masyarakat atau pengikutnya akan mengatakan 
yang serupa. Ketika ada persoalan yang terjadi di masyarakat, ulama bersikap bijaksana, 
bukan karena membela Islam semata, akan tetapi lebih dari itu adalah untuk kebaikan 
bersama.  
Misalnya, ketika banyak orang yang memprotes berdirinya rumah ibadah di suatu 
tempat. Pada dasarnya ulama dilibatkan untuk menengahi. Dalam hal ini, ulama tidak 
boleh hanya memihak kepada satu kelompok saja, misalnya kepada penduduk yang 
menolak saja. Kepada umat lain yang tidak seaqidah dengan ulama, juga harus tetap 
bersikap adil dan bijaksana. Kelebihan yang dimiliki oleh para ulama merupakan potensi 
yang seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah   untuk bekerjasama dalam menggalakkan 
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A. Sebagai sumber informasi publik  
Sebagai komunikator politik, ulama termasuk dalam kategori opinion leader, yakni 
tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Pada masa awal tahun 1950 
hingga tahun 1960-an, opinion leader sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. 
Pada masa itu, kepemilikan media massa masih sangat terbatas, seperti radio, surat kabar 
dan majalah, hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Informasi tentang berbagai hal 
masih sangat terbatas pada mereka saja, terutama yang memiliki akses ke sumber-sumber 
informasi, sering bertemu dengan pejabat, atau sering melakukan kunjungan ke daerah 
perkotaan. Apabila dia bukan seorang pejabat formal, dan memiliki kemampuan untuk 
seperti disebutkan di atas, maka yang bersangkutan termasuk dalam kategori opinion 
leader. Dari proses perjalanan ini, mereka memperoleh informasi, dan menyampaikannya 
kepada khalayak. 
Informasi yang diterima dari opinion leader saat itu cenderung dipercaya oleh 
sebagian besar khalayak, karena sang opinion leader adalah tokoh yang memiliki 
kredibilitas tinggi. Dia memiliki ilmu, pengetahuan, pengalaman, kekuasaan dan 
semacamnya. Informasi yang paling diminati khalayak adalah yang berkaitan dengan 
masalah yang dihadapinya. Seperti dalam bidang pertanian, kesehatan, dan seputar 
masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa. Di daerah pedesaan, pembicaraan antara 
opinion leader dengan masyarakat adalah cenderung informal. Misalnya di warung kopi 
setelah shalat subuh atau petang hari sambil menunggu waktu shalat magrib. Dari 
pembicaraan itu, sering ada ide atau gagasan untuk melakukan sesuatu yang mereka 
perlukan dan memiliki dampak yang luas dalam masyarakat. Sebagai contoh, apabila ada 
ide untuk membuat irigasi pertanian di pedesaan, pembicaraan itu berawal dari diskusi 
informal di warung kopi, kemudian diajukan ke aparat desa. Dari sini kemudian aparat 
desa memperluas pembicaraan dan diwujudkan dalam aksi nyata, seperti mengadakan 
kerja bakti atau gotong royong. 
Dalam posisi seperti ini, ulama sebagai bagian dari masyarakat dan fungsinya juga 
termasuk dalam kategori opinion leader, dia memberikan informasi utamanya dari 
pandangan agama. Seperti bagaimana seharusnya bermusyawarah, keutamaan hidup 
bermasyarakat, meningkatkan kualitas hidup melalui usaha nyata, dan sebagainya. Pada 
masa itu, ulama juga memiliki banyak informasi, karena selain memiliki ilmu pengetahuan 
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dalam bidang agama, juga sering melakukan kunjungan ke berbagai tempat. Pengalaman 
yang diperoleh di daerah lain, apabila itu dianggap sesuai dengan daerahnya, akan 
disampaikan kepada masyarakatnya, baik melalui ceramah, khutbah di masjid, acara adat 
atau budaya serta dalam pertemuan-pertemuan informal lainnya. 
  Pada umumnya memang informasi dari ulama berkisar masalah agama, seperti 
bagaimana cara mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Akan tetapi tidak hanya sebatas 
pada masalah ibadah khusus semata, termasuk pula dalam bidang ibadah umum atau 
mualamah duniawiyah. Ibadah umum mestilah dipahami sebagai segala upaya yang 
dilakukan untuk mencari kehidupan dunia dengan tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
ajaran Islam. Bagaimana berusaha dengan baik, memperoleh penghasilan yang halal, 
mendamaikan mahligai rumah tangga agar tetap hidup rukun, meningkatkan kualitas 
pendidikan, pembagian harta warisan, dan sebagainya.  
  Masalah keduniaan juga terkait juga dengan masalah kepemimpinan dan 
kenegaraan. Dengan kata lain juga adalah mengenai masalah politik. Kecenderungan 
selama ini Indonesia, sebagian besar ulama pada umumnya tidak banyak yang berminat 
membicarakan masalah politik, atas berbagai sebab dan adanya sejumlah kekhawatiran. 
Akan tetapi dalam hal ini perlu ada revisi terhadap kekhawatiran ini. Namun demikian 
pada sebagaian ulama lainnya, juga tetap masih berhasrat untuk menyampaikan informasi 
tentang politik kepada umatnya. Bagaimana ciri-ciri kepemimpinan dalam Islam, pengaruh 
pemahaman agama dalam pembangunan, meningkatkan kualitas semangat kerja aparat 
negara, dan seterusnya adalah bagian dari pendidikan politik yang penting untuk diketahui 
oleh umat. Ulama tidak semestinya menghindari pembicaraan politik, sebab ulama 
merupakan sumber informasi yang paling kredibel di mata masyarakat. Apabila masalah 
politik diketahui oleh umat dari pihak yang tidak kredibel, maka tidak tertutup 
kemungkinan bahwa umat akan dibodohi, disuguhi dengan janji-janji serta hal-hal yang 
kecenderungannya adalah negatif. 
  Sebagai sumber informasi politik yang paling valid, tentunya umat akan lebih 
percaya kepada ulama, sebab dengan segala karakteristik yang ada pada diri seorang 
ulama, informasi politik tersebut diyakini sebagai suatu kebenaran. Umat akan percaya 
bahwa informasi politik yang disampaikan oleh ulama telah dipertimbangkan dengan 
matang yang dilandasi dengan nilai-nilai ajaran agama. Umat juga yakin bahwa ulama yang 
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memberikan informasi politik adalah demi kemaslahatan orang ramai,  jauh dari upaya 
mempolitisasi umat untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Dengan demikian, ulama 
sebagai komunikator politik lebih efektif dalam menyampaikan informasi-informasi politik 
kepada khalayak karena ulama mengetahui keberadaan umat sebab dia berasal dari umat 
juga. Sehingga ulama tentu mengetahui informasi politik seperti apa yang diinginkan oleh 
umat. Kemudian umat mengenal sosok kepribadian ulama yang tentu sulit dibantahkan 
bahwa ulama akan membawa umat ke arah yang lebih baik, sejahtera hidupnya di dunia 
dan akhirat kelak. 
  Informasi politik yang disampaikan oleh ulama adalah yang membawa manfaat dan 
demi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya umat Islam saja, sebab 
sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, keberadaan ulama juga 
mestilah menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. 
1. Mengandung nilai-nilai kebenaran. 
Sudah menjadi keyakinan umat bahwa apa yang disampaikan oleh ulama itu adalah 
suatu kebenaran. Akan tetapi kebenaran itu mesti juga mempertimbangkan faktor-
faktor yang mengikutinya. Informasi yang akan disampaikan kepada umat, seharusnya 
ditelaah terlebih dahulu secara cermat, agar informasi yang sudah terlanjur 
disampaikan tidak menjadi bumerang di kemudian hari. Misalnya, ketika ulama 
mengajak umat bersiap untuk mengantisipasi adanya musibah banjir, informasi harus 
didukung oleh landasan ilmiah, seperti perkiraan cuaca dari instansi terkait. Demikian 
juga ketika ulama mengajak umatnya memimpin seorang calon kepala daerah yang 
dapat membangun daerahnya, maka sang calon yang didukung tadi memang benar-
benar sudah teruji kepemimpinannya dalam berbagai hal, akhlak, moral, dan 
pengalaman ajaran Islam yang memadai. 
2. Memberikan manfaat bagi umat. 
Sepatutnya informasi yang bersumber dari ulama adalah untuk kepentingan seluruh 
masyarakat tanpa kecuali. Ulama mesti menghindari penyebaran informasi yang hanya 
diperuntukkan untuk satu kelompok atau pihak saja dalam masyarakat. Informasi 
tersebut juga memang harus yang dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat. 
Misalnya adalah, informasi tentang pentingnya umat mengikuti pemilihan umum. Bagi 
masyarakat tertentu, memilih ada adalah pilihan, bukan suatu kewajiban atau paksaan. 
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Bila sikap seperti ini dapat merugikan masyarakat, maka ulama mesti ikut serta 
memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk senantiasa tetap ikut memberikan 
partisipasinya dalam pemilihan umum. Hanya saja, ajaran ulama ini adalah untuk 
kepentingan umat secara keseluruhan, bukan karena ada tendensi pribadi atau 
golongan, apalagi bila itu diarahkan untuk melakukan perlawanan politik. 
3. Menjunjung rasa keadilan masyarakat. 
Karena informasi yang disampaikan oleh ulama itu sudah disaring sedemikian rupa 
sehingga pesan yang disampaikan tersebut juga harus mengandung rasa keadilan 
masyarakat secara keseluruhan, sedapat mungkin menghindari adanya pihak-pihak 
yang merasa dirugikan. Berupaya untuk berbuat adil kepada semua pihak memang 
bukan perkara muda, amat sulit dilaksanakan, karena terdapat banyak parameter yang 
melatarbelakanginya. Akan tetapi, ulama harus bijaksana menyampaikan informasi. 
Tidak semua hal harus disampaikan kepada khalayak. Ada kalanya informasi harus 
segera disebarluaskan, mana yang harus dipending dulu untuk maksud tertentu, 
sehingga makna pesan itu adil untuk disebarkan. 
4. Menjamin terciptanya kebersamaan. 
Proses komunikasi yang dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan pada dasarnya 
bermaksud untuk mencari kesamaan pandangan terhadap suatu pokok persoalan. 
Demikian pula ketika ulama sebagai sumber informasi khalayak, harusnya dapat 
menjadi fasilitator untuk menciptakan suasana yang damai, tentram, dan 
mengedepankan asas kebersamaan. Materi khutbah jum’at misalnya yang disampaikan 
oleh seorang ulama yang menganut paham tertentu, semestinya tidak membawa-bawa 
pahamnya bila itu disampaikan ke dalam komunitas umat yang heterogen. Istiqamah 
dalam berdakwah memang penting, namun faktor-faktor lain yang mendukung 
lancarnya gerakan dakwah, harus dipertimbangkan. 
B. Partisipasi dalam pembangunan 
  Pembangunan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah segala bentuk upaya yang 
dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dari aspek rohaniah dan 
jasmaniah. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu, ulama bertugas 
untuk membangun aspek rohaniah, membina mental, dan wawasan pengetahuan 
keagamaan serta upaya-upaya lain yang bertujuan ke arah tersebut. Sedangkan pemerintah 
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lebih menekankan kepada pembangunan jasmaniah, pisik serta sarana pra sarana yang 
mendukung upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dari aspek tersebut. Pencapaian 
tujuan dari satu aspek saja adalah sesuatu yang mesti dihindari, terutama bagi masyarakat 
Indonesia yang menjadi penganut berbagai macam agama. Karena kehidupan keagamaan 
di negeri ini sudah mendarah daging dan membudaya sejak limat abad yang lalu, terlebih 
lagi sebagai penganut budaya nusantara yang mencerminkan norma-norma dan budaya 
ketimuran. 
  Peranan ulama dalam pembangunan mesti diperluas cakupan, intensitas dan 
kualitasnya. Karena pembangunan dalam aspek rohaniah, juga sangat terkait dengan 
pembangunan pisik. Misalnya, ketika ulama sedang giat-giatnya menyampaikan pesan 
bahwa praktek riba itu bertentangan dengan ajaran Islam, mendakwahkannya ke tengah-
tengah masyarakat, adalah dengan harapan praktek tersebut dapat dihindari oleh umat 
Islam. Akan tetapi di satu sisi, pemerintah hendak menggalakkan roda perekonomian 
nasional guna membiayai pembangunan, maka dibutuhkan keterlibatan pendanaan dari 
masyarakat melalui tabungan yang disimpan di bank. Dalam hal inilah perlunya 
keterlibatan ulama, mengarahkan masyarakat supaya menabung di bank, akan tetapi di sisi 
lain ulama juga dilibatkan dalam proses perencanaan perbankan agar tidak menjerumuskan 
umat dalam praktek riba, pencucian uang, dan tindak pidana perekonomian lainnya. 
  Demikian pula ketika pemerintah akan mengeluarkan izin siaran kepada lembaga 
penyiaran seperti radio dan televisi, ini tentunya untuk menjamin kepuasan masyarakat 
untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Di sini juga ulama perlu dilibatkan dalam 
proses perencanaan dan perizinannya. Karena ketika ulama mendakwahkan betapa 
besarnya dosa seorang muslim yang berzina dan segala macam bentuk perselingkuhan 
lainnya, justru nanti lembaga penyiaran itu yang menayangkan siaran-siaran atau film-film 
yang justru dapat memberi pengaruh kepada masyarakat untuk melakukan tindakan-
tindakan terlarang sebagaimana disebutkan di atas tadi. Apabila ulama dilibatkan dalam 
hal ini, maka tentu dia akan mengatakan kepada pemerintah atau lembaga terkait supaya 
tidak memberikan izin siaran kepada lembaga penyiaran yang menayangkan adegan-
adegan yang menjurus kepada contoh yang tidak baik tersebut. Juga memberitahukan 
kepada mereka tentang pandangan agama bagaimana seharusnya menyampaikan 
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informasi, bentuk-bentuk informasi yang mendukung dakwah dan mengajak masyarakat 
untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan. 
  Hal yang sama dapat diterapkan ketika pemerintah akan membangun lokasi 
pertambangan atau memberikan izin pertambangan kepada suatu perusahaan. Keterlibatan 
ulama dalam hal ini setidaknya adalah dalam menentukan bahwa pertambangan tersebut: 
(1) Memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya, seperti mereka memperoleh ganti 
rugi yang layak atas lahannya dipakai oleh perusahaan, mereka dapat diterima 
menjadi tenaga kerja di perusahaan itu, boleh berjualan di sekitar pabrik, dan 
seterusnya. 
(2) Perusahaan pertambangan mesti menjamin kehadirannya tidak membawa kemaksiatan 
seperti minum-minuman keras, seks bebas, dan perjudian yang melibatkan karyawan 
dan pimpinan perusahaan, dan; 
(3) Memastikan bahwa perusahaan pertambangan itu tidak mengakibatkan terjadinya 
kerusakan lingkungan, misalnya limbah industrinya tidak dibuang ke sungai atau 
seluruh areal pertambangan yang sudah dipakai, mesti ditanam kembali atau 
setidaknya dijadikan lokasi penghijauan.  
  Ulama yang memberikan peringatan seperti itu kepada pemerintah dan pimpinan 
perusahaan tentu akan mendapat dukungan masyarakat. Banyaknya kejadian yang 
menjurus ke arah konflik antara masyarakat dan perusahaan-perusahaan pertambangan 
seperti di Bima Nusa Tenggara Barat pada bulan Desember 2011 dan Batang Toru, Tapanuli 
Selatan Sumatra Utara pada bulan Agustus 2012 ini, adalah karena mereka tidak melibatkan 
masyarakat, utamanya para ulama dalam melaksanakan pembangunan. Justru pihak 
pemerintah yang berkonspirasi dengan pengusaha, memberikan izin tanpa melibatkan 
masyarakat. Yang terjadi adalah penentangan dari masyarakat yang berujung kepada 
konflik horizontal. Biasanya, bila kondisi seperti ini sudah terjadi, barulah pemerintah sadar 
dan baru akan melibatkan ulama untuk menenangkan masyarakat. Dalam konteks seperti 
inilah yang penulis maksudkan keterlibatan ulama dalam pembangunan nasional.  
  Dengan demikian, keterlibatan ulama dalam pembangunan harusnya membawa 
keberkahan kepada semua kalangan; umat, pemerintah, dan segenap pelaksana 
pembangunan. Oleh karena itu, beberapa hal berikut ini perlu menjadi perhatian : 
127 
 
1. Pembangunan mestilah melingkupi seluruh aspek kehidupan, meliputi rohani dan 
jasmani. Pembangunan pisik misalnya, dilakukan adalah sebesar-besarnya 
diperuntukkan demi terciptanya keadaan rohaniah yang mantap. Pembangunan rohani 
harus dapat membantu terciptanya pembangunan pisik. Artinya, kedua aspek ini 
jangan dipisahkan, justru harus dilaksanakan bersamaan secara berimbang. 
2. Keterlibatan ulama dalam pembangunan harus dilihat sebagai bagian penting dari 
partisipasi politiknya untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
3. Ulama mesti menyadari bahwa posisinya dalam pembangunan adalah penting, sebab 
tugas utamanya tidak hanya sekedar ceramah dan menjadi penasihat saja, akan tetapi 
dalam konteks pembangunan, ulama mesti berusaha untuk terlibat dalam proses 
perencanaan, evaluasi dan pelaksanaannya. Semua aspek ini diikuti adalah demi 
tercapainya tujuang pembangunan itu sendiri, mempercepat dan memudahkan proses 
yang dijalani. 
4. Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa ikut sertanya ulama dalam 
pembangunan adalah untuk kepentingan negara dan masyarakat itu sendiri. Oleh 
karena itu, keterlibatan ini mesti didukung, difasilitasi, dihormati, dan dilaksanakan 
sesuai dengan kapasitasnya. Keterlibatan ulama ini juga harus dibarengi dengan niat 
yang tulus, dan jujur. Tidak boleh ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan 
kehadiran ulama untuk kepentingan sepihak yang sifatnya jangka pendek. 
C. Keterlibatan dalam Politik Praktis 
 Dalam pemikiran politik Islam terdapat paling tidak tiga aliran atau corak yang 
sering diungkapkan untuk menjelaskan keterlibatan Islam dalam kegiatan politik 
(Syaifullah, 1997), yaitu  pertama, aliran yang berpendirian  bahwa Islam adalah agama yang 
sempurna dan serba lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan 
bernegara. Aliran ini juga berpendapat bahwa umat Islam hendaknya perlu kembali ke 
dalam sistem politik (ketatanegaraan) Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan ikut meniru 
sistem politik barat. Kedua, aliran yang berpendirian bahwa Alquan tidak mengatur masalah 
politik atau negara. Pendukung aliran ini berpendapat bahwa Nabi Muhammad Saw 
hanyalah seorang rasul biasa dengan tugas tunggal, yakni mengajak manusia kembali ke 
kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan 
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Muhammad tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan atau mengepalai negara atau 
politik.  
  Ketiga, aliran yang berpendapat bahwa  dalam Alquran tidak terdapat sistem 
politik, tetapi terdapat seperangkat tata-nilai etika bagi kehidupan berpolitik. Dalam Islam 
tidak terdapat  kekuasaan keagamaan selain kewenangan untuk memberikan peringatan 
secara baik, mengajak orang lain ke arah kebaikan, dan menariknya dari arah keburukan. 
Bahwa Islam tidak memberikan petunjuk langsung dan terperinci tentang bagaimana umat 
Islam mengatur bagaimana urusan negara. Akan tetapi, Islam hanya meletakkan prinsip-
prinsip dasar bagi peradaban manusia, atau ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur 
perilaku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya, yang pada 
gilirannya akan mewarnai pola kehidupan politik. 
 Dari ketiga pandangan tersebut di atas, penulis cenderung untuk mengatakan bahwa 
ketika politik kenegaraan adalah berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam 
mencapai cita-cita, meningkatkan kesejahteraan, baik dari aspek rohaniah dan jasmaniah, 
maka dalam hal ini Islam perlu masuk di dalamnya. Paling tidak, aturan-aturan yang 
diberlakukan oleh negara, tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama serta norma-
budaya masyarakat. Politik praktis dalam konteks ini adalah merupakan proses untuk 
memperoleh kekuasaan atau jabatan dalam lembaga-lembaga negara, posisi dalam 
pemerintahan, dan imbalan yang diperoleh sebagai hadiah atau balas jasa atas kegiatan 
politik.  
 Politik praktis pada umumnya terjadi dalam dan melibatkan partai politik peserta 
pemilihan umum. Di samping itu, selain partai politik, lembaga-lembaga non-formal juga 
tidak jarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, seperti lembaga swadaya masyarakat 
dan organisasi sosial keagamaan. Di balik semua tujuan mulia dari mereka itu, tentu ada 
juga tujuan jangka pendeknya, yakni memperoleh kekuasaan serta konsekwensi dari 
kekuasaan itu, seperti kewenangan, keuangan, fasilitas, prestise, jabatan, dan sebagainya. 
 Kekuasaan dalam konteks ini ditafsirkan sebagai pemegang kewenangan untuk 
mengatur, menyusun, melaksanakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui 
kekuasaan ini, mereka dapat menentukan arah, posisi, dan warna dari pembangunan yang 
akan dilaksanakan oleh pemerintah. Posisi pemegang kekuasaan memiliki peran untuk 
menentukan jabatan-jabatan lainnya dalam bidang pemerintahan yang akan menjalankan 
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tugas pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, presiden sebagai kepala 
negara dan kepala pemerintahan, dialah yang berhak menentukan posisi menteri dan para 
pembantu presiden lainnya. Ketua Dewan Perwakian Rakyat (DPR) sebagai pimpinan 
legislatif, memiliki peran dalam pembuatan undang-undang atau peraturan lainnya yang 
diperlukan oleh negara. 
 Melalui kegiatan politik praktis dewasa ini di negara kita, didominasi untuk 
menduduki jabatan sebagai anggota DPR dan  DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), 
bahkan ada juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka yang duduk di 
lembaga legislatif inilah yang paling berperan dalam menentukan arah pembangunan 
nasional untuk lima tahun ke depannya. Merekalah yang turut menentukan pembuatan 
Undang-Undang, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan lainnya. Mereka juga 
memiliki peranan dalam mengangkat jabatan-jabatan strategis lainnya pada lembaga-
lembaga tinggi negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, 
dan Mahkamah Konstitusi. 
 Ulama yang memiliki kapasitas ilmu keagamaan yang memadai dan memiliki minat 
dalam politik praktis semestinya didorong, difasilitasi, dan diorganisir untuk dapat menjadi 
bagian dari pembuat kebijakan dimaksudkan di atas. Para ulama mesti bersedia menjadi 
anggota legislatif. Para ulama harus berusaha memperluas wilayah dakwahnya termasuk 
dalam arena politik. Bila perlu, ulama juga harus ikut bertarung menjadi pimpinan kepala 
daerah dan pimpinan organisasi politik. Sebab dengan masuk ke dalam arena politik, ulama 
tidak hanya sekedar pemberi masukan atau saran-saran saja untuk merumuskan suatu 
peraturan, akan tetapi dia sendiri yang terlibat langsung menjadi penentu, pengarah dan 
pemberi warna terhadap peraturan yang diambil itu. Dia juga dapat menjadi penilai dan 
penentu orang-orang yang akan duduk di lembaga-lembaga negara lainnya. 
 Keberadaan ulama dalam arena politik praktis setidaknya dilatarbelakangi oleh tiga 
argumentasi; 
Pertama, sebagai warganegara, ulama juga memiliki hak yang sama dengan warga 
negaralainnya, boleh aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam 
menentukan arah pembangunan melalui lembaga-lembaga pemerintahan, seperti anggota 
legislatif bahkan menjadi kepala pemerintahan.  
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Kedua, politik dapat menjadi wahana untuk melebarkan sayap dakwah yang selama ini 
ditekuni oleh para ulama. Bukan hanya itu, melalui politik, dapat memperlancar, 
mempermudah, dan meningkatkan kualitas dakwah. Misalnya, jika selama ini ulama 
mendakwahkan bahwa supaya remaja menghindari perbuatan zina melalui ceramah di 
masjid atau surau saja serta pengajian lainnya. Melalui jalur politik, ulama dapat ikut 
membuat peraturan yang mendukung dakwah itu, dengan membuat peraturan yang dapat 
menghindari perbuatan zina. Misalnya, melarang dengan keras peredaran film-film porno, 
cafe-cafe atau tempat hiburan malam tidak dibenarkan menerima tamu usia remaja yang 
masih sekolah, dan seterusnya. Demikian pula tentang ajakan untuk melaksanakan shalat 
wajib secara berjamaah, maka selain di masjid, para ulama juga dapat ikut serta membuat 
kebijakan yang mengharuskan semua tempat-tempat publik, seperti perkantoran, pusat 
perbelanjaan, terminal agar menyediakan surau atau mushalla. 
Ketiga, memberikan pendidikan politik bagi umat. Bila selama ini dalam proses partisipasi 
politik umat hanya disuguhi calon-calon yang tidak kredibel dari sisi pengetahuan agama 
dan pengamalan ajaran-ajaran agama, maka dengan kehadiran ulama misalnya sebagai 
calon anggota legislatif, menjadikan umat memiliki pilihan yang tepat. Karena politik ini 
perlu diisi oleh orang-orang yang berakhlak, berilmu pengetahuan, punya itikad baik untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan orang-orang yang sebaliknya. Bila politik diisi 
oleh orang-orang yang berakhlak, tentunya dia akan membawa negara ini tujuan yang 
mulia dan dijalankan sesuai dengan kaedah-kaedah yang tidak bertentangan dengan ajaran 
agama. Contohnya, tentang izin pemberian tempat pelacuran. Jika ulama yang memiliki 
kewenangan untuk memberikan izin ini, tentu dia paham bahwa pelacuran itu sangat 
bertentangan dengan ajaran agama, sehingga tak mungkin dia memberikan izin. Sedangkan 
bila orang-orang yang akhlaknya kurang dapat dipertanggungjawabkan yang memiliki 
kewenangan untuk memberikan izin lokasi pelacuran, maka tentu dia akan memberikannya 
dengan berbagai alasan, seperti demokratisasi, untuk merelokasi pelacuran, dan seterusnya. 
 Ada memang pihak yang skeptis, bahkan berusaha menghalangi keterlibatan ulama 
dalam politik praktis. Antara lain kalangan ini mengkhawatirkan tiga hal;  
1) Ulama akan terbawa ke dalam arus politik yang cenderung tidak relevan dengan 
karakteristik seorang ulama, seperti tipu daya, propaganda, korupsi, persekongkolan, 
dan tindangan-tindakan tidak terpuji lainnya.  
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2) Umat akan tercerai-berai karena akan ada gesekan-gesekan kepentingan yang boleh 
jadi akan menimbulkan konflik horizontal bahkan kekerasan pisik antar sesama umat. 
Ada pula yang mengkhawatirkan ulama akan kehilangan kharismatiknya manakala 
terlibat dalam kegiatan politik praktis.  
3) Tugas ulama sebagai pendakwah, hanya menyampaikan ajaran agama kepada umat, 
sehingga tidak relevan dengan kegiatan politik praktis. Mereka berpandangan bahwa 
biarkan ulama berdakwah saja, sedangkan urusan politik diserahkan kepada mereka. 
 Pandangan seperti ini sebenarnya tidak mendasar, dan cenderung menimbulkan 
perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Mereka menganggap bahwa ulama cukup 
melaksanakan tugasnya dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Islam kepada umatnya, 
sedangkan urusan politik dan negara jangan dicampuri oleh ulama. Pandangan yang lebih 
kurang bijaksana lagi adalah menganggap bahwa urusan politik merupakan masalah 
keduniaan, sedangkan ulama mengurusi soal akhirat.  Mereka lupa bahwa, urusan akhirat 
tidak bisa dipisahkan dari urusan dunia. Mereka tidak sadar bahwa, penolakan seperti ini 
sesungguhnya bertentangan dengan asas demokrasi yang mereka anut, karena demokrasi 
itu sendiri mempersyaratkan keterlibatan semua pihak dalam menciptakan iklim yang 
kondusif dan bermanfaat bagi sesama. 
 Bagi penulis, kekhawatiran dan pandangan-pandangan seperti tersebut di atas 
cenderung dikembangkan oleh pihak-pihak yang kurang jujur, kurang ikhlas, dan kurang 
adil, dalam membawa negara ini menuju tingkat kesejahteraan yang baik. Pihak-pihak ini 
seolah-olah beranggapan bahwa keterlibatan ulama dalam politik dapat mengganggu 
aktivitas-aktivitas mereka, terutama kegiatan yang justru dapat kita kategorikan 
bertentangan dengan tujuan politik itu sendiri. Mereka mengkhawatirkan, manakala ulama 
terlibat dalam proses pembuatan suatu kebijakan negara, akan mendapat semacam 
tantangan atau penolakan dari kalangan ulama yang terlibat dalam politik tersebut. 
 Ketika ulama terlibat dalam politik praktis, sifat keteladanannya sebagaimana 
karakteristik seorang ulama mesti tetap melekat pada dirinya. Ada memang kekhawatiran 
bila ulama terlibat dalam politik praktis, ia akan terbawa arus ke dalam politik yang 
cenderung kasar dan kurang bermoral ini. Jika kita sepakati bahwa politik itu adalah suci, 
maka yang menjadikannya ia kotor adalah individu-individu yang menjadi elit politik. 
Justru di sinilah tantangan seorang ulama dalam kancah politik, untuk mewarnai lembaga 
132 
 
perpolitikan agar sesuai dengan tatanan budaya, ajaran agama, kaedah dan prinsip-prinsip 
yang menjadi tujuan lembaga ini. Ulama akan menjadi contoh dalam tindakan, pemikiran, 
dan perilaku politiknya.  
 Secara konseptual, merujuk sejarah perjuangan nasional bangsa ini, justru ulamalah 
yang memiliki keinginan untuk memperbaiki nasib bangsa, kemaslahatan umat. Perjuangan 
yang dilakukan selama ini, baik dalam penentangan terhadap keberadaan penjajah pada 
sama lampau dan berbagai upaya dakwah yang dilakukan, semata-mata adalah untuk 
kepentingan umat. Manakala nanti ulama yang terlibat dalam politik praktis ikut terbawa 
arus ke tindakan-tindakan yang bertentangan dengan karakteristik keulamaan, maka dapat 
dipastikan bahwa keulamaannya selama ini adalah topeng, kebohongan dan sesuatu yang 
dibuat-buat. Pada akhirnya ulama seperti ini akan ditelan keadaan kehidupan dengan 
sendirinya. 
D. Bentuk Komunikasi Politik Ulama 
Berbagai macam cara dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik. 
Dapat disampaikan secara langsung, ataupun dengan perantaraan media lain. Demikian 
pula komunikasi politik ulama dalam pembangunan, politik kenegaraan, dan ketika akan 
melibatkan diri dalam proses pembangunan. Beberapa diantara yang dapat dijadikan 
sebagai wahana komunikasi politik ulama, antara lain adalah : 
1. Menjadi elit politik praktis 
Ketika harus menjadi elit politik praktis, ulama akan menghadapi banyak tantangan 
dan godaan. Sama halnya dengan dakwah di tengah-tengah masyarakat, juga 
menghadapi banyak rintangan. Dalam hal ini, ulama akan mampu menempatkan diri 
secara bijaksana, agar kehadirannya dalam politik praktis memberikan warna yang 
cerah dan sejuk, sehingga kegiatan politik yang dia lakukan memberikan manfaat 
untuk kepentingan dakwah itu sendiri demi kepentingan yang lebih besar. 
2. Menjadi pejabat pemerintah. 
Sebagai pejabat pemerintah, ulama memiliki peluang untuk berkontribusi lebih nyata 
lagi karena berada dalam lembaga pemerintahan yang dapat mengambil kebijaksanaan 
dan mengatur proses pembangunan. Posisinya sebagai ulama sekaligus sebagai pejabat 
pemerintah, tentunya akan dapat disinergikan. Sehingga dalam melaksanakan tugas 
profesionalnya sebagai aparat negara, dibarengi dengan kapalitas ilmu agamanya 
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sebagai ulama yang dapat dirangkaikan dalam mengambil keputusan. Tugas sebagai 
aparat negara dan sekaligus sebagai ulama, memiliki fungsi yang sama, yakni 
memberikan pelayanan dan pencerahan kepada segenap warga negara dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraannya. 
3. Memberikan kontribusi pemikiran. 
Peran ulama dalam pembangunan dan politik kenegaraan juga dapat dilaksanakan 
dengan memberikan kontribusi pemikiran atas berbagai masalah yang dihadapi negara 
dan mencari jalan keluarnya. Pemikiran ulama sangat diyakini oleh masyarakat karena 
ia bersifat obyektif dan dapat dipercaya. Pesan-pesan yang disampaikan oleh ulama itu 
adalah pemikiran untuk kepentingan masyarakat. 
4. Mengontrol jalannya pembangunan. 
Antara faktor yang menyebabkan gagalnya atau kurang berhasilnya suatu program 
pembangunan adalah karena kurang dalam pengawasannya. Pelaksana program 
pembangunan terkadang tidak mampu melihat sisi lemah dan kekurangan atas proyek 
yang dilaksanakan. Hal ini terjadi oleh berbagai macam faktor, apakah yang disengaja 
atau diluar dugaan. Fungsi ulama adalah memberikan pengawasan dan nasihat kepada 
pelaksana pembangunan supaya ia bekerja dengan baik dan dilaksanakan sesuai 
ketentuan yang berlaku, serta menghindari segala bentuk kerugian kepada rakyat. 
5. Mengarahkan pejabat yang profesional.  
Kualitas sumber daya manusia pejabat pemerintahan dan elit politik akan memberikan 
pengaruh yang sangat penting dalam mensukseskan program pembangunan politik 
dan kenegaraan. Sumber daya yang memiliki sikap  jujur, loyal dan memiliki akhlakul 
karimah atau moralitas yang baik, akan dapat melaksanakan tugasnya secara 
konsisten, objektif, dan profesional. Fungsi ulama adalah mendidik dan melatih 
individu-individu yang mampu melaksanakan tugas sebagai aparat pemerintah yang 
profesional. Pendidikan di berbagai pondok pesantren yang dibina oleh para ulama, 
menjadi salah satu wahana yang tepat untuk ini. Sebab pondok pesantren, disamping 
mendidik santri dalam pelajaran keagamaan, juga dapat diarahkan untuk memahami 
berbagai pelajaran tentang kenegaraan dan kemasyarakatan lainnya. 
E. Manfaat Komunikasi Politik Ulama 
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  Pembangunan suatu bangsa tidak akan mencapai hasil yang hakiki  bila didominasi 
oleh kalangan tertentu, menutup pintu bagi pihak lain. Sebaliknya, pembangunan dapat 
mencapai hasil yang lebih baik bila dilaksanakan secara kolektif oleh segenap komponen 
bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang, baik dari sisi ideologis, budaya, profesi, 
politik, dan sebagainya. Demikian pula dengan hakikat demokrasi, akan lebih sempurna 
bila di dalamnya ada kebersamaan melaksanakan pembangunan antar semua elemen 
masyarakat, di mana tingkat partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang dianggap 
penting, termasuk dalam hal ini adalah komunikasi politik ulama terhadap pembangunan. 
  Ulama sebagai bagian komponen bangsa yang memberikan pengaruh penting bagi 
bangsa ini, diakui pula sebagai bagian dari pemimpin bagi masyarakat khususnya umat 
Islam yang merupakan penganut agama terbesar di negeri ini, perlu terlibat dalam 
pembangunan. Ulama mesti memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera, tidak hanya sebatas memberi masukan saja, lebih dari itu, penting pula 
dilibatkan ke dalam proses yang lebih substansia. Partisipasi seperti ini akan memberikan 
dampak yang sangat positif. Paling tidak, keterlibatan ulama dalam pembangunan dapat 
ditafsirkan sebagai; 
Pertama, masyarakat akan mendukung kegiatan pembangunan yang telah direstui oleh 
tokoh panutan mereka. Keterlibatan ulama berarti memberikan legitimasi bahwa 
pembangunan itu benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat sebagai bagian 
dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Masyarakat akan meyakini bahwa pembangunan tidak akan merugikan mereka, justru 
dalam skala besar, pembangunan itu akan berhasil dilakukan termasuk apabila mereka juga 
berpartisipasi di dalamnya. 
Kedua, bagi pemerintah, keterlibatan ulama dalam pembangunan akan membawa kepada 
upaya memudahkan dan mempercepat proses pembangunan yang sedang digalakkan, 
menurunkan biaya menjadi lebih rendah serta dapat  memperoleh hasil atau keuntungan 
yang lebih banyak lagi. Memudahkan karena dengan keterlibatan ulama, tentu akan 
didukung oleh masyarakat, misalnya pemerintah tidak perlu lagi melakukan upaya 
sosialisasi yang lebih luas kepada segenap lapisan masyarakat. Mempercepat proses 
pelaksanaan pembangunan karena dengan kehadiran ulama, berbagai rintangan yang 
biasanya terjadi, dapat diminimalisir.  
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Katakanlah dalam pembebasan tanah yang berlarut-larut, manakala melibatkan ulama 
dalam proses perencanaan pembangunan ini, tentu ulama dapat memberikan pemahaman 
kepada umat, agar umat ikhlas membantu pembangunan, memberikan kemudahan dalam 
pembebasan tanah, karena maksud pembangunan itu adalah untuk kepentingan bersama. 
Biaya menjadi lebih ringan karena ongkos untuk hal-hal yang seharusnya telah 
dianggarkan, akan tetapi kalau ulama berhasil memberikan saran kepada masyarakat 
misalnya, tentu anggaran yang disiapkan tadi menjadi tidak lebih mahal dari yang 
seharusnya dikeluarkan oleh negara. 
Ketiga, bagi ulama itu sendiri keterlibatannya dalam pembangunan dalam konteks 
sebagaimana dicontohkan dalam beberapa pembahasan di atas, berarti dia merasa senang 
hati  karena telah memberikan manfaat bagi orang lain. Sebagai manusia biasa, ulama juga 
ada memiliki hasrat untuk berbagai ilmu, tenaga, harta kepada pihak-pihak yang 
membutuhkannya. Ulama akan merasa senang apabila umatnya bisa sejahtera dan 
melaksanakan ibadah dengan baik, apalagi kalau didukung dengan fasilitas yang memadai. 
Keempat, sebagai negara yang demokratis, maka partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah 
ulama, merupakan pencerminan dari hidup bersama dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 
rakyat. Sebab semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat termasuk ulama dalam proses 
pembangunan sebuah bangsa, maka akan semakin baik pula pelaksanaan demokrasi di 
negara tersebut. Walaupun bagi penulis, demokrasi itu tidak begitu penting untuk diukur 
dan dinyatakan sebagai sesuatu yang harus dijunjung tinggi, akan tetapi sebagai bagian 
dari masyarakat dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, maka kita juga boleh 
ikut dalam fenomena tersebut sepanjang itu dilandaskan dengan nilai-nilai budaya, agama, 
























 Setiap warga negara menginginkan adanya sesuatu yang dicapai atau hasil dari 
proses pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah bangsa yakni untuk menciptakan 
kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dari sisi rohaniah dan jasmaniah. 
Pembangunan dalam bidang rohani dan jasmani harus dilaksanakan secara bersamaan, 
berimbang, dan berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan akan semakin mudah 
diraih manakala didukung oleh segenap warga negara sesuai kewenangannya masing-
masing. Dukungan ini dapat dinyatakan dalam berbagai macam cara, bentuk, dan 
didasarkan atas keinginan baik dari segenap komponen yang terkait di dalamnya. Hal ini 
menunjukkan adanya wujud tanggung jawab dan komitmen dalam ikut berpartisipasi  
mewujudkan cita-cita bersama. 
 Untuk mencapai keberhasilan pembangunan suatu bangsa, maka pihak yang paling 
dominan melaksanakan proses pembangunan itu adalah elit politik dan aparat 
pemerintahan. Kepada mereka diberikan kewenangan untuk mengatur kehidupan politik, 
berbangsa dan bernegara, merencanakan pembangunan, sekaligus melaksanakan dan 
mengontrolnya. Manakala elit politik dan aparat pemerintahan yang diamanahkan tersebut 
memiliki niat yang baik dan perilaku yang bermoral dalam melaksanakan tugas dan 
kewenangannya, profesional dan berdasarkan sistem yang telah menjadi ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, maka ini adalah suatu jalan yang paling dekat untuk 
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menuju tercapainya cita-cita pembangunan. Karena dari segi kekayaaan sumber daya alam, 
Indonesia sebenarnya mampu menjadi negara yang maju sejajar dengan negara-negara 
lainnya bila pengelolaannya dilaksanakan secara benar. 
 Akan tetapi bila para elit politik dan pemerintah gagal atau belum berhasil 
melaksanakan amanah dalam melaksanakan pembangunan menuju cita-citanya, tentu ada 
sesuatu yang keliru atau ada yang kurang di dalamnya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai 
faktor, seperti sistem, perilaku para elit politik, dan tingkat partisipasi warga negara. 
Pertama, dari segi sistem kenegaraan. Apakah konsep pembangunan yang selama ini 
dicanangkan oleh pemerintah sudah relevan dengan sistem yang ada, ataukah dalam sistem 
itu ada kelemahan yang dapat menghambat jalannya roda pembangunan?  
 Kedua,  perilaku elit politik dan pemerintahan amat berperan. Walaupun sistemnya 
sudah bagus, akan tetapi pelaksana dan proses yang dilaksanakan tidak sesuai dengan 
sistem yang sudah ditetapkan, maka pembangunan akan mengalami hambatan. Moralitas 
para elit politik di negara ini sangat penting. Bila moralitas mereka baik, maka keberhasilan 
dapat diraih. Sebaliknya, jika moral elit politik negatif, maka negara ini bisa hancur, 
sebagaimana disebutkan dalam Al Quran  : Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, 
maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menta'ati 
Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku 
terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya 
(Q.S. Al Israa (17) : 16). 
 Dan ketiga adalah partisipasi masyarakat. Sejauh mana masyarakat memberi 
perhatian dalam pembangunan dan sejauhmana pihak pemerintah bersedia 
mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan. 
 Dalam ketiga faktor penentu di atas, sebagai aktor komunikasi politik, ulama 
memiliki peranan untuk ikut serta dalam pembangunan. Manakala terlibat dalam segenap 
aktivitas pengelolaan negara ini, maka ulama dengan banyak keistimewaannya akan dapat 
berperan dalam hal; pertama, menyiapkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam negara, 
ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh segenap warga 
negara. Dimana peraturan-peraturan tersebut diambil berdasarkan nilai-nilai budaya dan 
ajaran-ajaran agama yang dapat mengatur kehidupan bernegara.  
 Kedua, ulama dapat mengarahkan elit politik dan pemerintahan agar profesional 
dalam melaksanakan tugasnya, memberikan nasihat-nasihat kepada mereka agar konsisten 
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dan loyal pada saat melaksanakan pekerjaan, dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang 
dipandang dapat merugikan masyarakat. Ketiga, ulama dapat mengajak masyarakat untuk 
aktif terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat diyakini akan mempu 
mendorong pelaksanaan pembangunan, sehingga pencapaian dapat dilaksanakan dengan 
mudah dan cepat. Dalam hal ini ulama bersama komponen masyarakat lainnya, mesti 
diikutkan ketika akan merencanakan pembangunan, melaksanakan, mengawasi dan 
pemanfaatannya. 
 Dakwah yang dilakukan selama ini oleh ulama dalam membina rohani atau mental 
umat, bila didukung dengan keterlibatannya dalam proses pembangunan, membahasa 
masalah-malasah politik kenegaraan dan kemasyarakatan, akan relevan dengan fungsinya 
sebagai wakil masyarakat. Sebab dakwah bertujuan tidak sekedar menyuruh berbuat 
kebajikan dan mencegah kemungkaran, tetapi juga ada proses untuk melakukan perubahan 
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Testimoni untuk Sampul Belakang 
 
“Dalam era komunikasi global kehadiran Ulama sangat diharapkan untuk menangkal  berbagai  fenomena  
dan  isu yang  semakin  meruncing. Ulama sebagai tokoh agama, namun  boleh juga sebagai komunikator 
politik yang tentunya lebih bijaksana dan santun dalam menyebarkan pesan-pesan komunikasi kepada 
khalayak. Konsep-konsep yang dikemukakan adalah  religius, dinamis,  jernih dan menyejukkan hati 
khalayak. Oleh itu,  dengan hadirnya buku ini tentu dapat menambah  rujukan kita tentang  posisi ulama 
sebagai pelaku  dalam komunikasi politik”.  (Dr. Fauziah Ahmad / Pensyarah Kanan Pusat 
Pengajian Media dan Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti 
Kebangsaan Malaysia Bangi 43600) 
Buku ini merupakan referensi penting bagi akademisi, politisi, dan juga para ulama. Tidak untuk sekedar 
melengkapi referensi yang tersedia, buku ini hadir dengan perspektif original dalam mendeskripsikan 
metode, tugas, dan fungsi para ulama dalam melakukan komunikasi politik. Keterlibatan ulama dalam 
membangun komunikasi politik yang efektif diuraikan dengan sangat baik. Karena itu tidak berlebihan 
jika dinyatakan bahwa buku ini layak dibaca oleh para aktor politik baik di tingkat lokal maupun nasional 
(Dr. Saleh P. Daulay, M.Hum., M.A., / Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah, Jakarta/ Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemudah Muhammadiyah) 
"Buku ini memperkuat barisan akademisi yang membuktikan kegagalan teori "sekularisme 
tradisional"yang memprediksi bahwa agama akan berhenti hadir di ruang publik seiring pembangunan 
dan modernisasi. Ulama, menurut buku ini, tidak hanya mengurus "masjid dan akhirat" tapi potensial 
mempengaruhi politik sehari-hari. Perlu dibaca karena akan merangsang penelitian lanjutan dalam 
bidang ini." (Raja Juli Antoni,  
Ulama selalu menjadi panutan umat, ia dekat dengan umat dan merupakan bagian dari umat. 
Kemampuan ulama dalam berkomunikasi membuat pesan-pesan mudah dicerna umat dan 
mengikuti maksud daripada pesan-pesan tersebut.  Ulama sejati, adalah ulama yang tak silau 
dengan emas, perak dan kekuasaan. Ulama pengawal akhlak umat dalam segala aktivitas 
hidupnya, termasuk dalam persoalan politik kenegaraan. Buku ini penting untuk dibaca karena 
menambah wawasan tenga posisi ulama sebagai bagian dari persoalan kenegaraan dan 
pembangunan (Najmuddin M. Rasul / Dosen Universitas Andalas, Padang/Kandidat Ph.D. 
Universiti Kebangsaan Malaysia). 
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